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Kata Pengantar  
 
Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Taa'la yang telah 

memberikan maunah-Nya kepada Panitia Munas Alim Ulama dan Konbes 

Nahdlatul Ulama 2021, untuk menyiapkan materi yang akan dibahas pada tanggal 

25-26 September 2021 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.  

 
Proses pengumpulan materi ini dilakukan secara bertahap dan teorganisir di 

bawah arahan SC (Steering Commite) dan koordinator yang membidangi masing-

masing komisi. Langkah demi langkah dilakukan, mulai dari identifikasi, pemilihan 

hingga pendalaman materi dengan mengundang para ahli dalam beberapa FGD 

(Focus Group Discussion). Hal ini dilakukan agar Munas Alim Ulama dan Konbes 

Nahdlatul Ulama 2021 menghasilkan keputusan-keputusan yang kontekstual, baik 

dalam menjawab permasalahan keislaman, kebangsaan dan juga keorganisasian.  

 
Secara garis besar materi dalam buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama 

merupakan materi Musyawarah Nasional Alim Ulama yang berisikan pembahasan 

masalah keislaman (bahtsul masail ad-diniyyah), meliputi masalah-masalah aktual 

(al-waqii'yyah), tematik (al-maudhuiyyah) dan perundang-undangan (al-

qanuniyyah).  

 
Sedangkan bagian kedua adalah materi Konferesi Besar Nahdlatul Ulama yang 

membahas hal-hal keorganisasian. Materi pertama dalam Konbes NU ini fokus 

membicarakan program-program NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang 

berlandaskan pada faham Ahlussunnah wal Jama'ah. Materi kedua lebih berfokus 

pada pembahasan keorganisasian. Sedangkan materi ketiga adalah rekomendasi 

yang ditujukan kepada pemerintah sebagai guidance dalam pengambilan 

kebijakan, maupun untuk nahdiyyin khususnya dan umat muslim pada umumnya 

dalam membangun Islam yang rahmatan lil alamiin.  
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Demikianlah materi Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama ini disiapkan 

sebagai sebuah pengantar yang harus disempurnakan oleh para peserta melalui 

pembahasan-pembahan yang komprehensif di dalam sidang komisi masing-

masing.  

 
Besar harapan kami buku ini menjadi pamantik diskusi yang berkualitas.  
 
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, semoga Allah memilihkan jalan terbaik 
untuk kita semua, amien.  

Jakarta, 17 September 2021  
 

Panitia 
Musyawarah Nasional Alim Ulama 

dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2021 

 

 

 
 

                  Dr. H. Juri Ardiantoro   
                  Ketua OC 

Dr. H. M. Imdadun Rahmat 
      Sekretaris OC 

 
 

 

Mengetahui  
 

 

 
KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag. 

Ketua SC 
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MATERI 
BAHTSUL MASAIL WAQI’IYYAH 

MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2021 
 

 
1. Hukum Gelatin 
 

Deskripsi Masalah 
Gelatin adalah produk turunan dari kolagen. Kolagen merupakan protein 
hewani yang berfungsi sebagai pembangun jaringan kulit dan tulang. Secara 
Bahasa, gelatin, berakar kata dari kata bahasa Latin ‘gelare’ yang berarti 
membentuk gel/memadat.  
 
Gelatin selama ini diperoleh dari dua bagian tubuh hewan, yaitu kulit dan 
tulang. Sedangkan  
hewan utama sumber bahan baku gelatin adalah sapi dan babi. Gelatin yang 
diperoleh dari babi merupakan gelatin yang paling luas dipakai dalam industri 
pangan dan obat-obatan, mengingat gelatin yang didapat dari hewan ini paling 
murah dibanding hewan lainnya. 
 
Selain sapi dan babi, hewan yang menjadi sumber bahan baku gelatin dengan 
porsi sangat kecil adalah ikan dan ayam. Gelatin banyak digunakan di industri 
makanan sebagai bahan pembentuk gel (gelling agent), pengikat, emulsifier, 
perekat, penstabil (stabilizer), dan juga pengental (thickener). Gelatin juga 
banyak digunakan untuk pembuatan spon penyeka luka operasi,  pengganti 
darah plasma, kulit kapsul, kertas foto, kertas karbon, sabun, sampo, krim, 
salep, agar-agar, es krim, anggur (minuman), dan yogurt. 
 
Kulit hewan yang menjadi bahan baku kolagen diproses dengan cara hide split, 
yaitu dipotong kecil dan dicuci sebelum ditreatment menggunakan asam atau 
basa. Kulit hewan dipisahkan terlebih dahulu dari lapisan lemak yang masih 
menempel di kulit. Kolagen–jaringan panjang di lapis kulit ke sekian–kemudian 
dikeringkan pada suhu tertentu dan dipotong kecil-kecil hingga halus yang 
kemudian disebut sebagai gelatin. 

 
Pertanyaan: 
a. Masyarakat Indonesia hampir selalu bersentuhan dengan produk yang 

mengandung gelatin, sedangkan produk gelatin sendiri ada yang berasal 
dari babi dan ada yang berasal dari hewan yang halal. Bagaimana 
pandangan para ulama dalam melihat status hukum fikih penggunaan 
gelatin yang berasal dari babi? 
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b. Bagaimana pandangan para ulama mengenai status hukum fikih 
penggunaan gelatin yang berasal dari hewan yang halal? 

 
c. Selama ini untuk pemenuhan kebutuhan gelatin, Indonesia masih 

mengandalkan produk impor dari luar negeri, apakah hukumnya 
pemerintah mendirikan pabrik gelatin untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut?  
 

Jawaban: 
 

a. Gelatin berbahan utama kolagen, yaitu protein yang menyusun jaringan 
tubuh makhluk hidup. Secara umum proses produksi utama gelatin dibagi 
dalam tiga tahap utama, yaitu : 
 
1. Tahap persiapan bahan baku, terdiri dari pengecilan ukuran, pencucian 

dan penghilangan lemak (degreasing).  
2. Tahap konversi kolagen menjadi gelatin, dimulai dari perendaman 

menggunakan larutan asam atau basa kuat sehingga terjadi proses 
soaking (pembengkakan) yang akan memudahkan proses ekstraksi. 
Ekstraksi gelatin dilakukan secara bertahap agar hasil yang diperoleh 
optimal. 

3. Tahap pemurnian gelatin dengan cara larutan gelatin dimurnikan 
dengan penyaringan dan pengeringan hingga kadar air produk akhir 
mencapai 9-16%.1 

Lantas bagaimana status hukumnya gelatin yang berasal dari babi? Babi 
adalah hewan yang najis. Kenajisan babi didasarkan di antaranya adalah 
kepada kondisinya yang dianggap lebih buruk dari anjing. Jika anjing saja 
najis maka babi sudah barang tentu najis. Alasan lainnya adalah anjuran 
untuk membunuh babi. Disamping juga adanya nash yang secara tegas 
mengharamkannya. Kenajisan babi ini membawa konsekwensi logis bahwa 
apa yang bersumber dari babi adalah najis pula. demikian ini sebagaimana 
dikemukakan Imam Abu Ishaq asy-Syirazi di dalam kitab al-Muhadzdzab 
sebagai berikut:  
   

وأما الخنزير فنجس لانه اسوأ حالا من الكلب لانه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على  
تولد منهما أو من أحدهما فنجس لانه مخلوق من نجس  تحريمه فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولي واما ما 

 فكان مثله 
 

 
1http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/berita/tulisan-ilmiah-populer/139-
mengenal-gelatin-kegunaan-dan-pembuatannya. 
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“Adapun babi adalah hewan yang najis karena kondisinya lebih buruk dari 
anjing, karena itu dianjurkan untuk membunuhnya bukan karena ia 
membahayakan, dan telah disebutkan oleh nash keharamannya. Jika 
anjing saja najis maka babi lebih najis. Sedangkan sesuatu yang lahir 
(bersumber) dari babi dan anjing atau salah satu dari keduanya adalah najis 
karena merupakan makhluk yang berasal dari yang najis, maka status 
hukumnya adalah sama dengan yang najis.”2  
 
Status keharaman babi telah ditegas dalam nash al-Quran. Menurut para 
ulama keharaman tersebut bukan hanya sekedar dagingnya, tetapi juga 
menyangkut semua bagian yang ada padanya. Namun lainya hal menurut 
Imam Dawud azh-Zhahiri, yang memahami bahwa keharaman babi hanya 
berlaku pada dagingnya sebagaimana bunyi nash al-Qur`an (lahm al-
khinzir).  
 
Pandangan ini tentu kemudian direspon oleh para ulama. Menurut 
mereka, yang diharamkan adalah daging dan semua bagian yang ada pada 
babi. Penyebutan lahm al-khinzir (daging babi)—bukan al-khinzir—secara 
spesifik itu lebih dikarenakan secara umum yang dimanfaatkan atau 
dikonsumi adalah dagingnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan lahm al-
khinzir bukan hanya sekedar daging, tetapi juga mencakup semua bagian 
yang ada pada babi.  
    

وقد ذهب إلى ذلك داود ، رأس الظاهرية ، فقال   { ولحم الخنزير } : ظاهره أن المحرم منه هو لحمه فقط. 
وإنما خص اللحم   وقال غيره من سائر العلماء : المحرم لحمه وسائر أجزائه.  : المحرم اللحم دون الشحم. 

 معظم ما ينتفع به بالذكر ، والمراد جميع أجزائه ، لكون اللحم هو 
 

“[dan daging babi]: secara tekstualis bahwa yang diharamkan dalam ayat 
ini adalah daging babinya saja. Pandangan seperti telah dikemukakan oleh 
Imam Dawud azh-Zhahiri yang merupakan pendiri madzhab Zhahiri. 
Menurutnya, yang diharamkan adalah daging babi, bukan lemaknya. 
Sedangkan menurut ulama lainya, bahkan seluruh ulama, bahwa yang 
diharamkan adalah daging babi dan semua bagian-bagian yang terdapat 
padanya. Spesifikasi penyebutan ‘daging babi’ dalam ayat tersebut lebih 
karena daging merupakan bagian terbesar yang dimanfaatkan. Karena itu 
yang dimaksud dengan ‘daging babi’ dalam konteks ini adalah seluruh 
bagian yang ada pada babi itu sendiri.”3  
 

 
2 Abu Ishaq asy-Syairazi, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i, [Bairut: Dar al-Kutub al-
‘lmiyyah, cet ke-1, 1416 H / 1995 M], juz, I, h. 93. 
3 Abu al-Hayyan al-Andalusi, al-Bahr al-Muhith, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H 
/ 2001 M], juz, I, h. 662.  
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Berangkat dari penjelasan ini maka status gelatin yang diperoleh dari dua 
bagian tubuh babi yaitu kulit dan tulang adalah haram. Sebab, sesuatu yang 
dibuat dari sesuatu yang haram maka statusnya hukumnya adalah adalah 
sama dengan sesuatu itu sendiri.  

 
b. Dalam pandangan Islam hewan yang boleh untuk dikonsumsi setidaknya 

dikategorikan menjadi dua. Pertama, ia boleh dikonsumsi dengan syarat 
harus melalui proses penyembelihan dengan ketentuan yang telah diatur 
oleh syariat, seperti sapi, kambing dan ayam. Kedua, hewan yang boleh 
dikonsumi tanpa harus melalui proses penyembelihan, seperti berbagai 
jenis ikan. 

 
عليكم الميتةوالدم   (ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوي السمك والجراد إلا بذكاة لقوله تعالى (حرمت  

ذكيتم وما  ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما  
لنا ميتتان   لقوله صلى الله عليه وسلم (أحلت  ذبح على النصب) ويحل السمك والجراد من غير ذكاة 

 السمك والجراد) ولان ذكاتهما لا تمكن في العادة فسقط اعتبارها  
 

“Sesuatu dari dari hewan yang boleh dikonsumsi selain ikan dan belalang 
tidaklah halal kecuali melalui proses penyembelihan karena firman Allah 
ta’ala: ‘Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, 
yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, 
kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang 
disembelih untuk berhala’ (QS. Al-Maidah [5]: 3). Ikan dan belalang halal 
dikonsumsi tanpa harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu 
karena sabda Nabi saw: ‘Telah dihalalkan bagi bagi kami dua bangkai 
(hewan yang mati tanpa proses penyembelihan), yaitu bangkai ikan dan 
belalang.”. Sebab, penyembelihan keduanya bukan merupakan sesuatu 
yang lazim sehingga tidak memerlukannya.”4  
 
Berpijak dari sini, maka status hukum gelatin yang berasal dari hewan yang 
halal dapat di-tafshil sebagai berikut: 
 
Pertama, apabila bahan baku gelatin diambil dari hewan yang halal, 
dimana kehalalan mengkonsumsi hewan tersebut harus melalui proses 
penyembelihan terlebih dahulu, maka status hukum gelatinnya adalah suci 
dan halal dengan syarat hewan tersebut disembelih terlebih dahulu secara 
syar’i. Begitu juga suci dan halal dikonsumsi gelatin yang bahan bakunya 

 
4 Abu Ishaq asy-Syairazi, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’I [Bairut: Dar al-Kutub al-‘lmiyyah, 
cet ke-1, 1416 H / 1995 M], juz, II, h. 457.  
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diambil dari hewan yang halal, dimana kehalalan mengkonsumsi hewan 
tersebut tidak memerlukan proses penyembelihan terlebih dahulu.  
 
Kedua, namun jika hewan tersebut tidak disembelih secara syar’i, maka 
status hukumnya adalah haram. Sebab, bahan bakunya diambil dari hewan 
yang tidak disembelih secara syar’i. Sedangkan hewan yang tidak 
disembelih secara syar’i statusnya adalah masuk dalam kategori maitah 
yang telah diharamkan di dalam al-Quran.  

 
سٌ ) لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ  عَلَيْكُمْ  : { حُرّمَِتْ  ( وَعَظْمُ ) الحْيَـَوَاَ�تِ ( الْمَيِّتَةِ وَشَعْرهَُا ) وَقَـرُْ�اَ وَظفُْرهَُا وَظِلْفُهَا ( نجَِ

تَةُ مَا زَ  تَةُ وَالدَّمُ } وَتحَْريمُِ مَا لاَ حُرْمَةَ لَهُ وَلاَ ضَرَرَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى نجََاسَتِهِ ، وَالْمَيـْ الَتْ حَيَاتُهاَ بغَِيرِْ ذكََاةٍ الْمَيـْ
تَةِ مَا لاَ يُـؤكَْلُ إذَا ذُبِحَ ، وكََذَا مَا يُـؤْ  كَلُ إذَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ التَّذْكِيَةِ كَذَبيِحَةِ  شَرْعِيَّةٍ فَـيَدْخُلُ فيِ الْمَيـْ

 الْمَجُوسِيِّ وَالْمُحْرمِِ للِصَّيْدِ وَمَا ذُبِحَ بِالْعَظْمِ وَنحَْوهِِ 
 

“(dan tulang) hewan-hewan (yang mati, rambut), tanduk dan kukunya 
(adalah najis) karena firman Allah swt: ‘Diharamkan bagimu (memakan) 
bangkai, darah..’ (QS. Al-Maidah [5]: 3). Dan pengaharaman terhadap 
sesuatu yang tidak mulia dan tidak mengandung bahaya menunjukkan atas 
kenajisannya. Maitah adalah hewan yang mati tanpa melalui proses 
penyembelihan syar’i. Dan termasuk ke dalam kategori maitah adalah 
hewan yang tidak boleh dikonsumsi ketika telah disembelih, begitu juga 
hewan yang boleh dikonsumsi namun ketika penyembelihannya tidak 
memenuhi syarat-syarat penyembeliha syar’i, seperti hewan yang 
disembelih orang Majusi, dan hewan buruan yang disembelih orang yang 
dalam keaadan ber-ihram atau hewan yang disembelih dengan tulang dan 
sejenisnya.”5     

 
c. Mengingat bahwa masyarakat hampir selalu bersentuhan dengan produk 

yang mengandung gelatin, sementara selama ini gelatin diimpor yang 
masih diperselisihkan kehalalannya padahal maka pemerintah Republik 
Indonesia berkewajiban untuk segera memproduksi gelatin yang terjamin 
kehalalannya sehingga tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat. 
Sebab, salah satu tugas penting yang diemban pemerintah dan wajib 
ditunaikan adalah mewujudkan kemasalahatan bagi rakyatnya, baik dalam 
urusan agama maupun urusan dunia.  Inilah salah satu bentuk perwujudan 
nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya.  
 

 
5 Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, al-Iqna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja`, [Bairut: Dar al-Fikr, 1415 
H], juz, I, h. 29. 
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قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن   .قوله صلى الله عليه و سلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) 
مطالب بالعدل    الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو 

 فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه 
 

“Sabda Rasulullah saw: ‘Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalan akan 
diminta pertanggungjawabann atas kepemimpinannya.’ Para ulama 
berkata: ‘Bahwa pemimpin adalah pelindung yang diberi mandat 
memegang sebuah amanah (jabatan) yang berkewajiban mewujudkan 
kebaikan sesuatu yang terkait dengan jabatannya dan melindungi orang-
orang yang dipimpin-nya. Di dalam hadits ini juga mengandung pesan 
bahwa pemimpin dituntut untuk berbuat adil terhadap orang-orang yang 
ada di bawah kepimpinannya, dan mewujudkan kemasalahatan bagi 
mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia.”6 
 
Dengan demikian, maka dalam hal ini pemerintah wajib mendirikan pabrik 
yang memproduksi gelatin dengan bahan baku yang halal dan diproses 
dengan cara yang halal.          

 
2. Daging Berbasis Sel 
 

Deskripsi Masalah 
Daging sebagaimana yang kita ketahui adalah salah satu sumber protein 
disamping ikan dan sayuran hijau. Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 
proteinnya banyak bersumber dari produk peternakan seperti sapi dan ayam. 
Kandungan gizi protein itu sendiri menjadi sangat vital dalam sistem 
metabolisme tubuh manusia. Karena, kandungan gizi protein memiliki peran 
sangat penting dalam perbaikan sel dan pembentukan otot manusia. 
 
Konsumsi daging masyarakat Indonesia semakin-hari semakin meningkat. Salah 
satunya adalah daging sapi. Menurut Pusat Statistik (BPS), daging sapi 
merupakan komoditas dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi di Indonesia. 
Dalam lima tahun terakhir, produksi daging sapi dalam negeri cenderung 
mengalami peningkatan. Namun, kapasitas produksi tersebut belum cukup 
untuk mengimbangi konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia yang juga kian 
meningkat cukup signifikan.7 

 

 
6 Muhyiddin Syarf an-Nawawi, Sharhu Shahihi Muslim bin al-Hajjaj, [Bairut: Daru Ihya` at-Turats, 
cet ke-8, 1392 H], juz, XII, h. 213. 
7https://www.bps.go.id › publication › 2019/02/26 › 
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Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka telah 
melahirkan ide pembuatan daging berbasis sel yang dibuat di laboratorium. 
Dengan kata lain, daging tersebut didapat tanpa harus menyembelih hewan 
satu ekor pun karena dibuat hanya dengan mengambil sel hewan. Sehingga 
tidak memerlukan banyak pemeliharaan ternak ternak dan dapat menekan 
eksploitasi hewan. Salah satu yang gencar menyuarakan daging berbasis sel 
adalah Memphis Meats, salah satu perusahaan starup di California-Amerika 
Serikat.8 
 
Ide pembuatan daging berbasis sel tentu tidak lazim dan menjadi hal baru. 
Selama ini kaum muslimin mendapatkan daging dari hewan ternak seperti sapi 
dan ayam dengan cara disembelih. Dari sini kemudian melahirkan pertanyaan 
fikih terutama menyangkut kehalalannya. Karena faktanya para fuqaha’ 
terdahulu yang menjadi rujukan kita belum menyinggung soal daging berbasis 
sel di dalam kitab-kitab mereka.  

 
Pertanyaan: 
a. Bagaimana status hukum sel hewan seperti sapi yang diambil tanpa 

melakukan proses penyembelihan? 
b. Bagaimana hukumnya memakan daging berbasis sel, seperti daging sapi 

atau ayam?  
 

Jawaban 
a. Peningkatan konsumsi daging seperti sapi, kambing dan ayam oleh 

masyarakat di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia secara otomatis 
dimbangi dengan menambah jumlah hewan ternak dan perluasan 
lahannya. Di sisi lain, jumlah hewan ternak yang terus meningkat dan 
perluasan lahannya dianggap tidak praktis, bahkan malah menambah 
jumlah limbah yang berakibat pada pencemaran lingkungan serta 
meningkatkan jumlah angka eksploitasi terhadap hewan.  
 
Salah satu alternatif yang ditawarkan untuk menghindari hal-hal tersebut 
adalah dengan pembuatan daging berbasis sel, yaitu daging yang 
diproduksi melalui sel hewan secara in vitro, bukan dari hewan yang 
disembelih. 
 
Dalam pandangan Islam hewan yang boleh untuk dikonsumsi setidaknya 
dikategorikan menjadi dua. Pertama, ia boleh dikonsumsi dengan syarat 
harus melalui proses penyembelihan dengan ketentuan yang telah diatur 
oleh syariat, seperti sapi, kambing dan ayam. Kedua, hewan yang boleh 

 
8https://www.liputan6.com › 
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dikonsumi tanpa harus melalui proses penyembelihan, seperti berbagai 
jenis ikan. 
 
(ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوي السمك والجراد إلا بذكاة لقوله تعالى (حرمتعليكم الميتةوالدم ولحم  
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح  

صلى الله عليه وسلم (أحلت لنا ميتتان السمك  على النصب) ويحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله  
 والجراد) ولان ذكاتهما لا تمكن في العادة فسقط اعتبارها

 
“Sesuatu dari dari hewan yang boleh dikonsumsi selain ikan dan belalang 
tidaklah halal kecuali melalui proses penyembelihan karena firman Allah 
ta’ala: ‘Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, 
yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, 
kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang 
disembelih untuk berhala’ (QS. Al-Maidah [5]: 3). Ikan dan belalang halal 
dikonsumsi tanpa harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu 
karena sabda Nabi saw: ‘Telah dihalalkan bagi bagi kami dua bangkai 
(hewan yang mati tanpa proses penyembelihan), yaitu bangkai ikan dan 
belalang.”. Sebab, penyembelihan keduanya bukan merupakan sesuatu 
yang lazim sehingga tidak memerlukannya.”9 
 
Dalam proses pembuatannya sel yang akan dikembangkan dapat diambil 
dari beberapa bagian hewan. Yang terbanyak adalah sel yang diambil dari 
sumsum, sel otot bahkan dari bakal janin (zigot) pasca pembuahan sperma 
dan sel telur 5-7 hari. Dengan alat khusus sel tersebut diambil kemudian 
diurai dan diambil sel inti yang akan dibiakkan melalui teknik rekayasa 
jaringan.  
 
Teknik pengambilan sel dari hewan hidup di atas meskipun berasal dari 
hewan yang boleh dikonsumsi seperti sapi, namun secara teori fiqh Islam 
justru mengakibatkan status sel yang diambil termasuk kategori 
maitah(bangkai) yang secara hokum najis dan haram dikonsumsi. Menurut 
keterangan dalam kitab al-Iqna` fi Halli Alfazhi Abi Syuja`, bahwa status 
bagian yang terpisah dari selain anak adam, ikan atau belalang adalah najis. 
 
ن  (القول في ما قطع من حي) والجزء المنفصل من الحي: كميتة ذلك الحي إن كان طاهرا فطاهر، وإن كا 

نجسا فنجس لخبر: ما قطع من حي فهو كميتته رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، فالمنفصل من  

 
9Abu Ishaq asy-Syairazi, al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’I [Bairut: Dar al-Kutub al-‘lmiyyah, 
cet ke-1, 1416 H / 1995 M], juz, II, h. 457. 
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( إلا شعر ) أو صوف أو ريش أو وبر المأكول فطاهر  الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن غيرها نجس 
 بالإجماع ولو نتف منها أو انتتفت. 

 
"(Komentar mengenai sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih 
hidup). Bagian yang dipisahkan dari hewan yang masih hidup itu statusnya 
sebagaimana maitah hewan tersebut. Jika status maitah-nya adalah suci 
maka bagian itu pun suci, jika najis maka najis pula karena didasarkan 
kepada sabda Rasulullah saw: ‘Sesuatu yang dipotong dari hewan yang 
masih hidup maka statusnya sebagaimana statsu maitah-nya’ [HR. Al-
Hakim dan ia mensahihkannya sesuai standar kesahihahan yang ditetapkan 
Imam Bukhari dan Muslim). Karenanya, bagian yang dipisahkan dari anak 
adam, ikan, atau belalang adalah suci dan selain itu adalah najis (kecuali 
rambut) atau bulu domba (wool), bulu burung, atau bulu hewan yang boleh 
dikonsumsi semua ini adalah suci menurut ijmak para ulama walaupun 
dicabut atau tercerabut”10 
 
Dalam keterangan lain, Imam An-Nawawi menjabarkan bahwa perkara 
yang dipisahkan atau dikeluarkan dari hewan yang masih hidup dalam 
bentuk benda yang sudah mengalami proses metabolisme (istihalah) 
semua dihukumi najis selain susu, sperma dan zigot (‘alaqah). 
 

فَصِلُ  مَا اَ  الْبَاطِنِ  فيِ  وَاسْتِحَالَةٌ  اجْتِمَاعٌ  لَهُ  مَاليَْسَ  أَحَدُهمُاَ قِسْمَانِ  الحْيَـَوَانِ  بَاطِنِ  مِنْ  يَـنـْ  رَشْحًا  يَـرْشَحُ  وَإِنمَّ
مْعِ  فاَلأَْوَّلُ  يخَْرجُُ  ثمَُّ  الْبَاطِنِ  فيِ  وَيجَْتَمِعُ  مَايَسْتَحِيلُ  وَالثَّانيِ   حُكْمُ  وَحُكْمُهُ  وَالْمُخَاطِ  عَرَقِ وَالْ  وَاللُّعَابِ  كَالدَّ
فَصِلِ  الحْيَـَوَانِ  سًا كَانَ  إنْ  مِنْهُ  الْمُنـْ  طاَهِراً  كَانَ  وَإِنْ  أيَْضًا نجَِسٌ  فَـهُوَ  أَحَدِهمِاَ وَفَـرعُْ  وَالخْنِْزيِرُ  الْكَلْبُ  وَهُوَ  نجَِ

 وَ  وَالْقَيْحِ  والقئ  والروث  والعذرة والبول فكالدم وأماالثاني  خِلاَفٍ  بِلاَ  طاَهِرٌ  فَـهُوَ  الحْيَـَوَاَ�تِ  سَائرُِ  وَهُوَ 
 ذَلِكَ  فيِ  تَـفْصِيلٍ  عَلَى  وَالْعَلَقَةُ  وَالْمَنيُِّ  اللَّبنَُ  وَيسُْتـَثْنىَ  نجَِسٌ  كُلُّهُ 

 
“Perkara yang terpisah (keluar) daribagiandalam (batin) 
hewanadaduakategori; Pertama, benda yang tidak terkumpul dan tidak 
mengalami proses perubahan (istihalah) di dalam tubuh. Kedua, benda 
yang mengalami perubahan (istihalah) dan terkumpul di dalam tubuh yang 
nantinya akan keluar dari dalam. Contoh kategori pertama adalah air mata, 
air liur, keringat dan ingus. Status hukumnya sesuai status hewannya, jika 
hewannya najis, yaitu anjing, babi dan derivasinya maka benda tersebut 
juga najis hukumnya. Dan jika hewannya suci yaitu hewan-hewan lain 
(selain anjing dan babi) maka benda tersebut suci hukumnya.  Contoh 
kategori kedua adalah seperti darah, air kencing, tinja, muntahan, dan 

 
10Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, al-Iqna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja`, [Bairut: Dar al-Fikr, 1415 
H], juz, I, h. 29. 



MATERI MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2021 
 

15 
 

nanah, maka semuanya dihukumi najis. Dikecualikan susu, sperma 
dan‘alaqah (gumpalan darah ; zigot) menurut perincian masing-masing”11 
 
Berdasar penjelasan pakar ahli, pada tahap berikutnya sel yang sudah 
diambil ditempatkan dalam media dan diberi nutrisi dan faktor 
pertumbuhan. Proses ini melibatkan beberapa zat kimia dan peralatan, di 
antaranya cairan yang terbuat dari serum darah dan bahkan gelatin ikut 
terlibat di dalamnya. Hasilnya sel yang ditempelkan dalam cetakan khusus 
akan membelah dan terus membelah hingga dari serat-serat kecil akan 
tergabung membentuk sepotong daging. 
 
Pada awalnya sel yang tidak terlihat secara kasat mata kemudian berubah 
menjadi semakin banyak hingga jutaan bahkan trilyunan membentuk 
sepotong daging. Proses semacam ini belum pernah dikenal secara spesifik 
dalam fiqh Islam.  
 
Menilik dari proses mulai dari awal hingga akhir ada beberapa hal yang 
dapat disimpulkan. Pertama, daging baru hasil pembiakan sel dari hewan 
yang halal dikonsumsi semisal sapi belum mengalami proses 
penyembelihan secara syar’i. Kedua, proses pembuatan daging berbasis sel 
ini melibatkan bahan-bahan yang najissemisal serum darah dan gelatin. 
Ketiga, belum diyakini adanya proses tertentu yang merubah status najis 
menjadi suci atau merubah hukum haram dikonsumsi menjadi halal 
dikonsumsi.  
 
Berdasarkan pertimbangan di atas maka status daging tersebut dihukumi 
najis dan haram dikonsumsi.  Sebagaimana keterangan berikut; 
 

 التذكية  عدم  الأَصْل  لأَِن لاَ  أَو  مذكاة  من  هِيَ  هَل وشككنا  لحم قِطْعَة رأَينَا لَو
 

“(Dan juga haram dimakan) apabila kita menemukan sepotong daging dan 
kita ragu apakah berasal dari hewan yang disembelih ataukah tidak, karena 
dikembalikan pada hukum asal hewan tersebut tidak disembelih”.12 

 
b. Daging yang dibuat dengan bahan atau berbasis sel sebagaimana di 

jelaskan pada point a tidak boleh dikonsumsi. Sebagaimana dipahami dari 
penjelasan pada point a.  

 
 

 
11Abu ZakariyaSyaraf ad-Din An-Nawawi, ‘Al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab’,[Beirut; Dar al-Fikr, 
1414 H] juz II h. 559. 
12Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, al-Iqna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja`, [Bairut: Dar al-Fikr, 1415 
H], juz, I, h. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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3. Cryptocurrency Dalam Pandangan Fikih 
 

Desktripsi Masalah 
Era digitalisasi teknologi telah melahirkan apa yang kita kenal sekarang dengan 
cryptocurrency, yaitu mata uang digital-virtual (al-‘umlat al-iftiradhiyyah) yang 
dihasilkan dari program komputer dengan spesifikasi mumpuni. Keberadaan 
cryptocurrency tidak tunduk pada bank sentral. Sementara proses pembelian 
dan penjualnnya atau mengkonversikannya ke mata uang lain melalui internet.  
     

عملة رقمية افتراضية (ليس لها كيان مادي ملموس أو وجودي فيز�ئ) منتجة عبر برامج حاسوبية ولا تخضع  
يها من جانب بنك مركزي أو اي إدارة رسمية دولية يتم استخدامها عن طريق الإنترنت فى  للسيطرة أو التحكم ف

 عملية الشراء بالبيع أو تحويلها إلى عملات أخرى 
 

“Mata uang digital-virtual (tidak memiliki entitas fisik atau keberadaan fisik 
yang nyata) yang dihasilkan melalui program komputer, dan tidak tunduk pada 
kontrol bank sentral atau otoritas resmi negara manapun, dimana proses 
pembelian dan penjualannya atau proses mengonversinya ke mata uang lain 
melalui internet.”13 
 
Cryptocurrency bekerja menggunakan teknologi yang dikenal sebagai 
blockchain yang menyimpan catatan transaksi. Sistem  blockchain yang 
membuat transaksi mata uang digital ini berlangsung 
aman. Blockchain menyerupai buku besar yang berfungsi melakukan 
pencatatan pada setiap aktivitas transaksi dalam sistem yang bekerja secara 
desentralisasi, valid, dan minim kesalahan.  
 
Ia merupakan database terdistribusi yang mampu mengelola daftar catatan 
yang terus bertambah yang disebut dengan blok. Mata rantai blok dibuat 
sedemikan rupa sehingga dapat menyimpan dan menjaga data yang tersimpan 
di dalamnya dengan aman dan sangat sulit untuk dimanipulasi.      
 
والبلوك تشين هي قاعدة بيا�ت موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة 

الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة . صممت   الطابع  سلسلة الكتل بحيث يمكنها  (كتل) تحتوي كل كتلة على 
المحافظة على البيا�ت المخزنة ضمنها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا  

 يمكن لاحقا القيام بتعديل هذه المعلومة 
 

 
13  ‘Abdullah bin Sulaimân bin ‘Abdul Azîz, an-Nuqûd al-Iftirâdliyyah; Mafhûmuhâ wa Anwâ’uha wa 
Âtsaruhâ al-Iqtishâdiyyah, (Kairo: al-Majallah al-‘Ilmiyyah li at-Tijârah wa-al-Iqtishâd-Kuliyyah at-
Tijârah Jamiah ‘Ain Syams), 2018, h. 21.     
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“Blockchain adalah database terdistribusi yang memiliki kemampuan untuk 
mengelola daftar catatan yang terus bertambah yang disebut blok. Setiap blok 
berisi stempel waktu (time stamp) dan tautan ke blok sebelumnya. Rantai blok 
dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjaga data yang tersimpan di 
dalamnya dan mencegahnya dimodifikasi. Artinya, ketika suatu informasi 
disimpan dalam rantai blok maka selanjutnya tidak mungkin untuk mengubah 
informasi ini.”14 
 
Belakangan cryptocurrency menjadi salah satu isu fikih kontemporer yang 
banyak menarik perhatian para ulama. Hal ini mengingat laju perkembangan 
cryptocurrency yang semakin hari semakin tak terelakkan.  
 
Di Indonesia saja sampai bulan Mei 2021 sudah tercatat 6,5 juta investor 
cryptocurrency dengan jumlah transaksi 370 triliun.15 Sampai bulan Juni 2021 
investor cryptocurrency mengalami penambahan menjadi 6,8 juta dengan 
jumlah transaksi 429 triliun.16    
 
Perjalanan awal cryptocurrency bermula dari beberapa programmer yang 
membuat program dan mendapatkan  ‘iwadl atau kompensasi berupa “sejenis 
uang” yang hanya berlaku diantara sesama programer dan yang menyewa jasa 
mereka, yang disebut cryptocurrency. Fenomena ini terjadi di fase awal-awal 
kelahirannya. 
 
Kedua, seiring dengan berjalannya waktu transaksi antar sesama programmer 
tersebut meluas lintas negara sehingga butuh pihak yang memfasilitasi 
pembayaran fee antar sesama programmer tersebut yang menggunakan kode-
kode cryptocurrency. Kemudian muncul fasilitas alat bayar cryptocurrency.  
 
Ketiga, adalah tahap monetisasi cryptocurrency yang dimiliki para programer. 
Programer menjualnya kepada orang ketiga yang membeli cryptocurrency 
dengan rupiah atau mata uang lainnya. Sebagai bukti pembeliannya, ia 
mendapatkan kode-kode cryptocurrency. Sedangkan programer tersebut itu 
mendapatkan uang yang berlaku resmi / legal tender seperti rupiah, dolar dll. 
Selanjutnya pembeli cryptocurrency, kita sebut saja investor, bisa 
memperjualbelikan cryptocurrency. 
 
Lebih lanjut, nilai cryptocurrency tidak mengacu kepada harga tertentu atau 
komoditas tertentu seperti emas, misalnya. Tetapi nilainya ditentukan 
sepenuhnya oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) 

 
14 Lihat, Makalah Yâsir bin ‘Abd ar-Rahmân Âl ‘Abd as-Salâm, al-‘Umlât al-Iftirâdliyyah, h. 3.   
15 Bikin Kaget, Transaksi Kripto di Indonesia Tembus Rp 370 T https://www.cnbcindonesia.com  

16 Data Bapeppti ini disampaikan pada tanggal 19 Juli 2021 dalam diskusi Pra-Munas-Konbes NU 
yang diadakan LBM-PBNU tentang cryptocurrency.   
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dan penerimaan secara suka rela oleh para pihak yang  menggunakannya untuk 
melakukan transaksi.  
 

ولا ترتبط بسعر معين أو سلعة معينة كالذهب مثلا، إذ يتم تحديدها قيمتها بالكامل عن طريق قوي العرض  
 والطلب بشكل أساسي وتلقى قبولا اختيار� لدى المتعاملين بها 

 
“Cryptocurrency tidak berkait kelindan dengan harga tertentu atau komoditas 
tertentu seperti emas, misalnya. Sebab, nilainya ditentukan sepenuhnya oleh 
kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand) dan penerimaan 
secara sukarela oleh oleh para pihak yang melakukan transaksi dengannya.”17 
 
Para penyedia fasilitas transaksi atau penambang, harus menyiapkan alat yang 
mampu memfasilitasi dengan cepat. Komputer kapasitas besar, jaringan cepat, 
listrik tak berjeda. Ketika transaksi semakin banyak dan penyedia fasilitas 
terbatas, harga naik. Namun pada saat masuk penyedia baru, sehingga 
kapasitas penyedia lebih banyak daripada jumlah transaksi, harga turun. 
 
Tetapi, pergerakan harga cryptocurrency yang fluktuatif ini tidak 
mengkhawatirkan karena pemain baru akan datang membuat keseimbangan 
baru supply - demand.  
 
Fase selanjutnya, para investor tersebut kemudian memperjual-belikan 
cryptocurrency tersebut antar sesama pemain cryptocurrency. Cryptocurrency 
menjelma menjadi komoditi, menjadi instrumen investasi, dan menjadi alat 
bayar berskala global. Yang awalnya terbatas (closed loop) menjadi terbuka 
luas (open loop). Yang awalnya fee programer menjadi instrumen investasi 
yang diperdagangkan.   
 
Perubahan fungsi dan nominal penggunaan cryptocurrency antar sesama 
pemain investor itu mengkhawatirkan regulator karena dua hal. Pertama, siapa 
penerbitnya, fee atas transaksi apa (risiko digunakan untuk transaksi tidak 
legal), apakah yang diperjualbelikan benar-benar merupakan hasil dari fee 
memfasilitasi transaksi (valid mining), siapa yang dapat menjadi penambang 
(aturan main nya agar tidak terjadi monopoli penambang, dan penambang yang 
tidak bertanggung jawab).  
 
Kedua, menjadi shadow money (uang bayangan) yang berjalan paralel dengan 
uang yang sah, yang menyulitkan otoritas mengontrol jumlah uang yang 
beredar, menjaga kurs uang yang sah, dan akhirnya melindungi daya beli serta 

 
17 ‘Abdullah bin Sulaimân, an-Nuqûd al-Iftirâdliyyah; Mafhûmuhâ wa Anwâ’uha wa Âtsaruhâ al-
Iqtishâdiyyah h. 22.       
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ketahanan moneter negara. Oleh karena itu, hal ini mendorong regulator untuk 
berencana menerbitkan uang digital seperti cryptocurrency tetapi diterbitkan 
dan dikontrol oleh otoritas negara dengan ilmu moneter. 
 
Ada banyak cryptocurrency yang beredar di dunia ini antara lain yang populer 
di kalangan masyarakat Indonesia adalah bitcoin, ethereum, tether dan 
polkadot. Berbagai negara termasuk Indonesia menolak untuk mengakuiya 
sebagai mata uang. Sebab, alat tukar atau mata uang sah satu-satunya di 
wilayah NKRI adalah rupiah.  
 
Kendati demikian ada banyak kelemahan dan bahaya cryptocurrency, antara 
lain sebagai berikut;  

 
1. Votalitas harga luar biasa. Artinya harga mata uang kripto bisa turun secara 

luar biasa bahkan ada yang sampai nol. 
2. Sering dihack dan menjadi target kriminal teknologi. 
3. Target pencurian digital - Banyak cara yang dilakukan orang untuk 

melakukan pencurian cryptocurrency. Pembobolan private key dan 
berbagai kelengahan pemilik kripto dalam menyimpan informasi password 
laptop.  

4. Regulator dapat saja menghancurkan keseluruah industri kripto dengan 
aturan yang mempersulit pergerakannya. 

5. Cryptocurrency dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan 
pencucian uang dan pendanaan teroris. 

 
Namun realitasnya  transaksi perdagangan cryptocurrency dari hari ke hari 
terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan sudah ada negara yang 
mengakui cryptocurrency seperti bitcoin sebagai mata uang. Hal ini berarti 
keberadaan mata uang kripto yang merupakan anak zaman digitalisasi tak bisa 
kita tepis. 
 
Dari sinilah kemudian meskipun pemerintah Indonesia tidak mengakui 
cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi pemerintah mengakuinya sebagai 
komoditi dan masuk dalam kategori sebagai aset digital. Termasuk juga yang 
dianggap sebagai komoditi adalah mata uang asing dan masuk dalam kategori 
aset keuangan.  
 
Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2019 
Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak 
Derivatif Syariah, Dan /Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di 
Bursa Berjangka Pasal 1 (satu) Huruf f dan Huruf e.    
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Dengan demikian di Indonesia cryptocurrency kemudian disebauat sebagai 
Aset Kripto. Sementara yang dimaksudikan komoditi adalah semua barang, 
jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang 
dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif 
syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.  
 
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 
Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka Pasal 1 (satu) Ayat 1 (satu). Dengan 
demikian komoditi dalam hal ini adalah sebuah produk atau barang yang bisa 
diperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.  
 
Sedangkan mengenai ketentuan teknis atau pengaturan perdagangan kripto 
diatur dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis 
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cripto Asset) di Burs Berjangka.   
 
Menurut Bappepti ada beberapa faktor penetapan Aset Kripto menjadi 
komoditi. 

 
1. Harga fluktuatif: harga Aset Kripto sangat fluktuatif dari waktu ke waktu 

dan perdagangannya sangat likuid.  
2. Tidak ada intervensi pemerintah: Aset Kripto yang muncul dari teknologi 

blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari 
pemerintah, dengan demikian struktrur pasarnya sempurna.  

3. Banykanya permintaan dan penawaran: pasarnya sangat besar 
(penawaran dan permintaan) baik di tingkat nasional maupun global; 
tersedianya pasokan Aset Kripto dan telah tumbuh pusat perdagangan 
Aset Kripto di dunia. Di Indonesia telah muncul Pedagang Aset Kripto 
dengan banyaknya nasabah yang bertransaksi.  

4. Standar komoditi: sebagai komoditi digital, Aset Kripto memiliki standar 
seperti komoditi lainnya, yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki 
harga/nilai, dapat diperjual-belikan dan memiliki kegunaan sebagai 
sarana pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas / proyek 
tertentu.      

 
Berpijak dari penjelasan singkat ini maka diperlukan penjelasan yang memadai 
dari sisi fikih mengenai status uang cryptocurrency, seperti bitcoin, ethereum, 
theter dan polkadot    
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Pertanyaan      
1. Apa yang dimaksud komoditi (sil’ah) dalam pandangan fikih? 
2. Apakah status crytocurrency seperti bitcoin, ethereum, theter dan polkadot 

bisa diakui sebagai komoditi berdasarkan pengakuan pemerintah, 
sementara tidak ada obyek yang mendasarinya?  

3. Bagaimana hukum bertransaksi cryptocurrency dengan segala resiko dan 
kelemahan sebagaimana dikemukakan di atas?   
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MATERI BAHTSUL MASAIL MAUDHU’IYYAH 
MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 

JAKARTA, 25-26 SEPTEMBER 2021 
 
 
 
1. MODERASI NU DALAM POLITIK  

 
Telah disepakati bahwa NU adalah organisasai sosial-keagamaan Islam 

[jam’iyyah diniyyah islamiyah ijtimā’iyyah] untuk menciptakan kemaslahatan 
masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Ia 
bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah 
wal Jama’ah dengan sikap kemasyarakatannya yang bercirikan tawassuth, 
tawāzun, dan i’tidāl, dan tasamuh. 

Dengan demikian jelas bahwa NU bukan organisasi politik atau partai 
politik. Namun, dalam kenyataannya, para pengurus dan warga NU tak bisa 
melepaskan diri dari aktivitas politik praktis. Mungkin karena itu, maka dalam 
Muktamar NU XVIII di Krapayak Yogyakarta tahun 1989, NU membuat Sembilan 
Butir Pedoman Berpolitik Warga NU. Misalnya dinyatakan dalam poin, (4). 
Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan 
budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, menjunjung tinggi Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan 
ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 

Poin (5). Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan 
kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan 
peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan 
mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Poin (6). 
Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-
konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaq al-karimah sebagai 
pengamalan ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah; Poin (7). Berpolitik bagi 
Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan 
mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah 

Dengan demikian, dalam menjalankan peran dan aktivitas politiknya, 
warga NU tetap bertumpu pada kerangka etik moral, bukan politik 
menghalalkan segala cara bagi tercapainya politik kekuasaan. Namun, karena 
politik adalah bidang muamalah yang dinamis (mutaghayyir), maka prinsip 
tawassuth atau wasathiyah yang menjadi prinsip dasar NU dalam berfikir dan 
bertindak harus menjadi acuan politik NU. Artinya, keterlibatan warga NU 
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dalam dunia politik praktis selain harus dikawal dengan ajaran Islam dan 
khitthah nahdhiyah juga harus mencerminkan watak wasathiyah. 

 
PERTANYAAN 
1. Apa makna moderatisme NU dalam politk? 
2. Bagaimana wujud pengawalan syariat dan khitthah terhadap perpolitikan 

kaum nahdhiyin? 
 
JAWABAN 

Amar makruf nahi mungkar merupakan bagian dari prinsip ajaran 
Islam. Ajaran ini menjadi misi yang wajib dilaksanakan umat Islam dengan baik. 
Dengan misi inilah umat Islam benar-benar menjadi umat terbaik (khaira 
ummah) sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an: 

 
 ناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر كنتم خير امة اخرجت لل 

 
Amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban fakultatif  (فرض كفا�ة) bagi 

umat Islam. Yakni, kewajiban yang tidak penting dilihat dari siapa orang atau 
pihak yang melaksanakannya, karena yang penting kewajiban itu dilaksanakan 
dengan baik. Dalam pelaksanaannya, amar makruf nahi mungkar memiliki 
bentuk dan  cara yang berbeda tergantung kemampuan dan posisi masing-
masing orang di masyarakat. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Nabi ` 
bersabda: 

 
 فبلسانه، و إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان  فليغيره بيده، فإن لم يستطع من رآى منكم منكرا 

 
Memberantas kemungkaran melalui tangan atau jalur kekuasaan yang 

dalam hadis di atas ditempatkan dalam urutan pertama tidak bisa dilakukan 
oleh sembarang orang. Ia akan efektif bila dilakukan oleh orang-orang yang 
berpengaruh, baik karena mereka menjadi sosok yang ditokohkan atau karena 
sedang mengemban amanah di dalam kekuasaan. Dalam kenyataan, 
kemungkaran-kemugkaran besar seperti korupsi, ketidak-adilan hukum, 
ketidak-adilan ekonomi dan ketidak-adilan politik benar-benar hanya bisa 
diberantas oleh pemegang kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, legilatif 
maupun yudikatif. 

Karena itu, perjuangan melalui jalur politik bukan sesuatu yang salah. 
Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu bisa diwajibkan. Al-Ghazali mengatakan: 

 
إن الدنيا مزرعة الآخرة و لا يتم الدين إلا بالدنيا ، و الملك و الدين توأمان ، فالدين أصل و السلطان حارس  

 .باب العلم الذي هو فرض كفاية  -، و ما لا أصل له فمهدوم ، و ما لا حارس له فضائع) إحياء علوم الدين  
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Demikian juga Najmuddin Arbikan menulis: 
 

 المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسة يحكمهم السياسيون الذين لا يهتمون بالمسلمين 
 

Namun, dalam realitasnya, politik acap kali disalah-fahami dan dicap 
sebagai sesuatu yang kotor. Padahal sejatinya politik adalah barang suci bahkan 
suci dan mensucikan. Dalam sebagian keterangan dikatakan bahwa politik 
adalah: 

 
  العمل على الشيء بما يصلحه :السياسة 

 
“Menangani sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”.18 

 
Fikih politik merupakan bagian dari fikih muamalat yang memiliki 

prinsip yang berbeda dengan prinsip fikih ibadat. Salah satu kaidah fikih 
muamalat berbunyi: 

 

 المعاملات طلق حتى يعلم المنع 
 

Dengan demikian, tindakan politik adalah boleh dan bebas sepanjang 
tidak diyakini adanya dalil yang malarang. Sejalan dengan kaidah tersebut 
adalah pengertian politik yang dikemukakan oleh Ibnu Uqail Abul Wafa' al-
Hanbali: 

 
السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح و ابعد عن الفساد و ان لم يضعه الرسول و لا نزل   

  به وحي
 

“Yang dimaksud dengan (kebijakan) politik adalah segala aktivitas yang 
membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan 
meskipun tidak ditetapkan oleh Nabi SAW dan tidak pula ada wahyu yang 
menjelaskan”.19 

 
Itu artinya kebijakan politk tidak harus memiliki acuan nash suci 

secara langsung dari al-Qur'an dan As-sunnah. Sebab, yang penting dalam 
bidang mu’āmalah-siyāsiyah, aktivitas politik itu tidak bertentangan dengan 
nash dan membawa kemaslahatan bagi umat. Segala kebijakan negara dan 

 
18 Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H, juz VI, hlm. 108. 
19 Muhammad ibn Abi Bakar Ayyub, al-Thuruq al-Hukumiyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah, Kairo: 
Mathba’ah al-Madani, Tanpa Tahun, hlm. 17. 
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semua perangkat perundang-undangan yang berlaku sepanjang membawa 
kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash syar'iy adalah sah menurut 
syariat dan wajib ditaati. 

Dengan acuan itu, NU melihat politik berdasarkan pengertian di atas, 
yaitu segala kebijakan yang membawa kemaslahatan. Bagi NU, politik bisa 
memuluskan jalan menuju terlaksananya misi amar makruf nahi mungkar dan 
memperkuat perannya sebagai benteng akidah aswaja, pengawal moral dan 
penyangga NKRI. Tujuan yang suci itu harus dicapai dengan jalan yang suci pula. 
Dengan demikian, aktivitas politik kaum Nahdhiyin harus dijalankan dengan 
memperhatikan akhlak dan khitthah nahdhiyah, dalam arti selain tidak 
bertentangan dengan syariat juga tidak bertentangan dengan khitthah NU yang 
salah satu klausulnya berbunyi: "Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah secara 
organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi 
kemasyarakatan manapun juga”.20 Dan dinyatakan pula bahwa NU baik sebagai 
lembaga keagamaan maupun kemasyarakatan berwatak tawassuth-i’tidāl, 
tasāmuḥ, tawāzun atau bisa disingkat wasathiyah (moderatisme). 

Namun, dalam kenyataan, politik yang pada dasarnya suci dan 
menyucikan itu terdistorsi oleh tangan kotor oknum-oknum politisi sehingga 
politik berubah menjadi barang mutanajjis bahkan najis. Tampak terjadi 
kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dalam politik dan kenyataan 
politik (الفجوة بين الواقع والمتوقع). Sering kita melihat jabatan politik diraih dengan cara 
yang tidak halal dan digunakan untuk hal-hal yang tidak halal pula. Oleh sebab 
itu para ulama sangat berhati-hati dalam memberi arahan dan keputusan soal 
politik praktis, dan untuk itu lahir keputusan kembali ke khitthah 26.  

Karena itu, dalam menjalankan aktivitas politiknya, warga NU bisa 
memperhatikan langkah-langkah berikut: 
 
1. Al-jam’u bayna al-wāqi’ wa al-mutawaqqa’ 

Moderasi politik dalam banyak hal terkait dengan situasi dan kodisi riil di 
lapangan yang tak terpisahkan dari pertimbangan mashlahah dan 
mafsadah. Mashlahah mursalah, yaitu kemashalan yang tidak diafirmasi 
oleh nash syar’i dan tidak juga dinegasikan  (  الاستصلاح (المصلحة المرسلة) : المصلحة التي
إلغائها لا  و  باعتبارها  معين  نص  لها  يشهد   menjadi hal yang dominan sebagai--(لا 
pertimbangan dalam mengambil kebijakan politik. Melaui jalur maslahah 
mursalah ini, maka aktivitas politik bergerak dengan mempertimbangkan 
aspek moderatisme dalam politik. 

Salah satu bentuk moderatisme politik NU adalah menempuh jalan 
kompromi antara الواقع dan المتوقع, mencari titik temu dan win win solution 

 
20 Salah satu butir dalam rumusan Khittah Nahdhatul Ulama 
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 antara dua pandangan yang tak mungkin dipilih salah  satunya (تسوية الخلاف)
secara utuh, bersinergi dengan kelompok lain yang dianggap sebagai lawan 
bila menghadapi musuh yang lebih besar/musuh bersama.   نتعاون فيما اتفقنا عليه
 Kaidah ini meski disampaikan oleh Syaikh Rasyid  .و يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه 
Ridha yang notabene bukan rujukan kaum nahdhiyyin, tapi kandungan 
maknanya kita yakini benar. 

Langkah politik tersebut dapat dicontohkan dengan penerimaan 
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia setelah 
sebelumnya terjadi perdebatan sengit antara kekuatan nasionalis Islam 
yang menginginkan “negara Islam” dan kekuatan nasionalis sekuler yang 
menghendaki negara sekuler. 

Begitu juga dengan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, 
“yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya”. Banyak kalangan umat Islam, di antaranya warga 
NU, yang mempersoalkan penghapusan tujuh kata itu. Tetapi, setelah 
melewati diskusi panjang para kiai NU pada akhirnya menerimanya dengan 
baik. Bukan hanya karena tujuh kata itu substansinya sudah ada dalam 
frase “Yang Maha Esa”, melainkan juga karena rumusan Pancasila hasil 
revisi 18 Agustus 1945 dianggap paling sesuai dengan konteks Indonesia 
yang beragam, baik dari sudut agama maupun lainnya. Lebih jauh, dalam 
Munas NU 1983, KHR As’ad Syamsul Arifin menyatakan bahwa 
mengamalkan Pancasila merupakan bagian dari menjalankan syariat 
Islam.21 

Kisah penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu mirip dengan 
yang dilakukan Baginda Nabi yang mewakili umat Islam dan Suhail ibn ‘Amr 
yang mewakili kaum musyrik Mekah dalam Perjanjian Hudaibiyah. Ketika 
teks perjanjian Hudaibiyah ditulis, Suhail keberatan dengan penulisan  بسم
 di awal naskah tersebut. Ia berkata bahwa dirinya tak mengenal الله الرحمن الرحيم
kata-kata itu. Ia meminta untuk diganti dengan باسمك اللهم. Dia juga menolak 
penyebutan nama Muhammad dengan tambahan رسول الله  . Walau ditolak 
oleh sejumlah sahabatnya, Nabi menyetujui permintaan Suhail itu. 

Ibnu Katsir dalam al-Bidāyah wa al-Nihāyah menggambarkan 
peristiwa penghapusan beberapa kata dalam Perjanjian Hudaibiyah itu, 
sebagai berikut: 

 
جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم: قال معمر:   أنه لما 

قال الزهرى فى حديثه: فجاء سهيل فقال: هات فاكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبى صلى الله عليه  
ل: أما الرحمن  وسلم الكاتب. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهي

 
21 Andree Feillard, NU Vis A Vis Negara, Yogyakarta: 1999, hlm. 256. 
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فو الله ما أدرى ما هو؟ ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا  
بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أكتب باسمك اللهم. ثم قال: "هذا ماقاضى عليه  

رسول الله ما صدد�ك عن البيت ولا قتلناك ولكن  محمد رسول الله". فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
أكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى أكتب  

   22. محمد بن عبد الله
 

Sejarah kemudian menunjukkan bahwa Perjanjian Hudaibiyah telah 
menjadi pengantar bagi terjadinya Fathu Mekah. Begitu juga dengan 
Pancasila. Setelah diadaptasikan dengan keragaman bangsa Indonesia, 
maka Pancasila 18 Agustus 1945 bisa menjadi payung yang melindungi 
seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, terkait Pancasila, KH Achmad 
Siddiq menegaskan: 
 
“Umat Islam memempunyai kewajiban menjaga dan mengamalkan asas dan 
hukum dasar sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan, juga berarti kewajiban 
menjaga agar asas dan hukum dasar itu tidak disampingkan dan 
diselewengkan”.23 

 
2. Al-Iṣlāḥ al-Tadrījiy la al-Fauriy 

Salah dari wujud moderatisme politik adalah melakukan perubahan dan 
perbaikan secara bertahap, bukan secara revolusioner. 

Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Azis diprotes oleh putranya karena 
tidak melakukna reformasi secara cepat lantaran masih membiarkan sisa-
sisa penyelewengan pendahulunya, maka beliau berkata: 

 

لا تعجل � بني، قد ذم الله الخمر في القرآن مرتين ثم حرمها في الثالثة، وإني لا أريد أن أحمل الناس على  
 .24الحق جملة فيدفعونه جملة ويكون من ذلك فتنة

 
3. Ikhtiyar khair al-khairain wa ikhtiyar ahwan al-syarraini 

Dalam menilai sebuah kebijakan politik pemerintah atau memilih 
pemimpin terutama di era demokrasi langsung seperti sekarang ini, warga 
NU seringkali dihadapkan bukan pada pilihan antara yang baik dan yang 
buruk [ikhtiyar bayna al-khair wa al-syar], melainkan antara yang baik dan 
yang lebih baik (اختيار خير الخيرين) atau antara yang buruk dan yang lebih buruk 
     .(اختيار اهون الشرين)

 
22 Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, Jilid II, hlm. 175-176. 
23 Andree Feillard, NU Vis A Vis Negara, hlm. 249. 
24 Ibn Abd Rabbih, Al-‘Iqd al-Farid, Juz 5 hlm. 173. Bandingkan dengan Ali Fa’ur, Sirah ‘Umar ibn 
Abdil Aziz, hlm. 222. 
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Tapi, jika pilihannya seterang itu, maka sikap yang harus diambil 
cukup jelas; warga NU memilih pemimpin atau kebijakan yang lebih baik 
daripada yang baik, memilih yang buruk daripada yang lebih buruk. 
Apalagi, jika pilihannya antara baik dan buruk, maka sangat jelas memilih 
yang baik dan meninggalkan yang buruk. Namun, dalam kenyataan politik, 
persoalan kerap tidak seterang itu. Dulu, ada soal pelik yang melanda NU; 
apakah NU perlu menjadi bagian dari NASAKOM atau tidak? Akhirnya NU 
yang ketika itu dalam kendali KH Abdul Wahhab Hasbullah memilih 
bergabung dengan NASAKOM. 

Kebijakan Kiai Abdul Wahhab Hasbullah dengan menerima 
NASAKOM dan mau menjadi bagian darinya tampaknya tidak gampang 
dipahami oleh kebanyakan orang. Sebab kebijakan tersebut bukan 
menyangkut pilihan antara yang baik dan yang buruk, tetapi pilihan antara 
yang baik dan yang lebih baik atau antara yang buruk dan yang lebih buruk. 
Namun, pergerakan Kiai Wahhab tersebut dinilai sebagai langkah politik 
jalan tengah, karena mampu mengimbangi aspirasi kelompok Islam selain 
NU dan mampu mengendalikan pergerakan kaum sosialis-komunis di 
dalam pemerintahan Bung Karno. 

Bukan hanya itu. Kiai Wahab juga mendasarkan pandangannya pada 
pertimbangan agar tidak terjadi ketidak-tenteraman. Sebab, bagi umat 
Islam, kehadiran negara yang adil dan makmur, serta aman dan tentram 
adalah niscaya. Karena dengan negara yang aman dan tenteram itu, warga 
negara khususnya umat Islam bisa maksimal melakukan amal shalih 
sebagai bekal hidup di akhirat. Dengan demikian, betapa pentingnya bagi 
umat Islam untuk menjaga keutuhan dan ketenteraman negara. Mungkin 
itu yang membuat sebagian ulama di antaranya Syaikh Sa'id Ramadhan al-
Buthy mengatakan bahwa perang yang disyariatkan di dalam Islam adalah 
perang untuk mempertahankan negara.  

Mengingat dalam fase Makkah, umat Islam belum mempunyai 
negara maka Nabi ` ketika itu tidak mendapatkan izin untuk berperang 
melawan kafir Quraisy meski kekejaman mereka telah melampaui batas. 
Namun, dalam periode Madinah, ketika negara sudah terbentuk, dan ada 
sekelompok orang yang menyerang warga negara Madinah dan hendak 
menghancurkan eksistensi Negara Madinah, maka Nabi SAW dan seluruh 
umat Islam memilih mempertahankan keutuhan Negara Madinah. 

Sejak berdirinya NKRI, NU selalu berada di garis depan dalam 
perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan dan 
keutuhan negara kesatuan republik Indonesia yang diraih melalui 
perjuangan panjang dengan pengorbanan jiwa dan harta. Dalam kerangka 
ini, NU menyikapi jalannya pemerintahan dengan adil, arif dan bijak. NU 
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akan selalu membela dan mengawal kebijakan pemerintah sepanjang 
membawa kemaslahatan dan tidak segan mengkritiknya menyangkut 
kebijakan yang merugikan rakyat. Begitu juga dalam soal memilih 
pemimpin atau penunjukan seorang pejabat negara, maka NU akan 
memilih dan mendukung pemimpin atau pejabat berdasarkan pada  اختيار
 .اختيار اهون الشرين dan خير الخيرين

Dari paparan di atas, maka prinsip-prinsip moderasi politik yang bisa 
menjadi pegangan warga NU adalah: 
 .(politik adalah sarana dan bukan tujuan) مبدأ ان السياسة وسيلة لا غاية .1
الشرع .2 مخالفة  -aktivitas politik tak boleh bertentangan dengan dasar) عدم 

dasar syariat Islam). 
 tegas dalam tujuan dan lentur menyangkut) الثبات في المقاصد والمرونة في الوسائل  .3

sarana mencapai tujuan). 
 maslahah) الاستصلاح (المصلحة المرسلة) : المصلحة التي لا يشهد لها نص معين باعتبارها ولا إلغائها .4

mursalah, yaitu kemaslahatan yang tak diafirmasikan dan tak 
dinegasikan secara langsung oleh nash syar’i bisa menjadi acuan 
politik). 

المحظورات .5 تبيح  (الضرورات  و  الوسيلة)  لا  تبرر  (الغاية  قاعدتي  بين   ,dalam berpolitik) (الجمع 
warga NU bisa menggabungkan antara kaidah: tujuan tak bisa 
menghalalkan segala cara-wasilah dan kaidah: darurat bisa 
membolehkan yang dilarang). 

المصالح .6 جلب  على  مقدم  المفاسد   menolak kemafsadatan didahulukan dari) درء 
mengambil kemaslahatan). 

 memadukan antara realitas) الجمع بين الواقع و المتوقع (النزول إلى الواقع عند تعذر المتوقع) .7
dan idealitas ketika yang ideal itu tidak bisa dicapai). 

الضررين .8 اختيار   atau (mengambil yang paling kecil mudaratnya) الأخذ بأخف 
 (memilih yang paling sedikit keburukannya) أهون الشرين 

 mempertimbangkan esensi bukan hanya) العبرة بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني .9
simbol). 

 
2. Metode Istinbath Maqashidi 
 

Deskripsi Masalah: 
Salah satu diktum keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di 

Lampung, “Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali dan tidak 
mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath jama’i dengan prosedur 
bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya”. Ditegaskan dalam Munas NU 
tahun 2006 di Surabaya, “Yang dimaksud istinbath jama’i adalah upaya secara 
kolektif untuk mengeluarkan hukum syara’ dari dalilnya dengan menggunakan 
qawa’id ushuliyyah”. 
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Demikian singkat diktum keputusan itu, maka dalam Muktamar NU di 
Jombang tahun 2015, Nahdlatul Ulama merumuskan metode istinbath jama’i 
tersebut dengan membaginya ke dalam metode istinbath bayani, istinbath 
qiyasi, dan istinbath istishlahi atau maqashidi. Yang dimaksud istinbath bayani 
ialah istinbath hukum dari nash secara langsung. Sedangkan istinbath qiyasi 
ialah istinbath hukum dengan pendekatan qiyas. Yakni menyamakan kasus 
yang tidak  memiliki acuan nash tentang hukumnya dengan kasus lain yang 
memiliki nash tentang hukumnya dalam hal status hukumnya karena keduanya 
memiliki illat yang sama.  

Konsep dua macam istinbath tersebut dianggap sudah cukup 
memadai. Namun, rumusan metode istinbath istishlahi atau maqashidi dalam 
Muktamar NU di Jombang Jawa Timur itu dianggap kurang memadai. Ia tak 
banyak menjelaskan konsep-konsep dan contoh-contoh produk hukum fikih 
yang dirumuskan dengan mengacu pada pertimbangan maqashid al-syari’ah. 
 
PERTANYAAN 
1. Apa yang dimaksud denga istinbath maqashidi? 
2. Apa perbedaan istinbath maqashidi denga istinbath qiyasi? 
3. Bagaimana contoh-contoh masa’il fiqhiyyah yang dipecahkan dengan 

pendekatan istinbath maqashidi? 
 
JAWABAN 

Seperti sudah maklum bahwa satu aturan atau hukum yang mengatur 
perbuatan, perilaku dan tingkah laku manusia tidak bisa diklaim sebagai hukum 
syar'i/hukum Islam/fikih Islam kecuali berafiliasi denga nash syar'iy, yakni al-
Qur'an dan al-Sunnah baik secara langsung maupun tidak langsung. Imam al-
Syafi’i berkata: 

 
إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أوحمل على نص     

 
Hukum syar'i dalam kaitannya dengan nash syar'iy ada tiga macam. 

Pertama, hukum syar'i yg dapat diambil secara langsung dari nash yang 
sepenuhnya qath'iy. Kedua, hukum syar'i yang dapat diambil secara langsung 
dari nash yang tidak sepenuhnya qath'iy. Ketiga, hukum syar"i yang tidak 
memiliki acuan nash secara langsung. 

Dua macam hukum yang disebut terakhir (hukum yang diambil secara 
langsung dari nash yang tidak sepenuhnya qath'iy dan hukum yang tidak 
memiliki acuan nash secara langsung) perumusannya memerlukan keterlibatan 
nalar ijtihad atau istinbath. Seperti sudah dinyatakan bahwa telah dikenal tiga 
macam manhaj ijtihad dalam rangka istinbath hukum. Yaitu istinbath bayani, 



MATERI MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2021 
 

32 
 

istinbath qiyasi dan istinbath maqashidi. Beda dengan dua jenis istinbath 
pertama,  istnbath maqashidi belum akrab dengan kita, padahal banyak kasus 
fikih yang mungkin perlu diatasi dengan istinbath maqashidi ini, yaitu aktivitas 
istinbath yang didasarkan pada acuaan maqashid al-syari’ah.  

Para fuqaha dan ushuliyyun sudah lama berkesimpulan bahwa di balik 
teks-teks syari'at (نصوص الشريعة) dan hukum2 syari'at (احكام شرعية) ada tujuan-tujuan 
tertentu yang hendak dicapai yang dikenal dengan maqashid syari'ah (  مقاصد
 terhadap (استقراء) Kesimpulan itu diperoleh dari hasil penelitian induktif .(الشريعة
teks-teks syari'at, hukum-hukum syari'at, illat-illatnya dan hikmah-hikmahnya.  

Bahwa di balik nushush ada maqashid, selain berdasarkan istiqra’, 
juga memiliki landasan hadits taqriri yang mengapresiasi dua pemahaman dan 
pengamalan yang berbeda dari para Sahabat Nabi SAW terhadap sabda yang 
beliau sampaikan. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa 
Ibnu Umar berkata bahwa ketika kami kembali dari perang Ahzab,  Nabi 
Muhammad SAW berpesan melalui sabdanya :لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.  

Makna hadits itu, “jangan sekali-kali ada yang melaksanakan shalat 
ashar kecuali di Bani Quraidhah”. Ternyata waktu ashar sudah masuk ketika 
sebagian mereka masih dalam perjalanan. Menyikapi hal ini mereka terbelah 
dua. Sebagian bersikeras tidak mau shalat ashar kecuali setelah tiba di Bani 
Quraidhah. Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwa kelompok ini 
mengatakan : سلم و  عليه  الله  صلى  رسول الله  أمر�  حيث  إلا  نصلي   kami tidak mau shalat) لا 
kecuali sesuai dengan perintah Rasulullah SAW) meski harus ketinggalan waktu. 

Sementara bagian yang lain mengatakan bahwa kita shalat ashar saja 
(meski belum sampai di Bani Quraidhah), karena yang dimaksud Nabi SAW 
bukan seperti yang dimaksud kelompok pertama itu. Yang dimaksud Nabi SAW 
melalui Haditsnya itu adalah  agar para Sahabat Nabi  berjalan cepat sehingga 
segera sampai di Bani Quraidhah dan bias shalat ashar di sana.  

Peristiwa itu disampaikan kedada Nabi SAW. Menarik, Nabi SAW tidak 
menyalahkan dua kelompok tersebut. Dengan demikian, dua kelompok itu 
sudah memenuhi tuntutan dan tujuan syariat. 

Pertanyaanya, lalu apa tujuan syari'at itu? Imam al-Ghazali 
mengatakan  bahwa tujuan syari'at adalah melindungi agama (الدين  ,(حفظ 
melindungi jiwa (النفس العقل) melindungi akal ,(حفظ   melindungi keturunan ,(حفظ 
النسل) المال) dan melindungi harta (حفظ   :Selanjutnya al-ghazali berkata  .(حفظ 
pelindungan terhadap lima hal itulah mashlahah, dan setiap hal yang 
menyebabkan terabaikannya lima hal tersebut adalah mafsadah. Al-Ghazali 
berkata demikian: 
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نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع  من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو  

 25 الضرورات فهى أقوى المراتب فى المصالح مفسدة ودفعها مصلحة. وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع فى رتبة  
 
Dari penjelasan Imam al-Ghazali tersebut bisa disimpulkan bahwa 

maqashid syari'ah adalah mendatangkan mashlahah dan menolak mafsadah 
 Ungkapan berbeda dengan makna yang sama dikemukakan .(جلب المصالح و درء المفاسد)
oleh Imam al-Haramain dalam kitab al-Burhan: الاغراض الدفعية و الرفعية  dan dalam kitab 
al-Ghiyatsy:25. طلب ما لم يحصل و حفظ ما حصلF

26 Imam Tajuddin al-Subki berkata: 
 

تعسف وتكلف وقول جملى فالخامسة داخلة فى الأولى بل  ب والتحقيق عندى أنه إن أريد رجوع الفقه إلى الخمس  
ضايقه مضايق   رجع شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. و لو 

   27ا فإن درء المفاسد من جملته المصالح،  لقال: أرجع الكل إلى اعتبار
 
Syaikhul Islam Izzuddin ibnu Abdissalam mangembalikan seluruh 

masail fiqhiyah kepada apresiasi mashalih dan mengatasi mafasid. Sekiranya 
mau mempersempit tentu beliau akan mengatakan bahwa seluruh masail 
fiqhiyah kembali  kepada apresiasi mashalih, karena mengatasi mafasid ( درأ
-itu adalah bagian dari mashalih. Imam Asy-syathibi di dalam kitab al  (المفاسد
Muwafaqaat mengatakan:27.وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الآجل معاF

28   
Dari beberaoa penjelasan di atas tampak sekali bahwa (مقاصد) dan 

 nya(ماصدق ) adalah dua istilah yg mafhumnya berbeda tapi maashadaq (مصالح)
sama. Yakni bermuara pada maksud yg sama. Maka bisa disimpulkan bahwa 
 .adalah dua istilah yang bermuara pada pengertian yang sama (مصالح) dan (مقاصد)

Lima macam perlindungab tersebut merupakan induk maqashid (  أم
الخمس) dan lazim disebut (المقاصد الخمس)  atau  (الكليات   sedangkan yg lain ,(الضرور�ت 
merupaakan turunannya. Maqashid syari'ah selain  mengalami pengembangan 
juga perluasan makna. Misalanya (المال  tidak hanya dimaknai dengan ,(حفظ 
perlindungan harta dari pencurian, ghasab dan sebagainya, tetapi juga meliputi 
persoalan ekonomi dengan pengertiannya yang luas seperti soal keseimbangan 
ekonomi ( التوازن الاقتصادي). Menjaga akal (حفظ العقل) tidak hanya berarti melindungi 
akal dari narkoba, tetapi masuk di dalamnya mengembangan kecerdasan 
intelektual dengan banyak merenungi ciptaan Allah, mencari ilmu dan 

 
25 Al-Imam al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, hlm. 174. Bandingkan dengan al-Syathibi, 
al-Muwafaqat, Juz II, hlm. 8. 
26 Imam al-Haramain, al-Burhan, 604/2. Imam al-Haramain, al-Giyatsi, hlm. 258. 
27 Al-Subki, al-Asybah wa al-Nazhair, Juz I, hlm. 12. Dikutip oleh al-Suyuthi, al-Asybah wa al-
Nazhair, hlm. 6. Juga dikutip oleh Jasir Audah, Fiqh al-Maqashid: Inathah al-Ahkam al-Syar’iyyah 
bi Maqashidiha, hlm. 16. 
28 Al-Syathibi, al-Muwafaqat,Juz 2, hlm. 4. 
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sebagainya. Ini masuk dalam lingkup pengembangan sumber daya manusia 
 (التنمية البشرية )

Membangun rumah tangga yang shalih (تكوين الأسرة الصالحة) menurut Yusuf 
al-Qardhawi adalah bagian dari maqashid syari'ah. Ini erat hubungannya 
dengan konsep ( النسل العرض) dan (حفظ   Dari kalangan pemerhati maqashid .(حفظ 
kontemporer banyak yang memasukkan keselamatan lingkungan (البئة ،  (سلامة 
kehormatan manusia (الكرامة البشرية), kebebasan (الحرية) dengan makna yang berbeda 
dengan konsep kebebasan ala Barat sebagai bagian dari maqashid syari'ah.  

Forum ini menyepakati bahwa hal seperti :إغناء   ,دفع الحاجة ,دفع  المشقة ,التيسير
الحرج ,الفقراء الإقتصادي ,عدم   dan pembangunan berkelanjutan yang sudah ,التوازن 
diundangkan di negara ini adalah bagian dari maqashid syri'ah. Hal-hal tersebut 
memiliki acuan nash sharih. 

Perlindungan keseimbangan ekonomi mengacu kepada firman Allah 
منكم....: الأغنياء  بين  دولة  يكون   Pembangunan berkelanjutan mengacu pada .كيلا 
kebijakan Sayyina Umar dengan tidak membagi harta rampasan perang berupa 
tanah-tanah pertanian yang sangat luas di Iraq, Syam, dan lain-lain, karena 
mempertimbangkan kemaslahatan ekonomi generasi yang akan datang. 
Sayyidina Umar melandaskan kebijakannya itu pada firman Allah SWT: 

 
 والذين جآءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقوا بالإيمان 

 
Maqashid syari'ah selain dapat membantu  fuqaha di  dalam 

memahami nash secara lebih mendalam sehingga diperoleh rumusan hukum 
yang kontekstual, juga dapat dijadikan pendekatan dalam upaya istinbath 
hukum menyangkut kasus-kasus yang tidak memiliki acuan nash secara 
langsung. Inilah yg dimaksud dengan istinbath maqashidi (مقاصدي  ,Jadi .(استنباط 
istinbath maqashidi adalah upaya penggalian (استنباط) hukum dengan 
pendekatan maqashid syari'ah. 

Metode ini bukan manhaj baru, melainkan telah diterapkan oleh para 
imam madzhab dan fuqaha sejak dulu. Sebagian ulama menyebut istinbath 
maqashidi dengan istilah-istilah seperti qiyas maqashidi, qiyas mursal, qiyas 
ijmali, qiyas kulli. Sedang Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istishlah. Qiyas 
Kulli berbeda dengan qiyas juz'i yang berbasis pada ashal tertentu yang 
memiliki acuan nash atau ijma’ sebagai landasan penetapan hukum far'u yang 
tidak memiliki acuan nash dan memerlukan illat yang menjadi titik temu antara 
ashal dan far'u. 

Perbedaan antara qiyas juz’i dan istinbath maqashidi dapat dijelaskan 
dengan paparan sebagai berikut: Bahwa ‘illat sebagai titik temu antara far’u 
dan ashal merupakan basis utama dalam dioperasikannya sebuah qiyas. Karena 
itu, ‘illat harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 
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- Syarat Pertama, ‘illat harus mengandung hikmah. Yakni, bahwa penetapan 
suatu hukum yang dikaitkan dengan suatu ‘illat melahirkan suatu hikmah. 
Misalnya: memabukkan (الإسكار). Diharamkannya khamr yang dikaitkan 
dengan إسكار sebagai ‘illatnya melahirkan hikmah yaitu حفظ العقل. Wajibnya 
qishash yang dikaitkan dengan (العدوان العمد   sebagai ‘illatnya (القتل 
mengandung hikmah yaitu  حفظ النفس . hikmah dalam konteks ini bermakna 
mashlahat . 
 

و من شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة اهـ . والحمكة هي جلب مصلحة او تكميلها او دفع  
 )363  –  362لجوامع مع حاشية البناني ، ص مفسدة او تقليلها . (جمع ا

 
Kadang hikmah tidak bermakna mashlahat yang lahir dari penetapan 
hukum yang dikaitkan dengan ‘illat, tetapi bermakna suatu hal yang selaras 
dengan penetapan hukum ( الحكم لشرع  المناسب   yang pada umumnya (الأمر 
bersembunyi di balik ‘illat, seperti   مشقة yang ada di balik سفر  dan efek jera 
 .yang ada di balik wajibnya qishash (الزجر عن القتل )
Ungkapan berbeda tapi esensinya sama dengan ungkapan di atas (tentang 
syarat ‘illat) bahwa ‘illat harus berupa وصف مناسب . Secara sederhana,  مناسب 
berarti suatu hal yang selaras dengan penetapan hukum. Secara lebih 
mendalam, ada beberapa ‘ibarat tentang arti مناسب  namun maa shadaq-
nya sama, antara lain: 
 

في المحصول: هذا قول من يعلّل أحكام الله  (ما يجلب) للإنسان (نفعا أو يدفع) عنه (ضررا). قال   -1
 بالمصالح . (جمع الجوامع مع شرح المحلي) 

قوله: (وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح) أي وهم المعتزلة . وقد يقال: لا داعي لبناء القول  
ا أفعال الله  المذكور على ذلك، بل يراد بالمصالح الحكم والمنافع الراجعة إلى العباد التي اشتملت عليه 

 )  324، ص2من غير أن تكون علة فيها كما هو مقرر. (البناني: ج 
وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول   -2

 )425، ص  2مصلحة أو دفع مفسدة. (جمع الجوامع مع حاشية البناني: ج 
 

- Syarat Kedua, ‘illat harus berupa sifat yang dhahir (الظاهر). 
- Syarat Ketiga, ‘illat harus berupa sifat terukur (منضبط). 

Bahwa ‘illat harus berupa sifat الظاهر dan منضبط adalah pendapat sebagian 
besar ulama. Dua syarat ini berimplikasi pada tidak bolehnya ta’lil bil 
hikmah ( تعليل بالحكمة) . Maka dari ini, sahnya transaksi tidak boleh dikaitkan 
dengan تراضي sebagai ‘illatnya, karena meski  تراضي  memiliki acuan yang jelas 
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sebagai salah satu prinsip sahnya transaksi namun ia tidak tampak. Maka 
yang dijadikan ‘illat adalah ijab qabul yang menjadi indikator taraadhi (  مظنة
 Ia tidak bisa dijadikan ‘illat bolehnya .مشقة Demikian juga dengan .  (التراضي
qashar dan jama’, karena meski المشقة  ,diyakini menjadi tujuan syari’at دفع 
namun  مشقة itu sendiri tidak terukur (غير منضبط). 
Di luar jumhur, ada pendapat yang membolehkan ta’lil bil hikmah, dan ada 
pendapat yang  membolehkan  ta’lil  bil  hikmah  apabila  kebetulan  
memiliki  ukuran  yang  pasti  seperti حفظ النفس. 
 

الحكم (وقيل): يجوز (إن انضبطت) لانتفاء المحذور. (شرح  (وقيل: يجوز كو�ا نفس الحكمة) لإ�ا المشروع لها  
 ) 366، ص 2المحلي على جمع الجوامع، في حاشية البناني: ج 

 
 
Imam as Syathibi  sebagai bagian dari kelompok minoritas 

mengatakan: 

التي تعلقت بها النواهي. فالمشقة  أن العلة هي الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر او الإباحة و المفاسد  
علة في اباحة الفطر والقصر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة  العلة هي  

 . المصلحة نفسها او المفسدة لا مظنتها كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة 
 

- Syarat Keempat, ‘illat harus berupa sifat yang mu’tabar ( الشارع  (اعتبره 
berdasarkan nash atau ijma’. Ada empat macam اعتبار الشارع : 
الحكم  .1 عين  في  الوصف  عين   ,Berdasarkan nash/ijma’ secara langsung اعتبار 

seperti menjadikan الذكر  sebagai illat bagi batalnya wudhu’ yang مس 
mengacu pada hadits من مس ذكره فليتوضاء dan seperti الصغر yang disepakati 
 sebagai illat bagi perwalian atas anak dibawah umur menyangkut (اجماع )
harta benda (ولاية المال على الصغير) 

الحكم  .2 الوصف في عين   Yang tidak memiliki acuan nash/ijma’ secara اعتبار عين 
langsung, melainkan melalui الحكم جنس  في  الوصف  عين   الصغر  seperti ,اعتبار 
sebagai illat bagi perwalian nikah bagi perempuan dibawah umur (  ولاية
 tidak ada dalil baik nash maupun ijma’ yang menjadikan .(النكاح على الصغيرة
النكاح  sebagai illat bagi الصغر  yang ada adalah ijma’ ulama yang ,ولاية 
menjadikan  الصغر sebagai illat bagi ولاية المال. namun  ولاية النكاح dan  ولاية المال   
adalah dua hal yang bernaung dibawah satu jenis, yaitu  الولاية 

الحكم  .3 عين  في  الوصف  عين  الحكم  melalui اعتبار  عين  في  الوصف  جنس   seperti اعتبار 
menjadikan مطر sebagai illat bagi bolehnya jama’ taqdim di kala hujan. 
tidak ada dalil baik nash maupun ijma’ yang menjadikan  مطر sebagai 
illat bolehnya jama’, akan tetapi ada ijma’ ulama bahwa illat bolehnya 
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jama’ adalah سفر, sementara سفر dan مطر adalah dua hal yang 
bernaung dibawah satu jenis yaitu kondisi sulit (الحرج) 

الحكم .4 عين  في  الوصف  عين  الحكم melalui اعتبار  جنس  في  الوصف  جنس   seperti ,اعتبار 
menjadikan berulang-ulangnya waktu salat fardhu dalam sehari 
semalam sebagai illat tidak wajibnya qadha’ salat atas perempuan 
haid. tidak ada dalil baik nash maupun ijma’ yang menjadikan 
berulang-ulangnya waktu salat sebagai illat tidak wajibnya qadha’ salat 
atas perempuan haid. tapi dapat diyakini bahwa berulang-ulangnya 
waktu shalat adalah sejenis dengan سفر dan مرض yang oleh syari’ 
dijadikan illat dan sebab bagi adanya keringanan hukum. Hukum-
hukum yang mengandung keringanan adalah jenis yang menaungi 
berbagai macam hukum, seperti bolehnya tidak puasa, bolehnya jama’ 
dan qasar 
 
Suatu hal yang lepas dari empat macam i’tibar tersebut namun tidak 
ada penolakan dari syari’ disebut munasib mursal (مرسلة  .(مصلحة 
Sekiranya mashlahah mu’tabarah adalah menjadi acuan qiyas juz’I, 
maka mashlahah mursalah menjadi acuan qiyas kulli / istinbath 
maqashidi.  

 
Dari paparan itu bisa disimpulkan bahwa ada kesamaan antara qiyas 

juz’i dan qiyas kulli/istinbath maqasidi, yaitu bahwa keduanya sama-sama 
bertumpu kepada mashlahat. Perbedaannya, jika qiyas juz’i bertumpu pada 
mashlahah mu’tabarah dengan beberapa syarat ‘illat seperti tersebut di atas, 
maka istinbath maqashidi bertumpu pada mashlahah mursalah, yakni 
mashlahah yang “tidak memiliki dalil khusus” bahwa ia diperhatikan oleh syari’ 
namun juga tidak ada penolakan dari syari’ bahkan diyakini/diduga kuat 
menjadi tujuan syari’at. Istilah “tidak memiliki dalil khusus” memiliki dua 
pengertian :  

 
1. Sama sekali tidak punya acuan dalil,  
2. Memiliki acuan ادلة متفرقة .  

 
Yang kedua ini yang seharusnya menjadi acuan istinbath maqashidi. 

 
قال السعد في التلويح: قال الإمام الغزالي : من المصالح ما شهد الشرع باعتباره وهي أصل في القياس وحجة،  
ومنه ما شهد ببطلانه كنفي الصوم في كفارة الملك، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالبطلان وهذا في محل  

افظة على الخمسة الضرورية، فكل ما يتضمن حفظ  النظر، والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع من المح
هذه الخمسة الضرورية، وكل ما يقويها فهي مصلحة ودفعها مفسدة، وإذا أطلقنا المعين المخيل والمناسب في  
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باب القياس أرد� به هذا الجنس، والمصالح الحاجية والتحسينية لا يجوز الحكم بمجردها ما لم تعضد بشهادة  
ي مجرى وضع الشرع بالرأي وإذا اعتضد بأصل فهو قياس، وأما المصلحة الضرورية فلا بعد في  الأصول لأنه يجر 

أن يؤدي إليها رأي مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين كما في مسألة التترس فإ� نعلم قطعاً بأدلة خارجة عن  
 يشهد له أصل معنا،  الحصر أن تعليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية، لكن قتل من لم يذنب غريب لم

ونحن إنما نجوزه عند القطع أو ظن قريب من القطع، وبهذا الاعتبار تخصص هذا الحكم من العمومات الواردة في  
المنع عن القتل بغير حق لما نعلم قطعاً أن الشرع يؤثر الحكم الكلي على الجزئي، وأن حفظ أصل الإسلام أهم  

مصلحة مرسلة لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة لأن مرجع المصلحة    من حفظ دم مسلم واحد، وهذا وإن سميناه
إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع، ولأن كون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد بل  

اساً  بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات سميناها مصلحة مرسلة لا قي
 )241/ 3حاشية البنانى :تقرير شيخ الإسلام الشربينى    (إذ القياس أصل معين اهـ. 

 
Syakhul Islam Abdurrahman Muhammad bin Muhammad al-Syirbini 
memahami paparan di atas bahwa al-Ghazali mengakui mashlahat mursalah 
yang tidak memenuhi beberapa syarat (قطعية ضرورية كلية   Beliau .(مصلحة 
mengatakan sebagai berikut: 

 
فعلم من قوله: ونحن إنما نجوزه الخ أنه هو لا يقول به عند فقد الشروط أما غيره فيجوز أن يقول به عند العقد  

لخ أنه إنما  كما يؤخذ من قوله قبل ذلك فلا بعد في أن يؤدي إليها رأي مجتهد ومن قوله ولأن كون هذه المعاني ا 
جعل هذه من المصالح المرسلة لعدم تعين الدليل وإن رجعت إلى الأصول الأربعة لا لعدم الدليل كما في غيرها  
من المصالح المرسلة، فإطلاق المرسل عليها بطريق المشابهة في عدم تعين الدليل وإن كان في غيرها لعدمه، وبه  

عند فقد الشروط، وأن معنى قول الشارح فجعلها منه أي مما يطلق  يعلم ما في الحاشية من أن الغزالي يقول بها  
 عليه المرسل لا من المرسل بمعنى ما لا دليل أصلاً على اعتباره فليتأمل. 

Sedang qiyas kulli atau istinbath maqashidi berbasis pada 
kemaslahatan yang diyakini atau diduga kuat sebagai tujuan syari'at. Beberapa 
contoh masail fiqhiyah yang dijawab dengan pendekatan istinbath maqashidi 
adalah sebagai berikut: 

 
A. Seperti diungkap sebelumnya, kebijakan Khalifah Umar ibn Khattab yang  

tidak membagi harta ghanimah yang berupa tanah-tanah pertanian yang 
sangat luas. Pertimbangannya adalah kemaslahatan ekonomi bagi generasi 
mendatang. 

B. Jama' shalat bagi orang sakit. 
Secara qiyas ini tidak boleh. Karena illat bolehnya jama' adalah safar. Safar 
merupakan illat qashirah karena hanya melekat pada musafir yang 
menempuh jarak tertentu. Jadi bolehnya jama' tidak bisa ditularkan pada 
orang muqim meski dia dalam keadaan. Sementara Imam Ahmad ibn 
Hanbal membolehkan, karena masyaqqah yang menimpa orang sakit lebih 
besar dari yang menimpa musafir. Dalam mengomentari pendapat ini 
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Imam An-Nawawi berkata: pendapat ini sesuai dengan tujuan syari'at 
 .(المشقة تجلب التيسير) karena masyaqqah mendatangkan kemudahan (مقاصد الشرع)
Imam al-Nawawi berkata: 
 

وهذا قول أحمد    ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو فى معناه من الأعذار
بن حنبل والقاضى حسين من أصحابنا واختاره الخطابى والمتولى والرو�نى من أصحابنا وهو المختار فى  

 29. تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبى هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر 
 

C. Zakat atas orang punya hutang. 
Zakat hanya diwajibkan atas orang kaya (تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم). Indikasi 
orang kaya (dalam bab zakat) adalah memiliki harta yang mencapai nishab 
النصاب) النصاب Fuqaha menyebut .(ملك  الزكاة sebagai ملك  وجوب   karena ia سبب 
menjadi indikator kaya (مظنة الغنى). Konsekuensi dari  وجود السبب adalah وجود الحكم. 
Akan tetapi jika yang  memiliki harta yang mencapai nishab itu memiliki 
banyak hutang, maka النصاب الغنى tidak lagi  menjadi ملك   Jadi yang .مظنة 
bersangkutan tidak wajib zakat. Ini sesuai dengan maqashid syari'ah, yaitu 
 .التخفيف على صاحب المال 

D. Hukum nikah 
Pada dasarnya nikah itu mubah. Tapi bisa menjadi mandub bahkan bisa 
wajib. Jadi hukum melangsungkan akad nikah itu ditafshil (dirinci) 
tergantung kondisi masing-masing orang. Tafshil ini tidak memiliki acuan 
selain qiyas mursal (جلب المصالح/درء المفاسد) 
 

E. Zakat mal musytarak (المال المشترك) 
Nabi SAW bersabda :ليس فيما دون خمسة اواق من الورق صدقة. Hadits ini menjelaskan 
batas minimal (نصاب) perak, yaitu lima uqiyah/200 dirham. Hadits 
ini  dilihat dari segi lafadh dan dalalahnya bersifat mujmal, tidak 
menjelaskan apakah berlaku umum atau khusus harta yang dimiliki satu 
orang. Maka terjadi perbedaan ulama tentang wajib/tidaknya menzakati 
harta yang ada di bawah kepemilikan dua orang atau lebih ( ك المش�ت  (المال 
ketika bagian masing-masing tidak mencapai nishab. Menurut Imam asy-
Syafi'i, wajib berdasarkan apa yang tampak dari keumuman hadits. Sedang 
menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak wajib. Ibnur Rusyd al-
Maliki memilih pendapat yang kedua (tidak wajib zakat), acuannya adalah 
maqashid syari'ah. Yaitu bahwa syarat harta harus mencapai nishab agar 
wajib zakat  maksudnya ialah meringankan (tidak memberatkan) kepada 
pemiliknya. Ia berkata:  
 

 
29 Al-Nawawi, Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim, Juz V, hlm. 218. 
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(وأما المسئلة الرابعة) فإن عند مالك وأبى حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون  
لكل واحد منهما نصاب. وعند الشافعى أن المال المشترك حكم مال رجل واحد. وسبب اختلافهم  

. فإن هذا  الإجماع الذى فى قوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 
القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط. ويمكن أن يفهم منه أنه  
يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد إلا أنه لما كان مفهوم أشتراط النصاب إنما  

 30الأظهر  هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون للمالك واحد وهو

3. Pandangan Fikih Islam Tentang ODGJ 
Penyandang disabilitas mental yang sering disebut Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, 
perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala 
dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan 
penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. 

Permasalahan gangguan jiwa menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa 
No. 18 Tahun 2014 merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan 
dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk 
sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Permasalahan gangguan jiwa 
dapat dialami oleh siapa saja, dan dapat menimbulkan beban tidak saja bagi 
penyandangnya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan 
penanganan secara tepat. 

Masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor,  
di  antaranya:  (1)  Faktor  biologis seperti penyakit fisik kronis, penyakit fisik 
yang mempengaruhi otak dan penyalahgunaan Napza; (2) Faktor psikologis 
seperti pola adaptasi, pola penyelesaian masalah, pola mekanisme pertahanan 
diri dan pola kepribadian; dan (3) Faktor sosial spiritual seperti pola relasi, 
sistem dukungan, situasi khusus/krisis, tantangan/tugas – tugas dan stresor 
atau pemicu. 

Penyandang disabilitas mental (PDM) sering kali mengalami masalah 
yang kompleks. Bukan saja masalah yang terjadi di dalam dirinya seperti 
halusinasi, waham dan sebagainya, namun yang lebih memperparah 
permasalahan adalah yang berasal dari luar, yaitu lingkungan sosialnya. 
Seorang PDM akan mengalami kondisi yang lebih parah atau kekambuhan yang 
sering apabila lingkungan tidak memberikan dukungan dan rawatan yang 
dibutuhkan. 

Selain itu, PDM yang beragama Islam sering memunculkan masalah 
keagamaan (fikih) di tengah masyarakat. Baik masalah yang terkait ubudiyah, 

 
30 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mijtahid, Juz I, hlm. 188. 
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munakahah (perkawinan), waris dan muamalah. Dalam kehidupan masyarakat 
ODGJ seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dikarenakan stigma 
negatif yang masih kuat dilekatkan oleh masyarakat pada mereka. Akibatnya 
banyak ODGJ tidak mendapatkan hak-hak dasarnya mereka dan sebagian dari 
mereka mengalami penelantaran dan pemasunga 

Data RISKESDAS 2018, proporsi rumah tangga yang melakukan 
pemasungan terhadap anggotanya yang mengalami gangguan jiwa sebesar 14 
%. Dari jumlah tersebut proporsi paling banyak dilakukan oleh keluarga yang 
tinggal di perdesaan sebesar 17.7 % sementara di perkotaan proposinya 
sebesar 10.7 %. 

 
PERTANYAAN 
1. Bagaimana pandangan fikih Islam tentang ODGJ? 
2. Apakah ODGJ bisa dianggap sebagai subyek hukum? 

 
JAWABAN 

Manusia adalah makhluk yang mulia di atas makhluk-makhluk lain, 
karena hanya manusia yang dianugerahi akal dan nalar oleh Allah bukan 
makhluk lainnya.31 Dengan demikian, lalu manusia mendapatkan amanah dan 
tanggung jawab dari Allah yang cukup berat di mana makhluk lain tidak sanggup 
mengembanya.32 Amanah yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban dengan 
konsekuensi jika dilaksanakan dengan baik akan mendapat balasan pahala dan 
jika diabaikan akan mendapat balasan siksa.33 Selanjutnya dalam tinjauan 
hukum agama, manusia mendapat predikat pihak yang terbebani hukum 
(mahkum ‘alaih/mukallaf).  

Hukum menurut ahli Ushul Fiqh adalah firman Allah berkaitan dengan 
perbuatan mukallaf, mencakup tuntutan (thalab) atau pilihan (takhyir) atau 
penetapan (wadha’).34 Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang 
bersifat thalab dan takhyir dinamakan hukum taklifi dan hukum yang berkaitan 
dengan perbuatan mukallaf yang bersifat wadha’ dinamakan hukum wadh’i.35 
Hukum taklifi terbagi mejadi lima, yaitu al-ijab, al-nadb, al-tahrim, al-karahah 

 
31 Al-Mawardi, Tafsir al-Nukat al-Uyun, 2/443 
32 Al-Ahzab : 72 
33 Tafsir Ibnu Katsir, 6/488 
34 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 90 
35 Ibid, 91 
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dan al-ibahah,36 sedang hukum wadh’i terbagi menjadi lima juga, yaitu sabab, 
syarat, mani’, rukhsah dan shahih atau ghairu shahih (fasid).37 

Terkait dua macam hukum taklifi dan wadh’i, para ulama membagi 
manusia sebagai mukallaf dalam dua kepatutan (ahliyyah) yaitu kepatutan 
menerima kewajiban (ahliyyah al-wujub) dan kepatutan melaksanakan 
kewajiban (ahliyyah al-ada’).38 Manusia seluruhnya disebut memiliki ahliyyah 
al-wujub, sebab manusia telah dalam keadaan terikat perjanjian dengan Allah 
jauh sejak sebelum kehadiranya di dunia.39 Sedangkan ahliyyah al-ada’ pada 
umumnya manusia memilikinya, sehingga tiga macam hukum yang bersifat 
thalab, takhyir dan wadha’ dapat terlaksana tanpa terkendala. Namun di sisi 
lain manusia realitanya ada yang tidak memiliki kepatutan bertindak (ahliyyah 
al-ada’) secara sempurna dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dengan 
segala varianya termasuk katagori ini. Dalam kondisi demikian tentu ODGJ akan 
mendapatkan beban hukum sesuai dengan kadar kepatutannya untuk 
bertindak yang mereka miliki, baik dalam ibadah maupun non ibadah.  

Manusia berstatus ODGJ sudah pasti ada masalah dengan ahliyyah al-
ada’. Dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, faqid ahliyyah al-ada’ 
dan naqish ahliyyah al-ada’.  

Faqid ahliyyah al-ada’ yaitu manusia yang sama sekali tidak memiliki 
kepatutan untuk bertindak, sehingga ucapan, perbuatan dan pembelanjaan 
yang mereka lakukan adalah batal/sia-sia dan tidak berdampak terhadap 
hukum apapun. Sekiranya perbuatanya sampai menimbulkan kerugian atas 
orang lain, merekapun tidak dapat dikenai hukuman melainkan sebatas ganti 
rugi materi. Yang termasuk dalam bagian pertama ini adalah bayi (thiflun) yang 
masih dalam usia thufuliyah (kebalitaan) dan orang gila.40  

Naqish ahliyyah al-ada’ yaitu manusia yang memiliki kepatutan 
bertindak namun tidak sempurna. Yang termasuk dalam golongan ini adalah 
anak (shabiy) dalam masa tamyiz sebelum mencapai baligh dan orang yang 
kecakapan nalar (akal)nya lemah (ma’tuh). Dari pembagian di atas, maka yang 
termasuk ODGJ adalah orang gila (majnun) dan orang yang kecakapan nalar 
(akal)nya dalam kondissi lemah (ma’tuh), sedangkan bayi (thiflun) dan anak 
(shabiy) dalam masa tamyiz tidak dapat dikatagorikan ODGJ, karena kekurang-

 
36 Ibid, 94 
37 Ibid, 104 
38 Kasyful Asror, 8/283 
39 Ibid, 8/283 
40 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 121 
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cakapan nalar mereka bukan disebabkan oleh kerusakan atau hilangnya akal 
(nalar) melainkan disebabkan faktor usia yang belum mencapai masa dewasa.  

Jadi ODGJ sekalipun dalam penamaannya bisa bermacam-macam, 
namun parameter dasarnya kembali kepada dua pembagian di atas, yaitu faqid 
ahliyyah al-ada’ dan naqish ahliyyah al-ada’. Yang pertama adalah manusia 
yang akal/nalarnya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat menahan 
perkataan dan perilakunya tetap berada pada jalan penalaran sewajarnya dan 
juga tidak mampu membedakan perihal yang baik dan yang buruk. Sedang yang 
kedua adalah manusia yang nalar/akalnya mengalami kerusakan relatif ringan 
sehingga perkataannya terkadang masih sesuai penalaran yang wajar dan 
terkadang seperti perkataan orang gila. Perbedaan antara keduanya bahwa 
orang kedua masih memiliki sedikit kemampuan memahami, arah perkataanya 
tidak menentu dan tidak memiliki kecakapan untuk mengatur, namun tidak 
sampai mengamuk dan berkata-kata kotor, beda halnya dengan orang pertama 
di mana ia sudah tidak memiliki apa yang dimiliki orang kedua bahkan 
terkadang sampai mengamuk dan berkata-kata kotor. 41  

Adapun ODGJ katagori orang gila (majnun) baik yang muthbiq (terus 
menerus) maupun ghairu muthbiq (temporer) di saat sedang gila dan katagori 
orang yang kecakapan nalar (akal)nya dalam kondisi lemah (ma’tuh), mengenai 
urusan harta waris mereka tetap memiliki hak mendapatkanya, sebab gila 
bukan termasuk mani’ (pencegah) sehingga menjadikan hilangnya hak waris 
dan begitu pula kewajiban zakatnya juga wajib ditunaikan atas pengampuan 
walinya, sebab hak waris dan kewajiban zakat tidak terikat dengan kecakapan 
nalar (akal), melainkan terikat dengan hukum wadh’i yaitu, dalam hak waris 
ODGJ terikat dengan hubungan nasab atau perkawinan dan dalam hal 
kewajiban zakat terikat dengan nishab atau dan haul. Adapun dalam 
pernikahan dan haji mereka sah di nikahkan wali dengan catatan maslahah dan 
sah dihajikannya kendati hajinya tidak dapat menduduki haji yang 
menggugurkan kewajiban dalam arti ketika sudah normal dan mampu 
menunaikan haji maka wajib melaksanakan haji sendiri. Ini beda dengan 
madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa sekiranya waktu ihromnya sadar, 
maka hajinya dapat menggugurkan haji Islam walau setelahnya junun bertahun 
tahun. Sedangkan jika diihromkan dalam keadaan gila, maka pendapat Hanafi 
sama dengan pendapat Syafii. Demikian pula fikih Hanafi sama dengan fikih 
Syafii dalam hal hak waris dan kewajiban zakat, yaitu cukup dengan memiliki 
ahliyyah al-wujub saja.  

 
41 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 1/5572 
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ODGJ Terkait Hak Nikah Dan Tasaruf Harta  
ODGJ baik faqid ahliyyah al-ada’ maupun naqish ahliyyah al-ada’ tetap 

memiliki hak dalam urusan pernikahan yaitu menikah dan dinikahkan. Bahkan, 
jika ODGJ sudah diketahui ada hasrat menikah baik mempelai laki-laki maupun 
mempelai perempuan, maka haknya wajib dipenuhi oleh wali atau 
pengampunya demi meraih kemaslahatannya.42 Jika ODGJ adalah perempuan, 
maka sudah barang tentu walinya yang bertindak sebagai pelaku akad (‘aqid). 
Demikian pula ‘aqid adalah walinya jika ODGJ adalah laki-laki katagori faqid 
ahliyyah al-ada’. Sedangkan ODGJ laki-laki katagori naqish ahliyyah al-ada’, 
maka yang bertindak sebagai aqid adalah tetap dia sendiri dengan syarat 
mendapat izin dari walinya.43  

Adapun ODGJ sebagai wali dalam akad nikah baik faqid ahliyyah al-ada’ 
maupun naqish ahliyyah al-ada’ tidak diperkenankan bertindak sebagai wali, 
sebab gila (junun) dan ketidak-cakapan mengurus diri (safah dan ikhtilal 
nazhar) termasuk hal-hal yang mencegah hak perwalian. Ada pendapat lain, 
bahwa ODGJ dengan gila ghairu muthbiq (temporer) boleh bertindak menjadi 
wali nikah ketika berada di masa sembuh.  Dan demikian pula ODGJ dengan 
ketidak-cakapan mengurus harta juga boleh bertindak menjadi wali.44  

Mengenai tasaruf harta oleh ODGJ dengan katagori faqid ahliyyah al-
ada’, maka sama sekali tidak sah. Jadi orang gila tasarufnya tidak berdampak 
hukum apapun, baik tasaruf yang bersifat mu’awadhat (tukar-menukar/imbal 
balik) seperti jual beli maupun tabarru’at (cuma-cuma/tanpa imbalan) seperti 
hibah.45 Adapun ODGJ dengan katagori naqish ahliyyah al-ada’, maka diperinci 
:  
1. Jika tasarufnya bersifat mengutungkan, yaitu yang berdampak masuknya 

harta dalam kepemilikanya dengan tanpa imbalan, maka tasarufnya adalah 
sah. 

2. Jika tasarufnya bersifat merugikan, yaitu yang berdampak keluarnya harta 
dari kepemilikinya dengan tanpa imbalan, maka tasarufnya tidak sah.  

3. Jika tasarufnya bersifat antara menguntungkan atau merugikan, yaitu 
tasaruf yang bersifat mu’awadhat para ulama berselisih pendapat yang 
secara detail dijelaskan dalam sub bab ODGJ dalam hukum mu’amalat.46 

 

 
42 Asna al-Mathali, 14/424 
43 Ibid, 14/474 
44 Hasyiyah al_Jamal, 16/394-395 ; Hasyiyah al-Qulyubi wa Umirah, 11/254 
45 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, 2/5561 
46 Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 8/192 
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 ) 283/ ص    8(ج   - كشف الأسرار 
قَسِمُ فُـرُوعُهَا وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ الأَْهْلِيَّةُ  وَهُوَ الصَّلاَحُ للِْحُكْمِ   ضَرْبَانِ أَهْلِيَّةُ وُجُوبٍ وَأَهْلِيَّةُ أدََاءً أمََّا أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ فَـيـَنـْ

هْلِيَّةُ الأَْدَاءِ نَـوْعَانِ كَامِلٌ يَصْلُحُ للُِزُومِ  فَمَنْ كَانَ أَهْلاً لحِكُْمِ الْوُجُوبِ بِوَجْهٍ كَانَ هُوَ أَهْلاً للِْوُجُوبِ وَمَنْ لاَ فَلاَ وَأَ 
اءً عَلَى قِيَامِ الذِّمَّةِ وَأَنَّ الآْدَمِيَّ  الْعُهْدَةِ وَقاَصِرٌ للُِزُومِ الْعُهْدَةِ وَقاَصِرٌ لاَ يَصْلُحُ للُِّزُومِ الْعُهْدَةِ أمََّا أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ فبَِنَ 

ُ تَـعَالىَ {    يوُلَدُ وَلَهُ ذِمَّةٌ  ُ بنَِاءً عَلَى الْعَهْدِ الْمَاضِي قاَلَ اللهَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّك  صَالحِةٌَ للِْوُجُوبِ بإِِجمْاَعِ الْفُقَهَاءِ رَحمَِهُمُ اللهَّ
 طاَئرَِهُ فيِ عُنُقِهِ }   مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ } الآْيةََ وَقاَلَ تَـعَالىَ { وكَُلَّ إنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ 

 
 ) 7/ ص   2(ج    - تفسير الرازي 

{ ولقد كرمنا بني آدم } ويكون المراد من الكرامة حسن الصورة ومزيد الذكاء والقدرة على الأعمال العجيبة  
 والمبالغة في النظافة والطهارة 

 
 ) 443/ ص   2(ج   -النكت والعيون  

 فيه سبعة أوجه :  قوله تعالى : { ولقد كَرّمنا بني آدم . . } 
 أحدها : يعني كرمناهم بإنعامنا عليهم . 

 الثاني : كرمناهم بأن جعلنا لهم عقولاً وتمييزاً 
 

 ) 488/ ص    6(ج   - تفسير ابن كثير 
 { وَحمَلََهَا الإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولا } . 

 على السموات والأرض والجبال، إن  وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، الأمانة: الفرائض، عرضها الله
 أدوها أثابهم. وإن ضيعوها عذبهم 

 
 ) 5554- 5572/ ص    1(ج    -الموسوعة الفقهية الكويتية  

أيضاً إلى مطبق وغير مطبق : والمراد بالمطبق الملازم الممتدّ.والامتداد ليس له ضابط عامّ بل يختلف    ينقسم الجنون
الهمام من الحنفيّة حيث قال : إنّ قدر الامتداد المسقط في الصّلوات  باختلاف العبادات ، كما صرحّ به ابن  

بالزّ�دة على يوم وليلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبصيرورتها ستاًّ عند محمّد ، وفي الصّوم باستغراق الشّهر ليله  
  فالجنون إن كان ممتدّاً لك.  و�اره ، وفي الزكّاة باستغراق الحول كلّه في الأصحّ ، وغير الممتدّ ما كان أقلّ من ذ 

سقط معه وجوب العبادات فلا تشغل بها ذمّته ، وإن كان غير ممتدّ وهو طارئ لم يمنع التّكليف ولا ينفي أصل  
الوجوب ، لأنّ الوجوب بالذّمّة ، وهي ثابتة ، ولذلك يرث ويملك ، وإن كان غير ممتدّ ، وكان أصليّاً فحكمه  

ه �ط الإسقاط بالكلّ من الامتداد والأصالة ، وقال أبو يوسف : حكمه حكم عند محمّد حكم الممتدّ ، لأنّ 
 الطاّرئ فيناط الإسقاط بالامتداد. 

«أثر الجنون في الأهليّة»الجنون من عوارض أهليّة الأداء وهو يزيلها من أصلها ، فلا تترتّب على تصرفّاته آثارها 
التّمييز والعقل ، والمجنون عديم العقل والتّمييز.ولا يؤثرّ الجنون في  الشّرعيّة ، لأنّ أساس أهليّة الأداء في الإنسان 

أهليّة الوجوب ، لأّ�ا ثابتة لكلّ إنسان ، فكلّ إنسان أّ�ً كان له أهليّة الوجوب ، لأنّ أهليّته للوجوب هي  
.فإذا جنى  عنه وليّه   وما وجب على المجنون بمقتضى أهليّته للوجوب من واجبات ماليّة يؤدّيها حياته الإنسانيّة.

على نفس أو مال يؤاخذ ماليّاً لا بدنيّاً ، ففي القتل يضمن دية القتيل ولا يقتصّ منه ، لقول عليّ رضي الله  
 عنه : « عمد الصّبيّ والمجنون خطأ » وكذلك يضمن ما أتلفه من مال الغير. 

 ) 4/ ص   1(ج    -الرحبية  
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   ويمنع الشخص من الميراث * واحدة من علل ثلاث 
 رق وقتل واختلاف دين * فافهم فليس الشك كاليقين 

 
 137فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب صــ  

فصل): في أحكام الحضانة وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه  (
وكبير مجنون (وإذا فارق الرجل زوجته وله  وشرعاً حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل  

منها ولد فهي أحق بحضانته) أي تنميته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه، وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير  
 ذلك من مصالحه 

 
 ) 302/ ص   3(ج    - روضة الطالبين وعمدة المفتين 

قاً أو منقطعاً إلا إذا كان لا يقع إلا �دراً ولا  لشرط الثاني كو�ا عاقلة فلا حضانة لمجنونة سواء كان جنو�ا مطب 
تطول مدته كيوم في سنين فلا يبطل الحق به كمرض يطرأ ويزول والمرض الذي لا يرجى زواله كالسل والفالج إن  
كان بحيث يؤلم أو يشغل الألم عن كفالته وتدبير أمره سقط حق الحضانة وإن كان تأثيره يعسر الحركة والتصرف  

 ضانة في حق من يباشرها بنفسه دون من يشير بالأمور ويباشرها غيره سقطت الح
 

 ) 214/ ص   8(ج    - أنوار البروق في أنواع الفروق  
أَنَّ أَسْبَابَ  نعِِهِ ) وَهُوَ  ( الْفَرْقُ الثَّالِثُ وَالخْمَْسُونَ وَالْمِائَـتَانِ بَينَْ قاَعِدَةِ أَسْبَابِ التـَّوَارُثِ ، وَقاَعِدَةِ شُرُوطِهِ وَمَوَا 

يَانهُُ لِمَا تَـقَدَّمَ أوََّلَ الْكِتَابِ فيِ الْفُرُوقِ  التـَّوَارُثِ هِيَ الثَّلاَثةَُ الْمُتـَقَدِّمَةُ أَعْنيِ الْقَراَبةََ وَالْوَلاَءَ وَالنِّكَاحَ بِالْمَعْنىَ الْمُتـَقَدِّمِ ب ـَ
الْعَدَمُ ، وَهَذِهِ الحْقَِيقَةُ قَدْ وُجِدَتْ فيِ    -وَلَوْ شَكًّا    -جُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ  أَنَّ ضَابِطَ السَّبَبِ مَا يَـلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُ 

اَ ثَلاَثةٌَ الْكُفْرُ وَالْقَتْلُ وَا  مَ  لرّقُِّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا تَـقَدَّ هَذِهِ الثَّلاَثةَِ الأَْسْبَابِ ، وَأمََّا مَوَانعُِهُ فَـغَالِبُ النَّاسِ عَلَى أَ�َّ
الْعَدَمُ ، وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ كَمَا لاَ   -أَيْ يقَِينًا   -أيَْضًا مِنْ أَنَّ ضَابِطَ الْمَانِعِ مَا يَـلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ 

بِ ، وَهَذِهِ الحْقَِيقَةُ قَدْ وُجِدَتْ فيِ هَذِهِ الثَّلاَثةَِ  يَـلْزَمُ مِنْ الشَّكِّ فيِ وُجُودِهِ الْعَدَمُ بَلْ يَترَتََّبُ الثُّـبُوتُ بنَِاءً عَلَى السَّبَ 
 الْمَوَانِعِ 

 
 )349/ ص    1(ج   - فتح الوهاب 

والاصل فيه آية (وابتلوا اليتامى) وآية * (فإن كان الذي  .باب الحجر هو لغة المنع وشرعا من التصرفات المالية 
الضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل  عليه الحق سفيها) وفسر الشافعي السفيه بالمبذر و 

 .بالمغلوب على عقله 
والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثه  

 .قدم بعضها وبعضها �تيفي ثلثي ماله، والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين ولها أبواب ت 
ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو الحجر (بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب العبارة) كعبارة المعاملة والدين  
كالبيع والاسلام (والولاية) كولاية النكاح والايصاء والايتام بخلاف الافعال، فيعتبر منها التملك باحتطاب ونحوه  

الاستيلاء ويثبت النسب بز�ه ويغرم ما أتلفه ويستمر سلبه ذلك (إلى إفاقة) منه فينفك بلا  والاتلاف فينفذ منه  
 فك قاض بلا خلاف، 

 
 ) 751/ ص   6(ج  - الحاوى الكبير  ـ  الماوردى 
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جمْاَعِ فاَلحَْجْرُ  فَصْلٌ : الْقَوْلُ فيِ أَسْبَابِ الحَْجْرِ فإَِذَا ثَـبَتَ اسْتِحْقَاقُ الحَْجْرِ بمِاَ ذكََرَْ� مِنْ دَليِلِ   الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْ
غَرِ . وَالثَّانيِ : حَجْرُ الجْنُُونِ . وَالثَّالِثُ    342مُسْتَحَقٌّ مِنْ ثمَاَنيَِةِ أَوْجُهٍ : الجزء السادس <   > أَحَدُهَا : حَجْرُ الصِّ

 : حَجْرُ الْمَرَضِ . وَالسَّادِسُ : حَجْرُ الرّدَِّةِ . وَالسَّابِعُ : حَجْرُ  : حَجْرُ السَّفَهِ . وَالرَّابِعُ : حَجْرُ الْفَلَسِ . وَالخْاَمِسُ 
قَسِمُ الحَْجْرُ أقسامه إِلىَ ثَلاَثةَِ أقَْسَامٍ : قِسْمٌ لاَ يَـثـْبُتُ  الحَْجْرُ بِهِ إِلاَّ بحُِكْمِ    الرّقِِّ . وَالثَّامِنُ : حَجْرُ الْكِتَابةَِ . وَيَـنـْ

غَرِ ، وَحَجْرُ الجْنُُونِ ،  حَاكِمٍ ، وَهُوَ حَ  يَـثـْبُتُ بِغَيرِْ حُكْمٍ ، وَهُوَ حَجْرُ الصِّ الْفَلَسِ وَحَجْرُ السَّفَهِ . وَقِسْمٌ  جْرُ 
رِ بِاعْتِبَارِ  امُ الحَْجْ وَحَجْرُ الْمَرَضِ ، وَحَجْرُ الرّقِِّ ، وَحَجْرُ الْكِتَابةَِ . وَقِسْمٌ مخُْتـَلَفٌ فِيهِ ، وَهُوَ حَجْرُ الرّدَِّةِ . أقَْسَ 

غَرِ وَالجْنُُونِ وَالسَّفَهِ  أثَرَهِِ ثمَُّ هِيَ أيَْضًا عَلَى ثَلاَثةَِ أقَْسَامٍ : قِسْمٌ يَـثـْبُتُ الحَْجْرُ فيِ حَقِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَجْ  رُ الصِّ
لَسِ وَالْمَرَضِ وَالرّدَِّةِ وَالرّقِِّ وَقِسْمٌ مُشْترَكٌَ بَينَْ حَقِّهِ وَحَقِّ  . وَقِسْمٌ يَـثـْبُتُ الحَْجْرُ فِيهِ فيِ حَقِّ غَيرْهِِ ، وَهُوَ حَجْرُ الْفَ 

 غَيرْهِِ ، وَهُوَ الْكِتَابةَُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْضِع 
 

 فيقع ) حج المجنون ( نفلا ) كحج الصبي غير المميز  ) (206/    6(  - أسنى المطالب شرح روض الطالب 
) ( فرع نكاح السفيه بلا إذن ) من وليه ( باطل ولو عضله  474/    14(  -لب شرح روض الطالب  أسنى المطا 

العنت وإلا   ينته إلى خوف  إذا لم  الرفعة هذا  ابن  قال  البيع ونحوه  السلطان ) كما في  الولي وتعذرت مراجعة 
 فالأصح صحة نكاحه . 

 
 ) 394/ ص   16(ج   - حاشية الجمل 

فيِ زَمَنِ جُنُونِ    عِبَارةََ ( وَجُنُونٌ ) وَلَوْ مُتـَقَطِّعًا لِذَلِكَ وَتَـغْلِيبًا لِزَمَنِ الجْنُُونِ الْمُتـَقَطِّعِ فَـيُـزَوّجُِ الأْبَْـعَدُ ( وَصِبَا ) لِسَلْبِهِ الْ 
غْمَاءِ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ  الأْقَـْرَبِ دُونَ إفاَقتَِهِ وَخَالَفَ فيِ الشَّرحِْ الصَّغِيرِ فَـقَالَ الأَْشْبَهُ أَنَّ الْمُتـَقَطِّعَ لاَ يُ  زيِلُ الْولاَِيةََ كَالإِْ

مَامُ  ا فَـهُوَ كَالْعَدَمِ كَمَا قاَلَهُ الإِْ فاَقَةِ جِدًّ  الإِْ
 ) 395- 394/ ص   16(ج   - حاشية الجمل 

رَ بَـعْدَ رُشْدِهِ ثمَُّ حُجِرَ عَلَيْهِ لأَِ  نَّهُ لنِـَقْصِهِ لاَ يلَِي أمَْرَ نَـفْسِهِ فَلاَ يلَِي أمَْرَ  ( وَحَجْرُ سَفَهٍ ) بِأنَْ بَـلَغَ غَيرَْ رَشِيدٍ أَوْ بَذَّ
ريَْـرَةَ وَرَجَّحَهُ الْقَاضِي مجَُلِّي وَابْنُ  غَيرْهِِ وَقَضِيَّةُ كَلاَمِ الشَّيْخِ أَبيِ حَامِدٍ وَغَيرْهِِ أنََّهُ لاَ يُـعْتَبرَُ الحَْجْرُ وَجَزَمَ بهِِ ابْنُ أَبيِ هُ 

اءِ لاَ لنِـَقْصٍ فِيهِ (  هُ السُّبْكِيُّ أمََّا حَجْرُ الْفَلَسِ فَلاَ يمَنَْعُ الْولاَِيةََ لِكَمَالِ نَظَرهِِ وَالحَْجْرُ عَلَيْهِ لحَِقِّ الْغُرَمَ الرفِّـْعَةِ وَاخْتَارَ 
هُمْ     أَحْوَالِ الأَْزْوَاجِ وَاخْتِلاَلُ نَظرٍَ ) بِهرََمٍ أَوْ غَيرْهِِ كَخَبَلٍ وكََثـْرَةِ إسْقَامٍ لِعَجْزهِِ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ   وَمَعْرفَِةِ الْكُفْءِ مِنـْ

 وَاقْتِصَاريِ عَلَى مَا ذكُِرَ أَوْلىَ مِنْ تَـقْيِيدِهِ بِهرََمٍ أَوْ خَبَلٍ 
 ) 254/ ص  11(ج  - وعميرة   -حاشيتا قليوبي 

فيِ حَالِ إفاَقتَِهِ وَإِذْنهِِ وكََالْمَجْنُونِ مخُْتَلُّ الْعَقْلِ وَمُغْمًى عَلَيْهِ    وَالْمُراَدُ بِالْمَجْنُونِ ، الْمُطْبِقِ جُنُونهُُ وَإِلاَّ فَلاَ يُـزَوَّجُ إلاَّ  
 أيَِسَ مِنْ إفاَقتَِهِ 

 
 )309/ ص   13(ج   - حاشية الجمل 

هَابِ م ر فيِ حَوَاشِي شَرحِْ الرَّوْضِ فيِ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ   الْعُقُودُ الجْاَئزَِةُ إذَا اقـْتَضَى فَسْخُهَا  وَعِبَارةَُ شَيْخِ الشُّيُوخِ الشِّ
َ عَلَيْهِ أَوْ يَـغْلِبَ  ضَرَراً عَلَى الآْخَرِ امْتـَنـَعَتْ وَصَارَتْ لاَزمَِةً ، وَلهِذََا قاَلَ النـَّوَوِيُّ للِْوَصِيِّ عَزْلُ نَـفْسِهِ إلاَّ أَنْ   يَـتـَعَينَّ

وَقَدْ  . بحُِرُوفِهِ .  مِنْ قاَضٍ أَوْ غَيرْهِِ قُـلْتُ وَيجَْريِ مِثـْلُهُ فيِ الشَّريِكِ وَالْمُقَارِضِ ا ه ـعَلَى ظنَِّهِ تَـلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلاَءِ ظاَلمٍِ 
غْمَاءِ ، وَلاَ بُـعْدَ فيِ الاِلْتِزاَمِ  سَاخِ بهِِ  بَلْ عَدَمُ الاِنْفِ   يَـقْتَضِي قَـوْلهُُ : وَصَارَتْ لاَزمَِةً مَنْعَ فَسْخِهَا بنَِحْوِ الجْنُُونِ وَالإِْ

 شَوْبرَيٌِّ . أَوْلىَ مِنْ عَدَمِهِ بِالْفَسْخِ فَـلْيُـتَأَمَّلْ ا هـ
 

 ) 329/ ص   16(ج   - حاشية الجمل 
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وَغَيرْهَِا ممَِّا َ�ْتيِ فيِ  بًا  (وَفيِ الْوَليِِّ اخْتِيَارٌ ) وَهُوَ مِنْ زَِ�دَتيِ ( وَفَـقْدُ مَانِعٍ ) مِنْ عَدَمِ ذكُُورةٍَ وَمِنْ إحْراَمٍ وَرقٍِّ وَصِ 
ثَى وَمحُْرمٍِ وَصَبيٍِّ وَمجَْنُونٍ وَغَيرِْ  هِمْ ممَِّنْ َ�ْتيِ مَعَ بَـعْضِهَا ثمََّ الشَّرحُْ(  مَوَانِعِ الْولاَِيةَِ فَلاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ مِنْ مُكْرَهٍ وَامْرَأةٍَ وَخُنـْ

انِعِ النِّكَاحِ ) الْغَيرُْ الَّذِي َ�ْتيِ غَيرُْ مَا ذكُِرَ هُنَا خمَْسَةٌ الجْنُُونُ وَالْفِسْقُ وَ حَجْرُ السَّفَهِ  قَـوْلهُُ : وَغَيرْهمِِاَ ممَِّا َ�ْتيِ فيِ مَوَ 
 وَاخْتِلاَلُ النَّظَرِ وَاخْتِلاَفُ الدِّينِ 

 
 ) 5561/ ص   2(ج   -الموسوعة الفقهية  

 أثر الجنون في عقود المعاوضة»  
في أنّ كلّ تصرّف قوليّ يصدر في حال الجنون فهو باطل ، فالمجنون لا تصحّ    لا خلاف بين الفقهاء  -  16

 عقوده لرجحان جانب الضّرر نظراً إلى سفهه ، وقلّة مبالاته ، وعدم قصده المصالح. 
 أثر الجنون في التّبرعّات»  -«ح  
الولا�ت ، واعتبار الأقوال ،  سبق بيان أنّ التّصرفّات القوليّة لا تصحّ من المجنون ، لأنّ بالجنون تسلب   -  17

فلا تصحّ هبته ولا صدقته ، ولا وقفه ، ولا وصيّته ، وما إلى ذلك ، لأنّ التّصرفّات يشترط فيها كمال العقل ،  
 والمجنون مسلوب العقل أو مختلّه ، وعديم التّمييز والأهليّة ، وهذا بإجماع الفقهاء. 

 
 ) 192/ ص    8(ج    -الموسوعة الفقهية الكويتية  

 أمّا تصرفّاته الماليّة ، ففيها تفصيل على النّحو الآتي : 
تصرفّات �فعة له نفعاً محضاً ، وهي الّتي يترتّب عليها دخول شيءٍ في ملكه من غير مقابلٍ ، مثل قبول    -  1  -

خير على  الهبة والصّدقة والوصيّة والوقف ، وهذه تصحّ منه ، دون توقّفٍ على إجازة الوليّ أو الوصيّ ، لأّ�ا  
 كلّ حالٍ . 

تصرفّات ضارةّ بالصّغير ضرراً محضاً ، وهي الّتي يترتّب عليها خروج شيءٍ من ملكه من غير مقابلٍ ،    -  2  -
كالهبة والصّدقة والوقف وسائر التّبرعّات والطّلاق والكفالة بالدّين ، وهذه لا تصحّ منه ، بل تقع باطلةً ، ولا  

 أو الوصيّ ، لأّ�ما لا يملكان مباشرتها في حقّ الصّغير فلا يملكان إجازتها .  تنعقد ، حتىّ ولو أجازها الوليّ 
تصرفّات دائرة بين النّفع والضّرر بحسب أصل وضعها ، كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات الماليّة ،    -  3  -

 وهذه يختلف الفقهاء فيها 
 

SYARAT ORANG GILA DINIKAHKAN 
 

 ) 68/ ص   2(ج    -فتح الوهاب 
فصل في تزويج المحجور عليه (لا يزوج مجنون إلا كبير لحاجة) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه، 

يزوج (واحدة)   - حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك، أو يتوقع الشفاء به بقول عدلين من الاطباء (ف)  
ون سائر لاندفاع الحاجة بها، وفي التقييد بالواحدة بحث للاسنوي ويزوجه أب ثم جد ثم حاكم د 

وتقدم أنه يلزم الاب تزويج مجنون محتاج للنكاح، فعلم أنه لا يزوج مجنون .العصبات،كولاية المال
كبير غير محتاج لا صغير، لانه غير محتاج إليه في الحال، وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الامر 

البلوغ ولا مجال لحاجة ت إليه بعد  الظاهر حاجته  إذ  العاقل،  الصغير  فإن .عهده وخدمتهبخلاف 
للاجنبيات أن يقمن بهما، وقضية هذا أن ذلك في صغير لم يظهر على عورات النساء، أما غيره 

(ولاب) وإن علا لا غيره لكمال شفقته .قاله الزركشي.فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة
لحة وغبطة تظهر  (تزويج صغير عاقل أكثر) منها، ولو أربعا لمصلحة إذ قد يكون في ذلك مص
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للولي فلا يزوج ممسوح (و) تزويج (مجنونة) ولو صغيرة وثيبا (لمصلحة) في تزويجها، ولو بلا حاجة 
وتقدم أنه يلزم الاب .إليه بخلاف المجنون كما مر، لان التزويج يفيدها المهر والنفقة، ويغرم المجنون 

، فيها بالمصلحة من ز�دتي (فإن فقد) تزويج مجنونة محتاجة، والتقييد بالاب في الاولى مع التصريح
أي الاب (زوجها حاكم) كما يلي ما لها لكن بمراجعة أقاربها ندبا تطييبا لقلوبهم، ولا�م أعرف 
بمصلحتها (إن بلغت واحتاجت) للنكاح كأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يتوقع الشفاء بقول 

دم حاجتها ولا بعد بلوغها لمصلحة من كفاية عدلين من الاطباء، فعلم أنه لا يزوجها في صغرها لع 
 نفقة وغيرها، وقد يقال قد تحتاج إلى الخدمة ولم تندفع حاجتها بغير الزوج فيزوجها لذ

 
GANGUAN JIWA MENYEBABKAN FASAKH(GUGAT CERAI) 

 
 )109/ ص    1(ج    -فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي  

عيوب) أحدها (بالجنون) سواء أطبق أو تقطع قبل العلاج أو لا (وترد المرأة) أي الزوجة (بخمسة  
 فخرج الإغماء، فلا يثبت به الخيار في فسخ النكاح، ولو دام خلافاً للمتولي 

 
 )109/ ص    1(ج    -فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي  

و) بوجود (ويرد الرجل أيضاً) أي الزوج (بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص) وسبق معناها (
(الجبّ) وهو قطع الذكر كله أو بعضه، والباقي منه دون الحشفة فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار 
(و) بوجود (العنة) وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف 

الزوجان بالتراضي    في قلبه أو آلته، ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد
 بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره لكن ظاهر النصّ خلافه 

) وسيأتي توقف نكاح السفيه على إذن الولي ومنه 214/    28(  - تحفة المحتاج في شرح المنهاج  
 الوصي

 
 )245/    4(   -فقه حنفية تبيين الحقائق  

( تنبيه ) وما في خلاصة الفتاوى وغيرها لو شهدوا أ�م رأوه حج أو تهيأ للإحرام ولبى وشهد 
المناسك كلها مع المسلمين كان إسلاما لا ينافي ما ذكر� بقليل تأمل ، وإذا فظهر أن الإسلام كما 
هو من شروط الوجوب فهو أيضا من شروط الصحة غايته أنه من شروط الوجوب عند مشايخنا 
البخاريين ومن شروط الصحة عند عامة المشايخ هذا فاعلم أن مقتضى القياس أن يكون التمييز  
والعقل من شروط الصحة أيضا لكن ثبت في صحيح مسلم وغيره أن { امرأة رفعت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر } فلا جرم إن قال مشايخنا 

 بصحة حجة الصبي ولو كان غير مميز وكذا بصحة حج المجنون ويحرم عنهما الأب يعني رحمهم الله
ومن بمثابته وكأن دليلهم على جواز حج المجنون ، وإن لم يرد فيه نص فيما أعلم دلالة النص غير 
أن الشافعية شرطت في وقوعه عن حجة الإسلام إفاقته عند الأركان غير مشترطين ذلك في وقوعه 

عا ولم أقف لمشايخنا على التعرض لصحة حجه حجة الإسلام لا بنفي ولا بإثبات لا مع هذا تطو 
الاشتراط ولا بدونه إلا أنه فيما يظهر لو قال قائل بأنه إن كان مفيقا عند التلبس بالإحرام فأحرم 

فاضة بحجة الإسلام عاقلا ثم عرض له الجنون ففعل به ما على الحاج من الوقوف بعرفة وطواف الإ
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ونحو ذلك فمقتضى قواعد� أنه يقع عن حجة الإسلام ، وإن لم يفق بعد ذلك ولو بسنين وإلا 
 فلا لم يكن بعيدا فأمعن النظر فيه ا هـ
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MATERI KOMISI BAHTSUL MASAIL 

QONUNIYAH MUNAS NU 2021 

 

1. TELAAH UU NO. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama 

 

A. Deskripsi Masalah  

Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering 
digunakan untuk menjerat beberapa kasus penodaan agama. Delik penodaan 
agama yang kerap disebut penistaan agama yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 156 huruf a KUHP ini sesungguhnya bersumber dari Pasal 4 
UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) yang berbunyi: ”Dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di 
muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada 
pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap 
suatu agama yang dianut di Indonesia.” 

 

Secara historis, Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang kemudian 
ditetapkan menjadi UU No. 5/1969, berdasarkan Ketetapan MPRS No. 
XIX/MPRS/1965,UU No. 5/1969, PNPS 1/1965 kemudian dinamakan UU No. 
1/PNPS/1965 ini dibentuk dalam keadaan darurat untuk menertibkan aliran-
aliran yang menjadi ancaman revolusi. 

 

Dalam pelaksanaannya undang-undang ini sering menimbulkan kontroversi di 
masyarakat. Bagi sebagian pihak, undang-undang ini dijadikan dasar  untuk 
menetapkan suatu aliran atau paham keagamaan telah menodai suatu agama 
sehingga perlu dibubarkan dan dilarang. Di pihak lain, undang-undang ini 
dianggap dapat menghalangi kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-
undang. Hal ini disebabkan oleh pandangan mereka bahwa istilah kebebasan 
beragama di dalam berbagai dokumen hak asasi manusia tidaklah berdiri 
sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lain, yaitu kebebasan 
berpikir dan berkesadaran atau berhati-nurani. 
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Menurut kelompok kedua ini, hak kebebasan beragama bersifat mutlak dan 
itu termasuk hak  non-derogable. Artinya, hak yang tidak bisa ditangguhkan 
pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Hak beragama dan 
berkepercayaan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Tidak 
seorang pun dapat menghalangi kebebasan seseorang untuk memilih agama 
dan meyakininya, termasuk menafsirkan ajarannya, tidak juga negara. Negara 
hanya dapat mengatur agar semua umat beragama, tanpa ada perbedaan, 
dapat berinteraksi secara rukun, damai dan harmonis. Negara cukup menjaga 
agar tidak seorang pun menjadikan agama atau memanfaatkannya untuk 
memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain atau makhluk lain, serta 
merusak alam. Namun, UU No 1 Tahun 1965 tersebut alih-alih menjadi alat 
perlindungan bagi kelompok agama (mayoritas), yang terjadi malah 
sebaliknya. UU itu tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya kebebasan 
beragama seperti diamanatkan dalam konstitusi. UU tersebut malah menjadi 
alat pembenaran bagi perilaku penodaan dan bahkan tindakan kekerasan dan 
penistaan terhadap kelompok agama tertentu. UU itu menurut mereka 
banyak dipakai untuk mendiskreditkan kelompok yang memiliki pemahaman 
berbeda dengan mainstream. Untuk kelompok ini mengajukan yudicial review 
kepada Mahkamah Konstitusi. 

Judicial review (uji material) terhadap ketentuan pasal ini telah bebarapa kali 
dilakukan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan 
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), Pasal 38I ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 
Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
140/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 menolak 
permohonan tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat, UU 
Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak 
bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam UUD 
1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi sependapat dengan mantan 
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan; pertama, UU 
Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang tentang kebebasan 
beragama sebagai hak asasi manusia melainkan Undang-Undang tentang 
larangan penodaan terhadap agama. Kedua, UU Pencegahan Penodaan 
Agama  lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan 
terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa 
agamanya dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika 
masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang 
sudah ada (UU Pencegahan Penodaan Agama). Di samping itu, substansi Pasal 
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1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang 
kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang 
pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama 
atau penghinaan terhadap agama (blasphemy ataudefamation of religion) 
juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. 
Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta 
merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan forum externum terhadap  
forum internum seseorang atas kebebasan beragama. 

Adapun terkait dengan penafsiran sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 
Undang-Undang No1/PNPS/Tahun 1965, menurut Mahkamah Konstitusi, 
penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan 
berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu 
hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi 
kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran 
agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, 
namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok 
ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran 
agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga 
kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak 
atau absolut. 

Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para 
penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang 
bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan 
ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. 
Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan dapat 
dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR 
(International Covenant on Civil and Political Right) yang menyatakan, 
“Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such 
limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, 
order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of 
others.”Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan dalam 
hal ekspresi keagamaan (forum externum) yang terkandung dalam Pasal 1 dan 
Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 
maupun standar internasional yang berlaku. 

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menafsirkan tentang apa yang 
dimaksud dengan  penodaan agama dikarenakan undang-undang ini tidak 
secara jelas memuat  pengertian tentang apa yang dimaksud dengan 
penodaan agama. Dalam pasal 1 Undang-Undang No1/PNPS/Tahun 1965 
hanya menyebutkan bahwa: “setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka 
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umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, 
untuk melakukanpenafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia 
atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-
kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” 

Selain itu, pertimbangan hukum MK menyatakan bahwa disparitas atau 
perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh dalam putusan 
pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk 
inkonsistensi multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan 
hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran menurut 
kasusnya masing-masing. Bila UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, 
Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama dicabut, maka akan membawa 
konsekwensi ke-vakum-an hukum, sehingga dapat menimbulkan akibat sosial 
yang luas.  

Apabila ditelusuri, yang dilarang dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 adalah 
penafsiran atau kegiatan agama yang menyimpang. Sementara Pasal 4 UU No. 
1/PNPS/1965 (Pasal 156 huruf a KUHP) melarang permusuhan, 
penyalahgunaan atau penodaan agama. Dalam kasus Lia Eden misalnya, 
majelis hakim menyatakan yang bersangkutan terbukti melakukan penodaan 
agama dan melanggar Pasal 156 huruf a KUHP karena telah melakukan 
penyebaran paham agama yang dianggap menyimpang. 

Tindakan demikian seharusnya dijerat Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, 
bukan Pasal 156 huruf a KUHP. Lebih jauh lagi, penjatuhan sanksi terhadap 
pelanggaran Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tidak dapat dilakukan tanpa 
terlebih dahulu dilakukan peringatan atau pembubaran sebagaimana diatur 
dalam pasal 2 undang-undang ini. 

Pada praktiknya, ketidakpastian proses hukum kembali terlihat ketika dalam 
satu kasus pelaku diberikan peringatan terlebih dahulu, sementara dalam 
kasus lain proses hukum terhadap pelaku langsung dilakukan. Selain itu, UU 
ini sering digunakan atau disalahgunakan untuk menuduh seseorang atau 
kelompok masyarakat telah melakukan penodaan agama hanya karena 
penafsiran atau pengamalan agamanya berbeda dengan kelompok yang 
menuduhnya. 

Sebenarnya, dalam Putusan No. 140/PUU-VII2009, MK telah menyatakan 
perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam 
lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki 
unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan 
kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak 
memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan 
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isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak 
konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama 
tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat 
membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk 
memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk 
Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal. 
Sayangnya, rekomendasi MK untuk merevisi UU ini belum direspon baik oleh 
pemerintah maupun legislatif. Oleh karena itulah, maka pembahasan tentang  
tentang  “UU Penistaan/Penodaan Agama menjadi amat penting dilakukan 
untuk dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya masalah tersebut.  

B. Pokok-Pokok Masalah 
 

Pasal 1 UU Nomor 1/PnPs/1965 mengatur tentang penafsiran, bahwa; setiap 
orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau 
mengusahakan dukungan umum; melakukan penafsiran tentang sesuatu 
agama yang dianut di Indonesia; atau melakukan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; 
penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu. 

Pasal 4 UU Nomor 1/PnPs/1965 Pasal 156a KUHP menyebutkan bahwa 
dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun ’barangsiapa dengan sengaja 
di muka umum mengeluarkan perasaan; atau melakukan perbuatan; a) yang 
pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar 
supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke 
Tuhanan Yang Maha Esa’. 

Dari penggambaran dua pasal tersebut di atas, Pasal 1 mengatur perbuatan 
yang terkait PENAFSIRAN, sementara Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP mengatur 
perbuatan terkait dengan PERMUSUHAN, PENYALAHGUNAAN atau 
PENODAAN agama dan PERBUATAN yang dimaksudkan agar orang tidak 
menganut agama apapun yang bersendikan KE TUHANAN YANG MAHA ESA. 

Beberapa persoalan mendasar yang kemudian muncul dari rumusan pasal 
tersebut adalah : 

1. Apa yang dimaksud dengan penodaan agama?  
2. Apakah itu pokok-pokok agama?  
3. Apa yang dimaksud dengan penafsiran, dan kegiatan yang menyimpang 

dari pokok-pokok agama?  
4. Siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan penodaan agama telah 

terjadi mengingat masing-masing ahli agama boleh jadi berbeda 
pendapat? 
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C. Jawaban/Rekomendasi: 
 

• Dalam Islam penodaan terhadap agama sama halnya dengan penghinaan 
agama. Istilah penghinaan agama dikenal dengan sabb ad-diin  الدین  سب 
atau at-tha’nu fi ad-diin. Penghinaan itu meliputi penghinaan .الاستھزاء بالدین 
atau al-istihza bi ad-diin   ي

الدینالطعن �ف  terhadap sumber hukum Islam, yaitu 
Al-Quran dan Hadits serta menyelisihi dan berpaling dari hukum yang ada 
pada keduanya, penghinaan terhadap Allah dan Rasul- Nya.  

• Dalam Islam, penghinaan terhadap agama bertentangan dengan syariat, 
bahkan perbuatan itu merupakan kemurtadan jika perbuatan itu muncul 
dari seorang muslim. Allah Swt berfirman: 

اَ كُنّا نخَوُضُ وَنَـلْعَبُ قُلْ أَبِالِله وَءَاَ�تِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتـَهْزِ  } لاَتَـعْتَذِرُوا قَدْ 65ءُونَ { وَلئَِن سَألَْتـَهُمْ لَيـَقُولُنَّ إِنمَّ
مُْ كَانوُا مجُْرمِِينَ { كَفَرْ  نكُمْ نُـعَذِّبْ طاَئفَِةً بِأَ�َّ  }66تمُ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ إِن نَّـعْفُ عَن طاَئِفَةٍ مِّ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka 
lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, ‘Sesungguhnya kami 
hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.’ Katakanlah, ‘Apakah 
dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?’ 
Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika 
Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya 
Kami akan mengadzab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah 
orang-orang yang selalu berbuat dosa” (QS at-Taubah [9]: 65–66). 

• Tentang yang dikategorikan sebagai pokok-pokok agama adalah 
Keagungan Tuhan, firman Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan; atau Kitab suci, 
nabi/rasul, sahabat nabi/rasul atau sebutan lain sesuai dengan ajaran 
agama yang dianut, ibadah/ritual keagamaan, dan tokoh-tokoh 
suci/spiritual yang dihormati; Hari Raya Keagamaan; Atribut dan simbol-
simbol keagamaan. Dalam kitab Sullamut Taufiq halaman 4 dijelaskan:  

ان كل اعتقاد او فعل او قول يدل علي استهانة او استخفاف بالله او كتبه رسله او ملائكته او شعائره او  
 معالم دينه او احكامه او وعده او وعيجه كفر 

 

Sesungguhnya setiap keyakinan, perbuatan atau ucapan yang 
menunjukkan pada penghinaan atau meremehkan kepada Allah, kitab-
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kitab, rasul-rasul, malaikat, syiar-syiar, ajaran agama, hukum-hukum, janji 
atau ancaman-Nya itu dapat menyebabkan kekufuran.  

Dalam Raudlotuth Tholibin, X/64 dijelaskan: 

ة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أو كذبه أو جحد  الرسل أو أنكر نبو   وكذا من جحد جواز بعثة
آية من القرآن مجمعا عليها أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أ�ا منه أو سب نبيا أو استخف به أو استحل  

 محرما بالإجماع كالخمر واللواط أو حرم حلالا بالإجماع 

 

Begitu pula orang yang ingkar atas kebolehan terutusanya para Rasul, 
mengingkari kenabian para Nabi, mendustakannya, ingkar pada ayat al-
Qur'an yang disepakati, menambahi kalimat dalam al-Quran dan meyakini 
itu bagian dari kalimat al-Quran, mencaci Nabi, meremehkannya, 
menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh ijma' seperti khamr dan 
sodomi, atau mengharamkan sesuatu yang halal oleh ijma'. 

• Terkait kasus penafsiran menyimpang dari pokok-pokok agama jika tidak 
disampaikan di muka umum tidak menjadi soal. Tetapi jika disampaikan di 
muka umum maka ia dapat diproses dengan cara melalui proses 
admnistrasi, tabayun, peringatan, sebelum dibawa ke pengadilan. Akan 
tetapi kalau penodaan agama itu masuk delik kriminal yang dapat langsung 
dibawa ke pengadilan.  

• Kasus penodaan juga perlu menegaskan faktor kesengajaan dan nyata 
(menstrea/niat buruk). Hal ini penting karena ketika terjadi kasus 
penodaan agama yang menyangkut agama lain. 

• Sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PnPs/1965, bahwa otoritas 
yang menentukan pokok-pokok agama adalah Kementerian Agama atau 
Hakim. Dalam hal ini, Kementerian Agama dapat berkonsultasi kepada 
majelis agama dan ormas-ormas keagamaan yang bersangkutan sebagai 
keterangan. Karena keputusan hakim akan menghilangkan perbedaan, 
sebagaimana Kaidah Fiqhiyah menyebutkan: 

 الحاكم إلزام ويرفع الخلاف حكم 

Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan silang pendapat. 

Imam al-Qorafi berikut kaidah berikut dengan penjelasan berikut: 
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 اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم  

Ketahuilah, Sesungguhnya keputusan pemerintah dalam masalah 
ijtihadiyah dapat menghilangkan perbedaan pendapat dan orang lain yang 
berbeda dengan meminta ruju 'dari mazhabnya dengan mengambil 
mazhab pemerintah dan fatwanya berubah setelah ketetapan pemerintah. 

 

{وحاصل أكثر تلك العبارات يرجح الى أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف  
بالله أو كتبه أو أنبيائه أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر} خبر  

ريم ان لم  إنّ ان قصد قائل ذلك الإستخفاف او الإستهزاء بذلك {أو معصية} محرمة شديدة التح
 ) 57, ص. 1اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى, ج  (  يقصد ذلك 

{و} منها {الإستهانة بما عظم الله} سبحانه وتعالى {والتصغير بما عظم الله جل وعلا من طاعة وإن قلت  
{قرآن} أو من أمره  {او} شيء من    – الى أن قال    – فربما كان فيها رضاه {او معصية} وان صغرت  

أو �يه أو وعده أو وعيده {او} بشيء من {علم} شرعي وآلته {او جنة او �ر} وكل ذلك من  
المعاصى الموبقات والخبائث المهلكات بل بعضها إذا قصد به الإستهزاء يجر الى الكفر والعياذ بالله  

 ) 56, ص. 2لشافعى, ج اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل ا من ذلك اهـ. (
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2. PAJAK KARBON DALAM RUU KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN 
(KUP) 

 

A. Deskripsi Masalah 
Perubahan iklim menjadi topik hangat dan penting diperbincangkan 

negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Hal tersebut lantaran peningkatan 
populasi dunia yang pesat ditambah pertumbuhan industri yang terus 
berlanjut menimbulkan masalah pelik bagi lingkungan, terutama efek gas 
rumah kaca. 

 Merespon masalah tersebut, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah 
membuat Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim atau The United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Rio de 
Janeiro pada 1992. Tujuan utama dari UNFCCC ini yaitu menstabilkan tingkat 
konsentrasi efek gas rumah kaca di atmosfer, dengan mencegah perilaku 
manusia yang berbahaya bagi iklim sekaligus berkomitmen menurunkan 
tingkat emisi sebanyak 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030 dengan 
kerja sama internasional yang dituangkan dalam dokumen Nationally 
Determined Contributions (NDC) sesuai dengan Persetujuan Paris. Sebagai 
bagian dari UNFCCC, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan ketahanan 
terhadap dampak perubahan iklim. 

 Dari sekian banyak ide yang digagas, pajak dan perdagangan karbon 
digadang-gadang menjadi salah satu solusi menanggulangi permasalahan 
iklim tersebut, baik pada skala lokal maupun global. Indonesia sebagai salah 
satu kontributor emisi karbon terbesar, memiliki peran yang fundamental 
dalam gerakan pengurangan emisi karbon dan mitigasi pemanasan global. 
Untuk merealisasikan peran tersebut, Pemerintah telah mengajukan 
Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) ke Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang di dalamnya terdapat klausul soal pajak karbon 
yang tertuang dalam Pasal 44G RUU KUP.  

 Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil. 
Sederhananya, penerapan pajak karbon akan mengenakan pajak dari 
penggunaan bahan bakar ini. Pajak ini bertujuan dan merupakan komitmen 
pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca 
lainnya sebagai upaya untuk mengatasi pemanasan global. 

 Namun rencana penerapan pajak karbon dalam RUU KUP menuai pro dan 
kontra di masyarakat. Dukungan terhadap penerapan pajak karbon datang 
dari berbagai pihak seperti anggota DPR, akademisi dan organisasi 
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masyarakat sipil. Mereka setuju dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk 
menerapkan pajak karbon karena dapat mengurangi dampak emisi CO2 dan 
diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim dengan tetap meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan secara bersamaan dapat 
melestarikan lingkungan.  

 Di sisi lain juga terdapat penolakan terhadap rencana pungutan pajak 
karbon yang datang khususnya dari kelompok pengusaha karena dinilai 
penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi menimbulkan dampak 
negatif yang sangat signifikan dan sistemik terutama bagi kestabilan 
perekonomian Indonesia, neraca perdagangan, dan pendapatan negara. 
Pajak karbon juga akan membuat penambahan beban biaya bagi perusahaan 
yang membuat industri semakin tertekan, pada akhirnya akan menaikkan 
harga barang dan jasa serta memperburuk iklim usaha, memperlemah daya 
saing industri, dan meningkatkan laju produk impor ke Indonesia. Selain itu, 
pungutan pajak karbon dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk tetap 
menggunakan bahan bakar fosil karena mereka sudah membayar pajak 
karbon. Padahal, penggunaan bakar fosil Indonesia masih sangat tinggi. 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi 
Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 
kuartal II- 2020, bauran EBT nasional baru mencapai 10,9%, naik tipis dari 
capaian hingga akhir 2019 yang sebesar 9,1%.  

 Selain pajak, pemerintah juga telah merancang penerapan perdagangan 
karbon. Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli sertifikat yang 
diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dari kegiatan 
mitigasi perubahan iklim. Perdagangan karbon (carbon trading) tidak jauh 
berbeda dengan transaksi jual beli yang dilakukan di pasar konvensional, yang 
berbeda adalah komoditas yang diperjualbelikan, yaitu emisi karbon. Pembeli 
emisi karbon biasanya negara maju dan industri besar, sementara penjualnya 
adalah negara berkembang dengan hutan yang luas sebagai penyerap karbon 
dioksida sebagai penjual sertifikat. Hutan menjadi sasaran utama karena 
fungsinya sebagai penyerap karbon dioksida. Melalui hutan lindungnya yang 
tersebar dari Sabang hingga Merauke, Indoneia merupakan salah satu negara 
penjual emisi karbon yang aktif. Emisi karbon yang bisa 
diperdagangkan adalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrat oksida 
(N2O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfur 
heksafluorida (SF6). 

 Pajak dan perdagangan karbon merupakan hal baru, sehingga perlu 
dirumuskan secara matang dalam penerapannya. Terdapat beberapa hal yang 
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harus diperhatikan di antaranya: menentukan bentuk/obyek pajak karbon 
yang akan dikenakan, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia dalam 
proses pencatatan dan pengenaan pajak karbon, dan siapa yang akan subjek 
pajak karbon. 

A. Pokok-Pokok Masalah: 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(RUU KUP) ini memuat 5 (lima) kelompok materi utama (klaster) yang masing-
masing di dalamnya berisi pengaturan-pengaturan yang menjadi inti dari 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu berkaitan dengan: Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan; Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai; 
Cukai; dan Pajak Karbon. 

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;  
 

Pada klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengatur 
mengenai: 

a. Asistensi penagihan pajak global berupa pemberian bantuan penagihan 
aktif kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan 
pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara resiprokal (Pasal 20A). 

b. Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum dalam bentuk 
pembatalan sanksi 100% oleh Pemerintah apabila Putusan Mahkamah 
Agung atas sengketa pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak dan 
pengenaan sanksi 100% kepada Wajib Pajak apabila putusan Mahkamah 
Agung atas sengketa pajak dimenangkan oleh Pemerintah (Pasal 27). 

c. Mutual Agreement Procedures (MAP) antara otoritas 17 of 26 pajak 
Indonesia dan negara mitra tetap dapat ditindaklanjuti walaupun 
terdapat Putusan Banding dan Peninjauan kembali, sepanjang obyek 
yang diajukan MAP tidak diajukan banding atau peninjauan kembali 
oleh Wajib Pajak (Pasal 27C). 

d. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, dan Pajak Transaksi 
Elektronik (PTE). Hal ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan 
transaksi ekonomi, sehingga Pemerintah dapat menunjuk pihak lain 
(seperti penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai 
pemotong/pemungut pajakatas transaksi yang melalui/melibatkan 
pihak lain tersebut (Pasal 32A).  

e. Program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Program ini mengatur 
pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau 
mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara 
sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan 
pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh 
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peserta program Pengampunan Pajak dan pembayaran Pajak 
Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan 
dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2019 
(Pasal 37B – Pasal 37I). 

f. Penegakan penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan 
ultimum remedium melalui pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak 
untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi 
walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan 
(Pasal 44A dan Pasal 44B).  

 

2. Pajak Penghasilan 
Pada klaster Pajak Penghasilan, mengatur mengenai:  

a. Pengaturan kembali natura (fringe benefit) dimana pemberian natura 
menjadi penghasilan bagi penerima serta 18 of 26 perubahan tarif dan 
bracket Pajak Penghasilan orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan 
kena pajak di atas Rp5 miliar agar lebih mencerminkan keadilan (Pasal 
17). 

b. Instrumen pencegahan penghindaran pajak (GAAR) dengan 
memberikan landasan bagi Pemerintah untuk melakukan koreksi yang 
diindikasikan dapat mengurangi, menghindari, dan/atau menunda 
pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 
18).  

c. Penyesuaian insentif WP UKM dengan omzet maksimal Rp50 miliar 
mengingat insentif UMKM telah diatur dalam PPh Final UMKM (Pasal 
31E). Hal lain yang diatur berupa penerapan Alternative Minimum Tax 
yaitu pengenaan tarif pajak tertentu dari omzet bagi Wajib Pajak Badan 
yang menyatakan rugi tetapi dapat tetap terus beroperasi (Pasal 31F).  

 

3. Pajak Pertambahan Nilai 
Dalam klaster Pajak Pertambahan Nilai mengatur mengenai: 

a. Perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pengurangan 
atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan 
dan tepat sasaran (Pasal 4A dan Pasal 16B). Kebijakan ini dilaksananakan 
dengan cara: a. Seluruh barang dan jasa dikenai PPN, kecuali: 1. Sudah 
menjadi objek PDRD (restoran, hotel, parkir, hiburan); 2. Uang, emas 
batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga; 3. Jasa 
pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain; dan 4. Jasa 
penceramah keagamaan. b. Fasilitas tidak dipungut PPN atas BKP/JKP 
tertentu: 19 of 26 1. Mendorong ekspor (di dalam dan di luar kawasan 
tertentu) dan hilirisasi SDA; 2. Fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP 
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strategis diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut 3. Kelaziman dan 
perjanjian internasional. c. Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi 
masyarakat banyak (barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa 
Kesehatan) dikenakan PPN dengan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif 
normal atau dapat tidak dipungut PPN serta bagi masyarakat yang tidak 
mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi. 

b. Kebijakan pengenaan multi tarif PPN agar mencerminkan keadilan bagi 
Wajib Pajak di mana tarif umum dinaikkan dari 10% menjadi 12% dan 
diperkenalkan range tarif dari 5% s.d. 25% (Pasal 7 dan Pasal 7A).  

c. Mengatur kemudahan dan kesederhanaan PPN yaitu penerapan “PPN 
final” sebagai penyederhanaan pengenaan PPN untuk BKP/JKP tertentu, 
dengan tarif tertentunyang dihitung dari perdaran usaha (dengan 
besaran lebih rendah dari 5%) (Pasal 8A dan Pasal 9A). 30. 

  

4. Cukai 
Klaster keempat berkaitan dengan cukai yang mengatur penetapan obyek 
cukai yaitu penambahan obyek cukai berupa produk plastik (Pasal 4).  

 

5. Pajak Karbon 
Klaster kelima mengatur mengenai pengenaan pajak karbon/lingkungan 
yaitu pengenaan pajak karbon untuk memulihkan lingkungan dengan tarif 
sebesar Rp75/Kg CO2e (karbon dioksida ekuivalen) (Pasal Baru).  

Dalam RUU KUP, pajak karbon diatur pada Pasal 44G yang memuat sebagai 
berikut: 

1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak 
negatif bagi lingkungan hidup.  

2) Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau Badan yang membeli 
barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang 
menghasilkan emisi karbon.  

3) Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon 
atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu 
pada periode tertentu.  

4) Saat terutang pajak karbon: a. pada saat pembelian barang yang 
mengandung karbon; b. pada akhir periode tertentu dari aktivitas 
menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau c. saat lain, 
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

5) Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp75,00 (tujuh 
puluh lima rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau 
satuan yang setara.  
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6) Ketentuan mengenai: a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5); b. perubahan tarif pajak karbon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5); dan/atau c. penambahan objek pajak yang 
dikenai pajak karbon selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  

7) Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian 
perubahan iklim.  

8) Ketentuan mengenai: a. subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2); b. tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran 
atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon; 
dan c. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian 
perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, setelah berkoordinasi dengan 
kementerian/lembaga terkait.  

9) Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

 
Pertanyaan: 

1. Bagaimana pandangan fiqih tentang pajak dan perdagangan karbon? 
2. Bagaimana efektifitas aturan pajak dan perdagangan karbon dalam 

mengatasi dampak perubahan iklim dan kemasukan negara? 
3. Bagaimana dampak pajak karbon bagi perusahaan dan masyarakat yang 

akan menjadi obyek pajak? 

 

B. Rekomendasi: 
1. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, masalah lingkungan hidup bukan lagi hanya 

merupakan masalah politis atau ekonomis saja, melainkan juga menjadi masalah 
teologis (diniyah), mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup juga 
memberi ancaman terhadap kepentingan ritual agama dan kehidupan umat 
manusia. Karena itu, usaha pelestarian lingkungan hidup harus dipandang dan 
disikapi sebagai salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh umat 
manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Sebaliknya, setiap 
tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup harus dikategorikan 
sebagai perbuatan maksiat (munkar) yang diancam dengan hukuman. 

2. Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air 
dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan adalah haram dan 
termasuk perbuatan kriminal (jinayat) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib 
diganti oleh pencemar. 

 

فَعَةٍ    لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ عِبَارةٌَ   راَرِ عَلَى إنِْسَانٍ فِيْمَا تحَْتَ يَدِهِ مِنْ مِلْكٍ وَمَنـْ وَالْمَعْنىَ لاَ يُـبَاحُ إِدْخَالُ الضِّ
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 غَالبًِا وَلاَ يجَُوْزُ  لأَِحَدٍ أَنْ يُضِرَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ  
 Ungkapan “la dharara wala dhirara”, maksudnya adalah secara umum tidak boleh 

melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada 
dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak 
boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.47   

 “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan 
memperbaikinya. (QS. al-A’raf: 56) 

السَّدَادِ ثمَُّ   يَةً عَلَى يَـنـْهَى تـَعَالىَ عَنِ اْلإِفْسَادِ فيِ اْلأَرْضِ وَمَا أَضَرَّهُ بَـعْدَ اْلإِصْلاَحِ فإَِنَّهُ إِذَا كَانَتِ اْلأمُُوْرُ مَاشِ 
 قَعَ اْلإِفْسَادُ بَـعْدَ ذَلِكَ كَانَ أَضَرَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعِبَادِ  وَ 

 Artinya: “Allah Ta’ala melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya adalah 
perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara  
benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling 
membahayakan bagi manusia.”48 

ائمِِ ثمَُّ يَـغْتَسِلُ مِنْهُ    وَلاَ يَـبُـوْلَنَّ أَحَدكُُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّ
 Artinya: “Dari Nabi Saw. ia bersabda: “Janganlah salah seorang di antara kamu 

kencing di air yang diam (tidak mengalir), kemudian mandi darinya.”49  

 Berhubung pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak 
ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya, maka ia termasuk dalam kategori 
jarimah ta’zir sehingga penetapan hukumnya diserahkan kepada ulil amri dengan 
memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan. 

3. Muktamar Nahdlatul Ulama ke 29 tahun 1994 di Cipasung Jawa Barat juga telah 
memutuskan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun 
tanah, apabila menimbulkan dharar, maka hukumnya haram dan termasuk 
perbuatan kriminal (jinayat). Dan memutuskan bahwa konsepsi Islam dalam 
menangani ekses pencemaran lingkungan adalah: Apabila ada kerusakan, 
maka wajib diganti oleh pencemar dan memberikan hukuman yang 
menjerakan (terhadap pencemar) yang pelaksanaannya dengan amar 
ma’ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya. 
Keterangan, dari kitab: 

 

a. Al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib50 
 

 
47  Abdullah bin Sulaiman, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa’id al-Bahiyah pada al-Asybah wa al-

Nadzair, (Indonesia: dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th.), h. 114. 
48  Ibn al-Katsir, “Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, (…: Dar Thayyibah, 1999), Juz III, h. 429. 
49  Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 

1392 H), Juz, III, h. 197. 
50 Muhammad al-Razi, al-Tafsir al-Kabir/ Mafatih al-Ghaib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz XIV, h. 139.  
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فـَقَوْلهُُ “وَلاَ تُـفْسِدُوْا” مَنْعٌ عَنْ  )  56” (الأعراف:  وَلاَ تُـفْسِدُوْا فيِ اْلأَرْضِ بـَعْدَ إِصْلاَحِهَا قاَلَ اللهُ تـَعَالىَ “ 
يْعِ أنَـْوَاعِهِ وَأَصْنَافِهِ  إِدْخَالِ مَاهِيَةِ اْلإِفْسَادِ فيِ الْوُجُوْدِ وَالْمَنْعُ مِنْ إِدْخَالِ الْمَاهِيَةِ فيِْ الْوُجُوْدِ يـَقْتَضِيْ الْمَنْعَ   مِنْ جمَِ

هَذِهِ الخَْمْسَةِ. وَأمََّا قـَوْلهُُ “بـَعْدَ إِصْلاَحِهَا” فـَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُراَدُ بـَعْدَ أَنْ    فـَيـَتـَنَاوَلُ الْمَنْعَ مِنَ اْلإِفْسَادِ فيِْ 
 أَصْلَحَ خِلْقَتـَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُطاَبِقِ لِمَنَافِعِ الخْلَْقِ وَالْمُوَافِقِ لِمَصَالِحِ الْمُكَلَّفِينَْ 

Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka 
bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ...” (QS. Al-A’raf: 56). Firman 
Allah Swt. “Dan janganlah kalian membuat kerusakan.” adalah larangan 
membuat kerusakan apapun dalam barang yang wujud, dan larangan 
dalam barang yang wujud berarti larangan pula dalam segala macam dan 
jenisnya. Sehingga larangan tersebut mencakup larangan membuat 
kerusakan pada lima perkara ini (jiwa, harta, nasab, agama dan akal). 
Sedangkan firman Allah Swt.: “(Sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya.” 
bisa berarti yang dimaksud adalah setelah Allah Swt. membuat baik 
bentuk semulanya pada bentuk yang cocok bagi kepentingan makhluk 
dan sesuai dengan kemaslahatan para mukallaf. Sebagaimana beberapa 
keterangan berikut: 

b. Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an51 
 

” فِيْهِ مَسْألََةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أنََّهُ سُبْحَانهَُ وَتـَعَالىَ َ�َى  وَلاَ تُـفْسِدُوْا فيِ اْلأَرْضِ بـَعْدَ إِصْلاَحِهَا قاَلَ اللهُ تـَعَالىَ “ 
حِ مِنَ اْلأقَـْوَالِ وَقاَلَ الضَّحَّاكُ  الصَّحِيْ عَنْ كُلِّ فَسَادٍ قَلَّ أَوْ كَثُـرَ بـَعْدَ صَلاَحٍ قَلَّ أَوْ كَثُـرَ فـَهُوَ عَلَى الْعُمُوْمِ عَلَى  

َ وَلاَ تـَقْطَعُوْا الشَّجَرَ الْمُثْمِرَ    مَعْنَاهُ لاَ تـَعَوَّرُوْا الْمَاءَ الْمُعَينَّ

Dalam firman Allah Swt.: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ...” (QS. Al-A’raf: 56) 
di dalamnya terdapat  satu permasalahan, yaitu bahwa Allah Swt. telah 
melarang semua tindakan pengrusakan, sedikit ataupun banyak setelah 
perbaikan, sedikit atau banyak. Menurut pendapat yang sahih, larangan 
itu berlaku secara umum. Sementara menurut al-Dhahhak artinya yaitu: 
“Janganlah kalian mencemari air tertentu, dan janganlah memotong 
pohon yang berbuah.” 

c. Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa’id al-Bahiyah52 

 
51 Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Kairo: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 

1967), Jilid VII, h. 226. 

52 Abdullah bin Sulaiman, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa’id al-Bahiyah pada al-Asybah wa al-
Nadzair, (Indonesia: dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th.), h. 114. 
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فَعَةٍ غَالبًِا  عِبَارَةُ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ وَالْمَعْنىَ لاَ جُنَاحَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى إِنْسَانٍ فِيْمَا تحَْتَ يَدِهِ مِنْ مِ  لْكٍ أَوْ مَنـْ
 زُ لأَِحَدٍ أَنْ يَضُرَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يجَُوْ 

Ungkapan la dharara wala dhirara, maksudnya adalah secara umum 
tidak berdosa melakukan tinadkan yang merugikan bagi seseorang atas 
sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau 
manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan 
saudaranya sesama muslim. 

d. Tabyin al-Haqa’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq53 
 

ائِمِ كَمَا يَكُوْنُ فيِْ الدَّكَّاكِينِْ أَوْ رَحًا   للِطَّحْنِ أَوْ مِدَقَّاتٍ للِْقَصَّاريِْنَ لمَْ يجَُزْ  وَلَوْ أرَاَدَ بنَِاءَ تـَنـُوْرٍ فيِْ دَارهِِ للِْخُبْزِ الدَّ
تَصَرُّفٌ فيِْ مِلْكِهِ وَترُكُِ ذَلِكَ  لأَِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالجِْيرْاَنِ ضَرَراً ظاَهِرًا لاَ يمُْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ يجَُوْزَ لأَِنَّهُ  

 اسْتِحْسَاً� لأَِجْلِ الْمَصْلَحَةِ 

Dan bila seseorang ingin membangun dapur api di rumahnya untuk selalu 
membuat roti seperti yang ada di toko-toko, atau penggilingan untuk 
menggiling tepung, atau penumbuk untuk tukang setrika, maka hal itu 
tidak boleh karena mengganggu para tetangga dengan gangguan jelas 
yang  tidak dapat dihindari. Sedangkan menurut qiyas, hal tersebut 
semestinya boleh, sebab merupakan pemberdayaan pada harta miliknya 
sendiri. Namun hal tersebut harus ditinggalkan berdasar pada istihsan 
demi kepentingan (umum). 

e. Al-Kharraj54 
 

هَا يرُيِْدُ بِذَ  يٍّ بِذَلِكَ ليِـُغْرقَِ حَرْثهَُ فِيـْ راَرِ    ρاْلإِضْراَرَ بِهِ فـَقَدْ َ�َى الرَّسُوْلُ    لِكَ وَلاَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـتـَعَمَّدَ أرَْضًا لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّ عَنِ الضِّ
 .  قاَلَ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ غَيرْهَُ وَقَدْ  

Tidak halal bagi orang muslim sengaja (memasuki tanah) milik orang 
muslim lainnya ataupun milik kafir dzimmi dengan maksud ingin 
menenggelamkan sawahnya dan dengan tujuan untuk menimbulkan 
kerusakan padanya. Sungguh Rasul Saw. telah melarang tindakan yang 
merugikan orang lain. Sungguh beliau bersabda: “Terlaknat orang yang 
membahayakan seorang muslim ataupun selainnya.” 

 
53  Utsman bin Ali al-Zaila’i, Tabyin Haqaiq  Syarh Kanz al-Daqa’iq, (Pakistan: Maktabah Imdadiyah, t. 

th.), Jilid  III, h. 196. 

54  Abu Yusuf, al-Kharraj, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979), h. 99. 
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f. Al-Ahkam al-Sulthaniyah55  
 

ادِيْنَ وَقَصَّاريِْنَ لمَْ يمُنَْعْ   هَا حَدَّ  لَوْ نَصَبَ فيِْ دَارهِِ رَحًى أَوْ وَضَعَ فِيـْ

 

Apa bila seseorang membangun penggilingan atau mempekerjakan 
tukang pandai besi dan tukang setrika di rumahnya (sehingga mengganggu 
tetangga), maka hal itu tidak dilarang. 

g. Majma’ al-Dhamanat56  
 

فَأَحْرَقَ زَرْعَهُ لاَ    رَجُلٌ أرََادَ أَنْ يحُْرقَِ حَصَائِدَ أَرْضِهِ فَأَوْقَدَ النَّارَ فيِْ حَصَائِدِهِ فَذَهَبَتْ النَّارُ إِلىَ أرَْضِ جَارهِِ 
حَصَائِدَهُ تـَتـَعَدَّى النَّارُ إِلىَ زَرعِْ جَارهِِ لأِنََّهُ إِذَا عَلِمَ كَانَ قَاصِدًا إِحْراَقَ زَرعِْ  يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يـَعْلَمَ أنََّهُ لَوْ أَحْرَقَ  

بِ  فِ أرَْضِهِ إِلىَ جَانِ الْغَيرِْ ... وكََذَلِكَ رَجُلٌ لَهُ قَطْنٌ فيِْ أرَْضِهِ وَأرَْضُ جَارهِِ لاَصِقَةٌ بِأرَْضِهِ فَأَوْقَدَ النَّارَ مِنْ طَرْ 
قُطْنِ كَانَ قاَصِدًا إِحْرَاقَ  الْقُطْنِ كَانَ ضَمَانُ الْقُطْنِ عَلَى الَّذِيْ أَوْقَدَ النَّارَ  لأِنََّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ َ�رهَُ تـَتـَعَدَّى إِلىَ الْ 

 الْقُطْنِ 

Jika seseorang ingin membakar panenan (jerami) di tanahnya, lalu ia 
menyalakan api dan kemudian menjalar ke tanah tetangganya sehingga 
membakar tanamannya, maka ia tidak harus bertanggungjawab. 
Kecuali ia mengetahui, bila ia membakar sawahnya maka api  akan 
menjalar ke tanaman tetangganya. Sebab, jika ia sudah mengetahui 
maka berarti ia sengaja membakar tanaman orang lain. … Begitu pula 
seseorang yang memiliki tanaman kapas di tanahnya dan tanah orang 
lain bergandengan dengannya. Lalu orang lain itu menyalakan api dari 
sisi tanahnya sendiri dan menjalar ke bagian kapas, maka ganti rugi 
kapas adalah kewajiban bagi orang yang menyalakan api. Sebab ketika 
ia sudah mengetahui bahwa apinya akan menjalar ke kapas itu, berarti ia 
sengaja membakarnya. 

 

h. Mirqah Su’ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq57 

 
55  Abu Ya’la al-Farra’, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974), h. 301-302. 

56  Ghanim bin Muhammad al-Baghawi, Majma’ al-Dhamanat, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), h. 390. 

57  Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Mirqah Su’ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq, 
(Indonesia: CV. Karya Insan, t. th.), h. 79. 
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وَ  الجْاَرِ  وَإِيْذَاءِ  الرَّحِمِ  عَةِ  وَقَطِيـْ الزَّحْفِ  مِنَ  وَالْفِرَارُ  الْوَالِدَيْنِ  عُقُوْقُ  الْبَدَنِ  مَعَاصِيْ  أمََانٌ  وَمِنْ  لَهُ  لَوْ كَافِرًا 
 ذكََرَهُ الرَّمْلِيُّ    خِرِ فَلاَ يُـؤْذِيْ جَارهَُ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِالِله وَالْيـَوْمِ اْلآ   ρكَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُعَاهَدِ أذًَى ظاَهِرًا لِقَوْلِهِ  

Dan di antara maksiat badan adalah durhaka terhadap orang tua, 
melarikan diri dari medan pertempuran, memutus tali persaudaraan, 
dan mengganggu tetangga dengan gangguan yang nyata walaupun orang 
non muslim yang berhak memperoleh keamanan, seperti non muslim 
musata’man dan mu’ahad, berdasarkan sabda Nabi Saw.: “Barangsiapa 
yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, maka janganlah 
mengganggu tetangganya.” Begitu penuturan al-Ramli. 

i. Ihya’ ‘Ulum al-Din58 
 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلئَِ  يرِْ وَ�َْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيـَنـْ فَفِيْ    كَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُوْنَ إِلىَ الخَْ
هَا بـَيَانٌ أنََّهُ  فـَرْضُ كِفَايةٍَ لاَ فـَرْضُ عَينٍْ وَأنََّهُ إِذَا قاَمَ بِهِ أُ  مَّةٌ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنِ  اْلآيةَِ بـَيَانُ اْلاِيجَْابِ ... وَفِيـْ

 اْلآخَريِْنَ إِذْ لمَْ يـَقُلْ كُوْنُـوْا كُلُّكُمْ آمِريِْنَ بِالْمَعْرُوْفِ 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 
yang munkar; merekalah orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104). 
Dalam ayat ini terdapat perintah wajib. ... Dalam ayat itu terdapat 
penjelasan pula bahwa amar ma’ruf dan nahi munkar merupakan 
fardhu kifayah bukan fardhu ‘ain, dan ketika ada sekelompok umat yang 
melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Sebab Allah 
Swt. tidak berfirman: “Dan jadilah kalian semua sebagai orang yang 
menyuruh perkara baik.” 

4. Penerapan Pajak Karbon perlu disinkronkan dengan carbon trading sebagai 
bagian dari roadmap green economy, harmonisasi dengan pajak berbasis 
emisi karbon seperti pajak bahan bakar dan skema PPnBM kendaraan 
bermotor, perlu memperhitungkan dampaknya terhadap industri dan 
ekonomi dengan timing dan roadmap yang jelas. 

 

 

 

 
58 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid III, h. 131-132. 
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4. RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL 

 

A. Deskripsi Masalah 

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol. Etanol 
adalah  bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan 
kesadaran. Minuman beralkohol membawa dampak negatif pada diri manusia 
dan masyarakat. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan 
gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, odema otak, 
sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitas, dan paranoid. Secara psikologis, 
minuman beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga 
menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan 
belajar dan gangguan jiwa tertentu. Secara sosial, orang yang mabuk karena 
mengonsumsi minuman beralkohol dapat merusak tatanan sosial masyarakat, 
menganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan 
sampai menjurus tindak pidana kriminal berat. Berbagai macam peristiwa-
peristiwa kriminal yang diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol banyak 
terjadi di sekitar kita dan itu sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. 
Karena itu, benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa minuman 
beralkohol (khamr) adalah biang dari kerusakan (umm al-khabaits).  

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa 
bangsa Indonesia yang religious, juga. telah terbukti menelan korban jiwa yang 
jumlahnya tidak sedikit. Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan 
dan psikologis, Minuman Beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya 
angka kriminalitas di beberapa daerah di Indonesia. Konsumsi minuman 
beralkohol sering kali berujung pada berbagai tindak kriminal seperti 
perkelahian/tawuran, mengganggu ketertiban umum, hinggal menimbulkan 
hilangnya rasa aman, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat. Dampak 
negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu komplek, namun faktanya 
Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan 
secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak 
dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman di masyarakat, serta 
jatuhnya korban jiwa. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang 
diakibatkan Minuman Beralkohol masih lemah. 

Saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
minuman beralkohol. Peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut 
sifatnya sektoral dan belum komprehensif, sehingga dalam pelaksanaannya 
menimbulkan kendala dalam pelarangan dan pengawasan, oleh karenanya 
dibutuhkan satu Undang-Undang tersendiri yang ang mengatur secara tegas 
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tentang minuman beralkohol. Bahwa Rancangan Undang-Undang Larangan 
Minuman Beralkohol telah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional sejak 
tahun 2015 namun hingga saat ini belum juga ditetapkan sebagai Undang-
Undang. Bahwa kebutuhan adanya Undang-Undang yang secara khusus 
mengatur tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi urgen di tengah 
permasalahan sosial yang timbul akibat produksi, distribusi dan konsumsi 
minuman beralkohol.  

B. Kerangka Konsepsional 

Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai 
wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang 
banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, 
mensejahterakan masyarakatnya dan sebagainya. Negara merupakan asosiasi 
manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Secara 
terminologi, negara diartikan sebagai oraganisasi tertinggi di antara suatu 
kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam 
daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pada dasarnya 
negara berfungsi mengatur tata kehidupan bernegara agar tujuan negara 
tercapai.  

Tujuan negara pada pokoknya adalah mensejahterakan serta 
memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban, menjamin pertahanan dan 
keamanan negara dan mengakkan keadilan. Pembukan UUD 1945 
mengamanatkan fungsi Negeri Republik Indonesi untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan 
damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh 
masyarakat. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala 
macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar 
dalam dalam mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan 
umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, 
namun kesejahteraan lahir dan batin. Terciptanya rasa aman, gotong royong, 
saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing 
individu, masyarakat yang makmur dan adil sederajad. Dalam rangka  

Ajaran Islam diturunkan oleh Allah kepada umat manusia bertujuan 
memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala 
sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut 
diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan. Sedang yang 
merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk 
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dijauhi. Minuman Beralkohol, merupakan salah satu yang merusak jiwa. akal, 
keturunan, sehingga Islam secara tegas melarangnya. 

C. Landasan Yuridis Konstitusional 

Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin setiap Warga Negara 
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal itu sebagaimana 
termaktub dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: ”Setiap orang 
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup baik dan   berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dan 
dipenuhi dengan menyelenggarakan suatu pembangunan kesehatan yang 
berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu yang merupakan suatu 
rangkaian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.Pemerintah 
melalui program pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satu 
upaya untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan minuman beralkohol.  

Minuman beralkohol membawa dampak negatif pada diri manusia dan 
masyarakat. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan 
gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, odema otak, 
sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitas, dan paranoid. Secara psikologis, 
minuman beralkohol dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga 
menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan 
belajar dan gangguan jiwa tertentu.Secara sosial, orang yang mabuk karena 
mengonsumsi minuman beralkohol dapat merusak tatanan sosial masyarakat, 
menganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan 
sampai menjurus tindak pidana kriminal berat. Karena itu, benar apa yang 
disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa minuman beralkohol (khamr) adalah 
biang dari kerusakan (umm al-khabaits). 

Saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
minuman beralkohol. Antara lain: 

• Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang 
mengatur tentang izin industry termasuk industry minuman beralkohol. 

• Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
termasuk terkait minuman beralkohol. 

• Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berisi 
tentang pengaturan minuman beralkohol. 
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• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur 
pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan dan 
pengawasannya. 

• Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol 

• Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai 

 
Peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut sifatnya sektoral 

dan belum komprehensif, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan 
kendala dalam pelarangan dan pengawasan. Oleh karena itu, untuk 
terwujudnya pengaturan dan larangan minuman beralkohol yang 
komprehensif perlu diatur melalui undang-undang tersendiri yang secara tegas 
melarang minuman beralkohol. 

D. Landasan Fiqh 

Ajaran Islam diturunkan oleh Allah kepada umat manusia bertujuan 
memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala 
sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut 
diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan. Sedang yang 
merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk 
dijauhi. Minuman Beralkohol, merupakan salah satu yang merusak jiwa. akal, 
keturunan, sehingga Islam secara tegas melarangnya. 

Islam agama yang berfungsi mengatur kehidupan manusia, mewujudkan 
kemaslahatan hakiki, dan menolak segala bentuk mafsadah (kerusakan) dan 
kejahatan, sesuai bukti empirik dari berbagai penelitian hukum-hukum ibadah, 
dan hubungan sosial kemasyarakatan yang diajarkan al-Qur’an. Sehingga tidak 
ditemukan hukum wajib atau sunnah kecuali di situ terdapat kebaikan bagi 
individu maupun masyarakat, dan tidak ditemukan hukum makruh atau haram 
kecuali terdapat keburukan atau bahaya di dalamnya. Akal sehat pun 
membenarkan ajaran Islam, sebagimana tidak samar bagi orang akal bersehat, 
bahwa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan 
kebaikan. Begitu pula tidak samar baginya, bahwa menolak bahaya yang lebih 
besar lebih diprioritaskan daripada mewujudkan kebaikan yang lebih kecil. 
Syaikh ‘Izzuddin bin Abdissalam (577-660 H/1181-1262 M) menyatakan: 

مَرْجُوحَةِ مَحْمُودٌ حَسَنٌ. 
�
مَصَالِح� ال

�
 ال

�
اجِحَةِ عَ� اسِدِ الرَّ

َ
مَف

�
 دَرْءَ ال

َّ
ن

�
  أ

“Sungguh menolak bahaya yang lebih besar lebih daripada mewujudkan 
kebaikan yang lebih kecil merupakan hal yang terpuji dan baik .” 
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Dalil Haramnya Khamr 

-  QS Al-Baqarah 2:319 Allah berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang 
khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 
manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 
nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"  

-  QS Al-Maidah 5:90 Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, 
sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."  

-  QS Al-Maidah 5:91 Allah berfirman: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud 
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 
Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 
pekerjaan itu)."  

-  Hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah  

 
 كُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَراَمٌ 

 
"Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Minuman yang memabukkan 
ketika banyak, maka sedikitnya juga haram." 

-  Hadits riwayat Daruqutni dari Abdullah bin Amr  

 
تَةً  الخْمَْرُ أمُُّ الخْبََائِثِ ، فَمَنْ شَربَِهاَ لمَْ تُـقْبَلْ مِنْهُ صَلاتهُُ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا ، فإَِنْ مَاتَ وَهِيَ فيِ بَ  طْنِهِ مَاتَ مَيـْ

 جَاهِلِيَّةً 

 
"Khamr itu biang kejahatan. Siapa yang meminumnya maka tidak diterima 
shalatnya 40 hari. Apabila mati sedang khamr masih ada di perutnya, maka 
ia mati jahiliyah." 
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- Hadits sahih riwayat Hakim dan Ibnu Hibban  
 

املها ، والمحمولة  أتاني جبريل فقال : � محمد إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وح
 إليه ، وبايعها ، وساقيها ، ومسقيها

 
Rasulullah bersabda: "Malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, "Hai 
Muhammad sesungguhnya Allah melaknat khamr (miras), pembuatnya, 
peminumnya, pembawanya, orang yang membawanya, penjualnya, 
pembelinya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya." 

 
Pada Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo telah diputuskan bahwa alkohol 
itu termasuk benda yang menjadi perselisihan hukumnya di antara para 
ulama. 

Dikatakan bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan. Dan juga dikatakan 
bahwa alkohol itu tidak najis, sebab tidak memabukkan, bahwa mematikan 
seperti racun. Dan Muktamar berpendapat najis hukumnya, karena alkohol itu 
menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol itu, kalau campurannya 
hanya sekedar menjaga kebaikannya, maka dimaafkan. Begitupun halnya obat-obatan. 
Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa keterangan berikut: 

1.  Al-Mabahits al-Wafiyyah fi Hukm al-A’thar al-Afranjiya59 
 

قَتَهُ الَّذِيْ يَـقْبـَلُهُ  الَْمَبْحَثُ  الحِْسُّ مَعَ مَا   الثَّالِثُ فيِْ تـَعْريِْفِ الْكُحُوْلِ الَّذِيْ اسْتـَفَدَْ�هُ مِنْ كَلاَمِ مَنْ يَـعْرِفُ حَقِيـْ
 اْلأَشْربِةَِ. فبَِوُجُوْدِهِ فِيـْهَا  رَأيَْـنَاهُ مِنْ آلاَتِ صِنَاعَتِهِ. وَهُوَ عُنْصُرٌ بخُاَريٌِّ يُـوْجَدُ فيِ الْمُتَخَمَّراَتِ الْمُسْكِراَتِ مِنَ 

راَتِ نقَِيْعِ اْلأَزْهَرِ  وَاْلأَثمْاَرِ الَّذِيْ يُـتَّخَذُ    يحَْصُلُ اْلإِسْكَارُ وَيُـوْجَدُ هَذَا الْكُحُوْلُ أيَْضًا فيِْ غَيرِْ اْلأَشْربِةَِ مِنْ مُتَخَمِّ
بًا وَغَيرْهَُ كَمَا يُـوْجَدُ مِنْ مَعْقُوْدِ الخَْشَ  بِ بِآلآتٍ حَدِيْدِيَّةٍ مخَْصُوْصَةٍ وَهَذَا اْلأَخِيرُْ أَضْعَفُ الْكُحُوْلِ كَمَا أَنَّ  طِيـْ

 أقَـْوَاهُ الَّذِيْ يُـوْجَدُ فيِْ خمَْرِ الْعِنَبِ. 

 

Pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan 
orang yang mengetahui hakekatnya, yang bisa dirasakan dan yang kami lihat 
dari peralatan industri pembuatannya adalah suatu unsur uap yang 
terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan 
mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman, 
seperti pada rendaman air bunga dan buah-buahan yang dibuat untuk 

 
59  Sayyid Utsman al-Batawi, al-Mabahits al-Wafiyah fi Hukm al-A’thari al-Afranjiya, beberapa naskah tulisan 

tangan yang didapat dari Perpustakaan Nasional RI, h. 6. 
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wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang 
diproses dengan mempergunakan peralatan khusus dari logam. Dan yang 
terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang 
terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tertinggi. 

 

2. Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah60 
 

هَا) أَيْ مِنَ الْمَعْفُوَّاتِ الْمَائعَِاتُ النَّجَسَةُ الَّتيِْ تُضَافُ إِلىَ اْلأَدَوِيَّةِ وَالرَّوَائِحِ الْعِطْرِ (  صْلاَحِهَا. فإَِنَّهُ يُـعْفَى  وَمِنـْ  يَّةِ  لإِِ

 عَنِ الْقَدْرِ الَّذِيْ بِهِ اْلإِصْلاَحُ . 

Termasuk najis yang dima’fu (ditoleransi) adalah, cairan-cairan najis yang 
dicampur untuk komposisi obat-obatan dan parfum untuk menjaga kualitas 
keduanya. Cairan tersebut bisa ditoleransi dengan kadar yang diperlukan 
untuk menjaga kualitas. 

E. Rekomendasi 
1. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah agar segera menetapkan 

undang-undang tentang pelarangan minuman beralkohol. 
2. Nahdlatul Ulama dengan segala jaringan yang dimiliki agar mendorong dan 

melakukan langkah-langkah strategis agar segera disahkannya RUU 
tentang Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini ada di DPR. 

3. Ruang lingkup UU tentang Larangan Minuman beralkohol meliputi: 

• Ketentuan Umum, yang mencakup definisi, asas, dan tujuan. 
• Klasifikasi, mencakup penggolongan Minuman Beralkohol dalam 

kegori berdasarkan kadar alcohol dan kandungannya. Juga dicakup 
tentang jenis Minuman Beralkohol Tradisional dan Minuman 
Beralkohol Racikan/Campuran. 

• Larangan, mencakup larangan mulai dari aspek produksi, distribusi dan 
konsumsi. 

• Pengendalian, berisi skema pemerintah untuk mengatur pengendalian 
dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi 

• Pengawasan, mecakup pengawasan Minuman Beralkohol dan 
pembentukan Tim Terpadu di tingkat Pusat dan Daerah. 

• Partisipasi Masyarakat, merupakan ruang partisipasi masyarakat 
terkait Minuman Beralkohol. 

• Ketentuan Pidana. Berisi ancaman pidana dan denda yang dijatuhkan 
apabila melanggar larangan. 

 
60  Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Cet. Ke-1, Jilid I, 

h. 22. 
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DAFTAR MATERI KOMISI ORGANISASI 
MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 

JAKARTA, 25-26 SEPTEMBER 2021 
 

 
No 

 

 
Usulan 

 
Alasan/Pertimbangan 

 
Pasal 

1 

Pemilihan Ketua 
Umum/Ketua 
Tanfidziyah 
menggunakan 
system AHWA  

Aturan dan proses pemilihan 
Rais Syuriyah disemua 
tingkatan, telah diatur dengan 
sistim ahlul halli wal aqdi, 
sebagaimana yang diatur di 
pasal 72 s/d 85 ART NU. 
Selama 5 tahun berlakunya 
aturan ini; suasana pemilihan 
Rais Syuriyah berjalan dengan 
lancar dan hidmat dan ditaati 
semua pihak. Oleh karenanya 
diusulkan agar pemilihan ketua 
tanfidziyah juga menggunakan 
system AHWA 
 

Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat 
(1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 
ayat (1), Pasal 44 ayat (1), 
Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat 
(1) ART NU 
 
Lampiran 1 

2 

Kewenangan 
pembentukan MWC 
dan kewenangan 
pengesahan 
Pengurusnya  

Pada dasarnya struktur 
organisasi tidak jauh berbeda 
dengan konstruksi sebuah 
bangunan. Demikian pula 
sebuah struktur organisasi 
dibuat secara berjenjang dan 
bertingkat untuk saling 
mendukung. Otoritas 
pembentukan dan pengesahan 
diberikan kepada 
kepengurusan dua tingkat 
diatasnya, dengan 
memperhatikan rekomendasi 
dari kepengurusan satu tingkat 
di bawah pemberi legalitas 
(satu tingkat di atas 
kepengurusan yang disahkan). 
Dengan demikian setiap 
tingkat (level) kepengurusan 
dalam struktur organisasi 

Pasal 
12 

(1) Pembentukan Majelis 
Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama 
diusulkan oleh 
Pengurus Ranting 
melalui Pengurus 
Cabang Nahdlatul 
Ulama kepada 
Pengururs Wilayah 
Nahdlatul Ulama. 

(2) Pembentukan Majelis 
Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama 
diputuskan oleh 
Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama 
melalui Rapat Harian 
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Nahdlatul Ulama akan 
berfungsi secara baik dan 
saling melengkapi. Keberadaan 
MWC NU merupakan 
penyangga utama PCNU dan 
untuk memastikan kekokohan 
MWC NU  hendaknya 
ditentukan legalitasnya oleh 
PWNU atas dasar rekomendasi 
dari PCNU. Dengan demikian 
proses evaluasi dan 
monitoring terasa lebih mudah 
dan hasilnya lebih obyektif. 
Oleh karenanya perlu 
dilakukan perubahan pada 
Pasal 12 dan Pasal 52 ayat (4) 
ART NU 

Syuriyah dan 
Tanfidziyah. 

(3) PengurusWilayah 
Nahdlatul Ulama 
memberikan Surat 
Keputusan masa 
percobaan kepada 
Pengurus Majelis Wakil 
Cabang Nahdlatul 
Ulama. 

(4) Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama 
megeluarkan Surat 
Keputusan Penuh 
setelah melalui masa 
percobaan selama 6 
(enam) bulan. 

 
Pasal 52 

  
(4) Pengurus Majelis Wakil 

Cabang disahkan oleh 
Pengurus Wilayah 
dengan Rekomendasi 
Pengurus Cabang. 

 

3 

Pembentukan Badan 
Khusus Zakat, Infak, 
Shadaqah dan Wakaf 
(ZISWAF) NU Care-
LazisNU  

Zakat, Infaq, Shadaqoh dan 
Wakaf adalah  instrument 
terpenting dalam filantropi 
Islam. Islam menganjurkan 
seorang Muslim untuk 
berfilantropi agar harta 
kekayaan tidak Hanya berputar 
di antara orang-orang kaya 
(QS. al‐Hasyr: 7). 
Kedermawanan dalam Islam, 
Yang mencakup dimensi‐
dimensi kebaikan secara luas 
seperti zakat, infak, sedekah, 
dan wakaf merupakan istilah‐
istilah yang menunjukkan 
bentuk resmi filantropi Islam. 
Hasil survey menunjukkan 

 
Peraturan Organisasi 
Pembentukan Badan 
Khusus ZISWAF NU 
CARE-LAZISNU atau 
Badan Khusus 
Flantropi NU 
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bahwa hamper semua 
masyarakat Muslim Indonesia 
(99 %) pernah berderma 
(PUSKAS BAZNAS, 2016). Hal 
ini menjadi tantangan 
tersendiri bagi Nahdlatul 
Ulama karena gerakan 
Filantropi NU (baca: NU CARE--
‐LAZISNU) masih jauh dari 
menjadi competitor yang 
konsern dalam dunia 
filantropi. Gap yang dapat 
terbaca adalah masih 
minimnya masyarakat 
Indonesia yang menyalurkan 
dana ZISWAF kepada NU 
CARE‐LAZISNU sementara NU 
adalah organisasi terbesar di 
dunia.  
Potensi zakat nasional saat ini 
adalah 217 triliun Rupiah 
(BAZNAS, 2017). 
Perkembangan teknologi 
informasi dan memasuki 
industry 4.0 memaksa NU 
CARE‐LAZISNU berbenah 
dengan tujuan dapat 
menangkap peluang filantropi 
Islam yang begitu besar. 
Pada dasarnya NU CARE‐
LAZISNU tidak mau kalah 
dengan competitor karena 
masalah teknis dan gimmick 
media. Problematika NU CARE-
LAZISNU adalah pada 
manajemen korporat. Artinya 
NU CARE-LAZISNU 
manajemennya harus berubah 
seperti manajemen korporat. 
NU CARE‐LAZISNU harus 
berbenah pada dimensi human 
capital, operation, marketing 
dan finance 
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Dasar pemikiran ini menjadi 
latar belakang untuk 
mengusulkan perubahan 
status NU CARE-LAZISNU dari 
Lembaga PBNU menjadi 
Badan Khusus NU. 
Konsekuensi perubahan ini, 
NU CARE--‐LAZISNU dapat 
dikelola dengan sentralisasi 
dan dengan Mengedepankan 
manajemen yang profesional. 
 

4 
Pembentukan 
Lembaga Khusus 
Bidang Politik 

1. Pada Muktamar tahun 1984 
Nahdlatul Ulama menyatakan 
diri Kembali Ke Khitthah 1926 
yang berarti NU secara 
kelembagaan menegaskan 
dirinya sebagai jam'iyah 
diniyah ijtima'iyah. NU  tidak 
lagi berurusan dengan 
kegiatan politik praktis. 
Kegiatan politik praktis dan 
penyaluran aspirasi politik 
dilaksanakan secara  
bertanggungjawab oleh 
individu warga NU. 

Sejak menyatakan diri kembali 
ke Khitthah NU 1926, 
keterlibatan NU dalam dunia 
politik adalah bersifat politik 
kenegaraan dan politik 
kebangsaan. Positioing NU 
dalam bidang politik seperti itu 
dirasakan sebagai pilihan yang 
tepat strategis karena NU bisa 
lebih berfokus melaksanakan 
fungsi dan peran dalam bidang 
agama, dakwah, pendidikan 
dan kebudayaan. 

 
Surat 
Keputusan/Peraturan 
Organisasi 
Pembentukan 
Lembaga/Forum 
Koordinasi dan 
Pemberdayaan Politik 
NU (LKPP-NU atau 
FKPP-NU). 
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Sekalipun demikian, eksistensi 
NU sebagai jam'iyah diniyah 
ijtima'iyah tidak steril dari 
dunia dan kegiatan politik 
praktis. Dinamika kehidupan 
berbangsa dan bernegara, 
lebih-lebih di era demokrasi 
liberal yang terjadi di negeri 
ini, banyak mempengaruhi 
konsistensi NU untuk tidak 
melibatkan diri dalam kegiatan 
politik praktis. 

Penyelenggaraan  pemilihan 
umum yang berlangsung saban 
lima tahun sekali, yang 
meliputi Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, Pemilu 
Legislatif dan Pemilu Kepala 
Daerah, secara tidak langsung 
seringkali memperhadapkan 
NU untuk menjatuhkan 
pilihan-pilihan politik yang 
semestinya menjadi urusan 
perseorangan warga NU. Di 
sinilah yang kemudian 
melahirkan gangguan terhadap 
Khitthah NU. 

2. Hal lain di luar persoalan 
politik elektoral, ialah 
banyaknya muncul persoalan 
dalam ranah politik yang 
memerlukan respon dan sikap 
NU sebagai ormas yang 
memiliki pengaruh besar 
secara cepat, tepat dan 
proporsional. Seringkali sikap 
dan pandangan NU terhadap 
suatu isu dan persoalan yang 
menyangkut kehidupan 
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masyarakat luas ditunggu 
berbagai pihak, termasuk 
Pemerintah dan kelompok 
masyarakat. 

Menghadapi tuntutan seperti 
itu seringkali NU kurang siap 
memberikan responsinya, atau 
respon yang diberikan kurang 
memadai karena keterbatasan 
daya dukung, terutama 
ketersediaan data dan 
informasi yang akurat. 

3. Pada tataran praksis, 
sebenarnya pelaksanaan peran 
politik kebangsaan dan politik 
kenegaraan dari NU bisa 
berjalan efektif dan produktif, 
karena banyak  warga NU  
yang terlibat dalam kegiatan 
politik praktis baik pada ranah 
legislatif maupun eksekutif, 
baik level pusat maupun level 
daerah. Namun potensi dan  
sumberdaya politik tersebut 
selama ini belum diberdayakan 
dan disinergikan untuk 
menopang misi dan tujuan  
politik kebangsaan yang 
diperankan NU, sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat 
luas.  

Untuk menjaga Khitthah NU 
pada satu sisi, dan mengawal 
peran politik kebangsaan dan 
kenegaraan melalui 
pemberdayaan potensi politik 
warga NU pada sisi yang lain, 
maka perlu dibentuk lembaga 
atau forum khusus bidang 
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politik di lingkungan NU. 
Lembaga atau forum tersebut 
bersifat permanen, dan 
melekat pada kepengurusan 
Tanfidziyah PBNU. 

5 

Pengesahan 
Rancangan Peraturan 
Penyelenggara dan 
Pengelola Perguruan 
Tinggi Nahdlatul 
Ulama  

Pasal 75 ayat (2) ART NU 

Peraturan Organisasi 
Tentang 
Penyelenggara dan 
Pengelola Perguruan 
Tinggi Nahdlatul 
Ulama 

6 

Perubahan Pasal 58 
ayat (1) dan Pasal 64 
ayat (1) ART NU 
tentang kewenangan 
Rais ‘Aam dan Ketua 
Umum dalam 
mewakil PBNU di 
dalam maupun di 
luar Pengadilan 

Kewenangan Rais ‘Aam dan 
Ketua Umum mewakili PBNU 
di dalam maupun di luar 
pengadilan telah di atur dalam 
Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 
ayat (1) ART NU. Namun 
ketentuan yang tersebut telah 
menyebutkan secara tegas 
dalam hal apa Rais ‘Aam dan 
Ketua Umum mewakil PBNU di 
dalam maupun diluar PBNU.  
Terkait kewenangan Rais ‘Aam 
untuk mewakili PBNU di dalam 
maupun di luar Pengadilan 
perlu ditinjau ulang. Rais ‘Aam 
harus didudukan pada posisi 
yang tertinggi, sebagai symbol 
organisasi. Oleh karena itu 
harus dijaga agar tidak terseret 
pada permasalahan-
permasalahan hukum di dalam 
maupun di luar Pengadilan. Hal 
ini juga untuk menjaga 
marwah Rais ‘Aam dan 
marwah organisasi.  

 
Lampiran 2 

7. 

Perubahan Status 
Lesbumi menjadi 
Badan Seni Budaya 
Muslim Indonesia 

Kebutuhan optimalalisasi 
kegiatan di bidang seni budaya 
muslim  Indonesia dan 
tuntutan regulasi  menuntut 

Badan Seni Budaya 
Muslim Indonesia 
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adanya perubahan dalam 
stastus Lesbumi menjadi 
Badan Otonom sehingga 
menjadikan Lesbumi badan 
yang mandiri dan terstruktur 
secara nasional. 

Pembentukan Badan Otonom 
didasarkan pada Pasal 18 ayat 
(2) ART NU yang memberikan 
kewenangan kepada PBNU 
untuk menetapkan 
Pembentukan Badan Otonom 
untuk selanjutnya dikukuhkan 
dalam Muktamar 
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LAMPIRAN 1 

Perubahan Pasal-Pasal terkait menjadi sebagai berikut: 

Semula Menjadi 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

BAB XIV 

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS 

 

Pasal 40 

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama adalah 
sebagai berikut: 

a. Rais ‘Aam dan Ketua Umum 
dipilih secara langsung melalui 
musyawarah mufakat dengan 
system Ahlul Halli wal ‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi terdiri dari 9 
orang ulama yang ditetapkan 
secara langsung dalam muktamar; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal ‘Aqdi 
adalah sebagai berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, 
memiliki integritas moral, 
tawadlu’, berpengaruh dan 
memiliki pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta 
wara’ dan zuhud. 

d. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais 
‘Aam terpilih; 

 

Pasal 40 

(1) Pemilihan dan penetapan 
Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama adalah sebagai berikut: 
a. Rais ‘Aam dan Ketua 

Umum dipilih secara 
langsung melalui 
musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli 
wal ‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
terdiri dari 9 orang ulama 
yang ditetapkan secara 
langsung dalam 
muktamar; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal 
‘Aqdi adalah sebagai 
berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, 
‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, 
berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
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e. Ketua Umum dipilih seccara 
kangsung oleh muktamirin 
melalui musyawarah mufakat 
atau pemungutan suara dalam 
Muktamar, dengan terlebih 
dahulumenyampaikan 
kesediaannya secara lisan atau 
tertulis dan mendapat 
persetujuan dari Rais “Aam 
terpilih. 

f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh 
Ketua Umum terpilih.  

munadzdzim dan muharrik 
serta wara’ dan zuhud. 

d. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
bertugas memilih Rais 
‘Aam dan Ketua  Umum 

e. Masa tugas Ahlul Halli Wal 
‘Aqdi berakhir dengan 
terpilihnya Rais ‘Aam dan 
Ketua Umum.  

f. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk 
oleh Rais ‘Aam terpilih; 

g. Wakil Ketua Umum 
ditunjuk oleh Ketua Umum 
terpilih 

 
Pasal 41 
(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus 

Wilayah Nahdlatul Ulama adalah 
sebagai berikut: 
a. Rais dipilih secara langsung 

melalui musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli wal 
‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi terdiri dari 7 
orang ulama yang ditetapkan 
secara langsung dalam 
konferensi wilayah; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal ‘Aqdi 
adalah sebagai berikut: 
beraqidah Ahlussunnah wal  
Jama’a Annahdliyah, bersikap 
adil, ‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, berpengaruh 
dan memiliki pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 

 
Pasal 41 
(1) Pemilihan dan penetapan 

Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama adalah sebagai berikut: 
a. Rais dan Ketua dipilih 

secara langsung melalui 
musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli 
wal ‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
terdiri dari 7 orang ulama 
yang ditetapkan secara 
langsung dalam konferensi 
wilayah; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal 
‘Aqdi adalah sebagai 
berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, 
‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, 
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munadzdzim dan muharrik serta 
wara’ dan zuhud. 

d. Ketua dipilih secara langsung 
melalui musyawarah mufakat 
atau pemungutan suara dalam 
Konferwil, dengan terlebih 
dahulu menyampaikan 
kesediaannya secara lisan atau 
tertulis dan mendapat 
persetujuan dari Rais terpilih 

 

berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik 
serta wara’ dan zuhud. 

d. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
bertugas memilih Rais dan 
Ketua. 

e. Masa tugas Ahlul Halli Wal 
‘Aqdi berakhir dengan 
terpilihnya Rais dan Ketua.  

 

 

Pasal 42 

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus 
Cabang Nahdlatul Ulama adalah 
sebagai berikut: 
a. Rais dipilih secara langsung 

melalui musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli wal 
‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi terdiri dari 5 
orang ulama yang ditetapkan 
secara langsung dalam 
konferensi cabang; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal ‘Aqdi 
adalah sebagai berikut: 
beraqidah Ahlussunnah wal  
Jama’a Annahdliyah, bersikap 
adil, ‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, berpengaruh 
dan memiliki pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta 
wara’ dan zuhud. 

 

Pasal 42 

(1) Pemilihan dan penetapan 
Pengurus Cabang Nahdlatul 
Ulama adalah sebagai berikut: 
a. Rais dan Ketua dipilih 

secara langsung melalui 
musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli 
wal ‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
terdiri dari 5 orang ulama 
yang ditetapkan secara 
langsung dalam konferensi 
cabang; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal 
‘Aqdi adalah sebagai 
berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, 
‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, 
berpengaruh dan memiliki 
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d. Ketua dipilih secara langsung 
melalui musyawarah mufakat 
atau pemungutan suara dalam 
Konfercab, dengan terlebih 
dahulu menyampaikan 
kesediaannya secara lisan atau 
tertulis dan mendapat 
persetujuan dari Rais terpilih 

 

pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik 
serta wara’ dan zuhud. 

d. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
bertugas memilih Rais dan 
Ketua. 

e. Masa tugas Ahlul Halli Wal 
‘Aqdi berakhir dengan 
terpilihnya Rais dan Ketua. 

 

Pasal 43 

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus 
Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama 
adalah sebagai berikut: 
a. Rais dipilih secara langsung 

melalui musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli wal 
‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi terdiri dari 5 
orang ulama yang ditetapkan 
secara langsung dalam 
konferensi cabang; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal ‘Aqdi 
adalah sebagai berikut: 
beraqidah Ahlussunnah wal  
Jama’a Annahdliyah, bersikap 
adil, ‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, berpengaruh 
dan memiliki pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta 
wara’ dan zuhud. 

d. Ketua dipilih secara langsung 
melalui musyawarah mufakat 

 

Pasal 43 

(1) Pemilihan dan penetapan 
Pengurus Cabang Istimewa 
Nahdlatul Ulama adalah 
sebagai berikut: 
a. Rais dan Ketua dipilih 

secara langsung melalui 
musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli 
wal ‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
terdiri dari 5 orang ulama 
yang ditetapkan secara 
langsung dalam Konferensi 
Cabang; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal 
‘Aqdi adalah sebagai 
berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, 
‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, 
berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk 



MATERI MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2021 
 

91 
 

atau pemungutan suara dalam 
Konfercab, dengan terlebih 
dahulu menyampaikan 
kesediaannya secara lisan atau 
tertulis dan mendapat 
persetujuan dari Rais terpilih 

memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik 
serta wara’ dan zuhud. 

d. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
bertugas memilih Rais dan 
Ketua. 

e. Masa tugas Ahlul Halli Wal 
‘Aqdi berakhir dengan 
terpilihnya Rais dan Ketua. 

 

Pasal 44 

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus 
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul 
Ulama adalah sebagai berikut: 

a. Rais dipilih secara langsung 
melalui musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli wal 
‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi terdiri dari 5 
orang ulama yang ditetapkan 
secara langsung dalam Konferensi 
Majelis Wakil Cabang; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal ‘Aqdi 
adalah sebagai berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, 
memiliki integritas moral, 
tawadlu’, berpengaruh dan 
memiliki pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta 
wara’ dan zuhud. 

d. Ketua dipilih secara langsung oleh 
Konferensi MWC melalui 
musyawarah mufakat atau 

 

Pasal 44 

(1) Pemilihan dan penetapan 
Pengurus Majelis Wakil 
Cabang Nahdlatul Ulama 
adalah sebagai berikut: 
a. Rais dan Ketua dipilih 

secara langsung melalui 
musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli 
wal ‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
terdiri dari 5 orang ulama 
yang ditetapkan secara 
langsung dalam Konferensi 
Majelis Wakil Cabang; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal 
‘Aqdi adalah sebagai 
berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, 
‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, 
berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
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pemungutan suara dalam 
Konferensi MWC, dengan terlebih 
dahulu menyampaikan 
kesediaannya secara lisan atau 
tertulis dan mendapat 
persetujuan dari Rais terpilih. 

munadzdzim dan muharrik 
serta wara’ dan zuhud. 

d. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
bertugas memilih Rais dan 
Ketua. 

e. Masa tugas Ahlul Halli Wal 
‘Aqdi berakhir dengan 
terpilihnya Rais dan Ketua.  

 

 

Pasal 45 

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus 
Ranting Nahdlatul Ulama adalah 
sebagai berikut: 

a. Rais dipilih secara langsung 
melalui musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli wal 
‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi terdiri dari 5 
orang ulama yang ditetapkan 
secara langsung dalam 
Musyawarah Ranting. 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal ‘Aqdi 
adalah sebagai berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, 
memiliki integritas moral, 
tawadlu’, berpengaruh dan 
memiliki pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta 
wara’ dan zuhud. 
 

 

Pasal 45 

(1) Pemilihan dan penetapan 
Pengurus Ranting Nahdlatul 
Ulama adalah sebagai berikut: 
a. Rais dan Ketua dipilih 

secara langsung melalui 
musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli 
wal ‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
terdiri dari 5 orang ulama 
yang ditetapkan secara 
langsung dalam 
Musyawarah Ranting; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal 
‘Aqdi adalah sebagai 
berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, 
‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, 
berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
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munadzdzim dan muharrik 
serta wara’ dan zuhud. 

d. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
bertugas memilih Rais dan 
Ketua. 

e. Masa tugas Ahlul Halli Wal 
‘Aqdi berakhir dengan 
terpilihnya Rais dan Ketua.  

 

Pasal 46 

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus 
Anak Ranting Nahdlatul Ulama 
adalah sebagai berikut: 

a. Rais dipilih secara langsung 
melalui musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli wal 
‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi terdiri dari 5 
orang ulama yang ditetapkan 
secara langsung dalam 
Musyawarah Anggota. 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal ‘Aqdi 
adalah sebagai berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, 
memiliki integritas moral, 
tawadlu’, berpengaruh dan 
memiliki pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
munadzdzim dan muharrik serta 
wara’ dan zuhud. 

 

Pasal 46 

(1) Pemilihan dan penetapan 
Pengurus Anak Ranting 
Nahdlatul Ulama adalah 
sebagai berikut: 
a. Rais dan Ketua dipilih 

secara langsung melalui 
musyawarah mufakat 
dengan system Ahlul Halli 
wal ‘Aqdi; 

b. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
terdiri dari 5 orang ulama 
yang ditetapkan secara 
langsung dalam 
Musyawarah Anggota; 

c. Kriteria ulama yang dipilih 
menjadi Ahlul Hallli Wal 
‘Aqdi adalah sebagai 
berikut: beraqidah 
Ahlussunnah wal  Jama’a 
Annahdliyah, bersikap adil, 
‘alim, memiliki integritas 
moral, tawadlu’, 
berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk 
memilih pemimpin yang 
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munadzdzim dan muharrik 
serta wara’ dan zuhud. 

d. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 
bertugas memilih Rais dan 
Ketua. 

e. Masa tugas Ahlul Halli Wal 
‘Aqdi berakhir dengan 
terpilihnya Rais dan Ketua.  

 
LAMPIRAN 2 
 

Semula Menjadi 

 
ANGGARAN RUMAH TANGGA 

BAB XVII 
WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS 

 
Pasal 58 
(1) Wewenang Rais ‘Aam adalah: 

a. Mengendalikan pelaksanaan 
kebijakan umum organisasi. 

b. Mewakili Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama baik ke 
dalam maupun ke luar yang 
menyangkut urusan 
keagamaan baik dalam 
bentuk konsultasi, koordinasi 
maupun informasi. 

c. Bersama Ketua Umum  
mewakili Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama dalam hal 
melakukan tindakan 
penerimaan, pengalihan, 
tukar menukar, penjaminan, 
penyerahan wewenang 
penguasaan atau pengelolaan 

 
Pasal 58 
(1) Wewenang Rais ‘Aam adalah: 

f. Mengendalikan pelaksanaan 
kebijakan umum organisasi. 

g. Mewakili Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama baik ke 
dalam maupun ke luar yang 
menyangkut urusan 
keagamaan baik dalam 
bentuk konsultasi, koordinasi 
maupun informasi. 

h. Bersama Ketua Umum 
menandatangani keputusan-
keputusan strategis Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama 

i. Bersama Ketua Umum 
membatalkan keputusan 
perangkat organisasi yang 
bertentangan dengan 
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dan penyertaan usaha atas 
benda bergerak dan/atau 
tidak bergerak milik atau yang 
dikuasai Nahdlatul Ulama 
dengan tidak mengurangi 
pembatasan yang diputuskan 
oleh muktamar baik di dalam 
atau di luar Pengadilan. 

d. Bersama Ketua Umum 
menandatangani keputusan-
keputusan strategis Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama 

e. Bersama Ketua Umum 
membatalkan keputusan 
perangkat organisasi yang 
bertentangan dengan 
Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul 
Ulama. 

Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul 
Ulama. 

 
Pasal 64 
(1) Wewenang Ketua Umum adalah: 

a. Mewakili Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama baik ke 
dalam maupun ke luar yang 
menyangkut pelaksanaan 
kebijakan organisasi dalam 
bentuk konsultasi, koordinasi 
maupun informasi. 

b. Merumuskan kebijakan khusus 
organisasi. 

c. Bersama Rais ‘Aam mewakili 
Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama dalam hal melakukan 
tindakan penerimaan, 
pengalihan, tukar menukar, 
penjaminan, penyerahan 
wewenang penguasaan atau 

 
Pasal 64 
(1) Wewenang Ketua Umum adalah: 

a. Mewakili Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama baik ke 
dalam maupun ke luar yang 
menyangkut pelaksanaan 
kebijakan organisasi dalam 
bentuk konsultasi, koordinasi 
maupun informasi. 

b. Merumuskan kebijakan khusus 
organisasi. 

c. Mewakili Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan. 

d. Mewakili Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama dalam hal 
melakukan tindakan 
penerimaan, pengalihan, tukar 
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pengelolaan dan penyertaan 
usaha atas benda bergerak 
dan/atau tidak bergerak milik 
atau yang dikuasai Nahdlatul 
Ulama dengan tidak 
mengurangi pembatasan yang 
diputuskan oleh muktamar 
baik di dalam atau di luar 
Pengadilan. 

d. Bersama Rais ‘Aam 
menandatangani keputusan-
keputusan strategis Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama. 

e. Bersama Rais ‘Aam 
membatalkan keputusan 
perangkat organisasi yang 
bertentangan dengan 
Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul 
Ulama. 

f. Bersama Rais/Khatib dan 
Sekretaris Jenderal 
menandatangani surat-surat 
keputusan biasa Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama. 

menukar, penjaminan, 
penyerahan wewenang 
penguasaan atau pengelolaan 
dan penyertaan usaha atas 
benda bergerak dan/atau tidak 
bergerak milik atau yang 
dikuasai Nahdlatul Ulama 
dengan tidak mengurangi 
pembatasan yang diputuskan 
oleh muktamar. 

e. Bersama Rais ‘Aam 
menandatangani keputusan-
keputusan strategis Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama. 

f. Bersama Rais ‘Aam 
membatalkan keputusan 
perangkat organisasi yang 
bertentangan dengan 
Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul 
Ulama. 

(1) Bersama Rais/Khatib dan 
Sekretaris Jenderal 
menandatangani surat-surat 
keputusan biasa Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama. 
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KOMISI PROGRAM 

MUNAS ALIM ULAMA DAN KONFERENSI BESAR 

NAHDLATUL ULAMA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Meneguhkan Kembali Jalan Ideologi Organisasi 

 

1. Pengokohan Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyah 

Ideologi Islam ahlussunnah wal jamaah NU kini menghadapi tantangan 
yang tidak ringan karena masuknya ideologi global ke tanah air, baik yang 
bersifat ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Setelah masa reformasi, di 
mana setiap kelompok bebas menyampaikan aspirasinya, termasuk 
kelompok Islam radikal yang selama ini mendapat tekanan. Sebagian opini 
media massa, pejabat dana aparat keamanan sengaja atau tidak sangat 
mendukung gerakan Islamisasi itu dengan bebragai motif yang berbeda. 
Padahal eksperimentasi Islam radikal ini sangat berbahaya bagi kerukunan 
dan keutuhan bangsa ini. Sebab Islam benar-benar ditampilkan dalam 
bentuk pedang dan kekerasan. Penyebaran ektremisme agama dan 
terorisme ini secara langsung berperan menciptakan gelombang pasang 
Islamofobia di kalangan non-Muslim.  

Moderatisme adalah paham yang selalu mencari jalan tengah dari dua 
kecendrungan, tidak condong (ekstrem) kanan dan kiri. Ideologi 
transnasional liberalism baik dari Barat maupun radicalism Islam di Timur 
sama berbahaya dan sama-sama merusak. Masuknya ideologi 
transnasional ini ke Indonesia dapat merusak tatanan Indonesia dan juga 
NU.  

 

Sebagai organisasi Ahlussunnah wal Jama’ah terbesar di dunia, NU 
berkomitmen menjaga kekuatan eksisitensi budaya kepribadian jati diri 
Islam. NU menawarkan wawasan dan pengalaman Islam Nusantara kepada 
dunia sebagai paradigma Islam yang layak diteladani, bahwa agama 
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menyumbang kepada peradaban dengan menghargai budaya yang telah 
ada serta mengedepankan harmoni dan perdamaian. Islam tidak 
menggalang pemeluk-pemeluknya untuk menaklukkan dunia, tapi 
mendorong untuk terus-menerus berupaya menyempurnakan akhlaqul 
karimah, karena hanya dengan cara itulah Islam dapat sungguh-sungguh 
mewujud sebagai rahmat bagi semesta alam (Rahmatan lil ‘Alamin).  

Islam Nusantara secara teguh mengikuti dan menghidupkan ajaran-ajaran 
dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal jamaah yang mendasar, termasuk 
tawassuth (jalan tengah, yaitu jalan moderat), tawaazun (keseimbangan; 
harmoni), tasaamuh (kelemah-lembutan dan kasih-sayang, bukan 
kekerasan dan pemaksaan) dan i‘tidaal (keadilan). Nahdlatul Ulama akan 
berjuang untuk mengonsolidasikan kaum Ahlussunnah wal Jama’ah 
sedunia demi memperjuangkan terwujudnya dunia di mana Islam dan 
kaum Muslimin sungguh-sungguh menjadi pembawa kebaikan dan 
berkontribusi bagi kemaslahatan seluruh umat manusia.  

NU harus terus menerus melakukan penguatan ideologi di tingkat 
pengurus dan basis. Gerakan struktural dan kultural NU harus dilaksanakan 
secara terpadu untuk melawan gerakan transnasional tersebut. Struktur 
NU mulai dari PBNU, PWNU, PCNU hingga Ranting harus fungsional dan 
bergerak untuk menjaga Jami’ah NU terus berkembang dan melindungi 
ideologi Jamia’ah NU dan masyarakat.  

2. Pengokohan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika 

Tak bisa dipungkiri bahwa NU mempunyai kontribusi yang besar dalam 
perumusan Pancasila dan pembentukan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Para tokoh dan ulama NU sepakat memilih bentuk NKRI 
dan ideologi Pancasila karena dinilai paling cocok buat bangsa Indonesia 
yang multi etnis, agama dan budaya. Pasca reformasi kita dihadapkan pada 
situasi yang pelik yaitu bangkitnya gerakan politik identitas. Gerakan ini 
digaungkan di daerah tertentu oleh beberapa kelompok. Gerakan ini tidak 
sekedar sebuah perjuangan untuk memperoleh pengakuan (politic of 
recognition) dan keadilan dalam distribusi kekayaan bangsa kita (politic of 
distribution), tetapi juga telah mengarah pada gugatan mengenai bentuk 
negara-bangsa. NKRI digugat, nasionalisme di pertanyakan dan Pancasila 
disanggah.  

NU berupaya menjaga keutuhan bangsa ini di tengah maraknya politik 
identitas tersebut. Tentu bukan maksudnya untuk menghalangi tuntutan 
kelompok atau etnis tertentu untuk mendapatkan keadilan. Tetapi di saat 
yang sama NU juga tidak menginginkan kejadian di Uni Soviet, Yugoslavia 
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ataupun Rwanda yang pecah berkeping-keping setelah sebelumnya 
dilanda perang saudara, menimpa kita. NU selalu memagari gerakan politik 
identitas ini agar tidak melejit menjadi gerakan separatis yang akan 
mengoyak-ngoyak keutuhan bangsa.  

Jika dikaitkan dengan kaidah al-ghayah wa al-wasail, maka melindungi 
Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah al-ghayah 
(tujuan) namun hanya merupakan al-wasail (strategi untuk mencapai 
tujuan). Tujuan akhir dari NU terhadap negara kita ini tetap Negara yang 
mewujudkan keadilan (al-adl) dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat 
(al-maslahah). 

B. Menghadirkan Kembali Organisasi Untuk Melindungi Warga Nahdliyin 

1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Warga 

Peningkatan Kualitas warga NU akan menunjang kemajuan organisasi. 
Pembangunan Manusia dengan peta jalan yang jelas dan terukur dan 
dilakukan secara massif, sangat diperlukan guna memastikan 
konstribusinya terhadap pencapaian Visi Nahdlatul Ulama dalam 
mewujudkan nahdliyin yang lebih sejahtera, maju, berdaulat, adil dan 
makmur. Upaya memajukan sebuah organisasi harus diawali dulu oleh 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia. SDM dengan kualitas yang baik 
akan mempengaruhi kemajuan organisasi.  

Saat ini NU mampu meningkatkan kualitas pemikiran, tapi tidak mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada jama’ahnya. Di bidang 
pendidikan, sekolah/madrasah yang dikelola NU belum memenuhi standar 
nasional, apalagi standar internasional. Padahal, pendidikan merupakan 
salah satu bidang yang utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber 
daya manusia. Di bidang pelayanan kesehatan, jumlah tempat-tempat 
pelayanan kesehatan, masih sedikit dan kualitasnya masih dibawah 
standar Ormas Islam seperti Muhamadiyah. Pelayanan NU kepada umat di 
bidang pemberdayaan ekonomi juga tidak lebih baik. Sebagian besar warga 
NU masih banyak yang belum merasa terbantu dengan gerakan ekonomi 
NU.  

Kualitas perlindungan dan pelayanan warga menjadi kunci untuk menjaga 
eksistensi organisasi dan menjaga loyalitas dukungan dari warga NU. Aspek 
pelayanan NU masih belum dapat mengakomodasikan seluruh 
kepentingan dan hak-hak dasar jamaah dan masyarakat secara umum. 
Pemenuhan standar kualitas NU akan mampu memberikan perlindungan 
dan jaminan terhadap harapan dan kepuasan jama’ah NU untuk 
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meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, NU 
harus mampu merumuskan kebijakan dan strategi program perlindungan 
dan pelayanan kepada jama’ah lebih konkret dengan target pencapaian 
yang jelas.  

2. Mewujudkan Organisasi yang Berdaya Saing 

Memasuki usia ke-100 tahun pada 2026 mendatang NU sudah harus bisa 
mencapai posisi mapan, baik di bidang ideologi, organisasi, dan 
kesejahteraan warganya. NU merupakan organisasi besar yang memiliki 
potensi besar menjadi sandaran umat Islam seluruh dunia. Harus ada 
komintmen dan energi yang besar untuk mendorong kebangkitan NU 
sebagai organisasi Islam terbesar dunia ini. Agar kebangkitan NU dapat 
berjalan dengan baik, NU harus memperkuat komitmen dengan mengacu 
pada komitmen awal pendirian NU yang berkomitmen pada 
pemberdayaan masyarakat yakni Nahdlotul-Wathon (1916), Taswirul Afkar 
dan Nahdlotul Tujjar (1918).  

NU perlu memperkuat pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat, 
khususnya warga nahdliyin dalam tiga bidang utama yakni pendidikan, 
kesehatan, dan ekonomi. Harus ada evaluasi apakah di tiga bidang itu kita 
sudah cukup punya produk dan kontribusi ikonik. Apakah NU mempunyai 
sekolah/perguruan tinggi bermutu yang menjadi rujukan masyarakat 
untuk menyekolahkan anaknya. Apakah jika masyarakat berobat, rumah 
sakit milik NU yang menjadi rujukan. Apakah ketika beraktivitas ekonomi, 
NU memiliki pusat perekonomian yang kuat yang didatangi masyarakat. 
Jika belum, maka kita perlu bekerja keras melakukan pembenahan agar NU 
punya produk dan kontribusi ikonik di tiga bidang tersebut.  

Sejalan dengan perbaikan perekonominan Indonesia, terjadi mobilitas 
vertikal masyarakat NU. Apabila pembenahan itu mampu mewadahi 
mobilitas masyarakat NU, maka NU akan lebih punya kemampuan untuk 
memanfaatkan kesempatan menjadi organisasi besar dunia, dengan misi 
rahmatan lil alamin, sehingga NU akan lebih bisa mewarnai wajah Islam 
dunia.  

Langkah strategi yang diperlukan untuk mewujudkan kebangkitan NU, 
pertama, menaikkan leverage NU secara nasional dan internasional. 
Kedua, melestarikan dan memperkuat sistem ahlussunah wal jamaah 
(aswaja) untuk membangun peradaban bangsa dan umat manusia. Ketiga, 
meningkatkan kemanfaatan terutama dalam memenuhi kebutuhan 
fundamental di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Langkah 
strategi juga dibarengi dengan upaya transformasi organisasi, pertama, 
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melakukan mobilisasi sumber daya NU, baik sumber daya manusia dan 
asetnya yang tersebar untuk masuk ke rumah besar NU. Kedua, melakukan 
penguatan tata kelola organisasi, termasuk standar operasional-prosedur 
dan modernisasi infrastruktur. Ketiga, penguatan dan pemberdayaan 
pengurus NU dari tingkat Pusat sampai Ranting.Keempat, penguatan 
jejaring. 

C. Arah Kebijakan Umum Organisasi Hasil Muktamar NU Ke 33 

1. Visi, Misi dan Tujuan NU 

Visi NU adalah Menjadi Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang 
memperjuangkan tegaknya ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah, 
mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan Bangsa, kesejahteraan, 
keadilan dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat 
bagi semesta, dalam wadah Negara Kesatuan Reprublik Indonesia yang 
berasaskan Pancasila.  

Misi NU adalah untuk 

1) Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlusussnnah wal Jama'ah 
untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth 
(moderat), Tawazun (simbang) dan I'tidal (tegak lurus), Tasamuh 
(Tolearan). 

2) Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna 
meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk 
kemandirian jamiayah NU. 

3) Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun Undang Undang agar 
produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada 
kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rasa 
keadilan. 

 

Tujuan NU adalah 

1) Terbentuknya karakter pada jama'ah NU yang mencerminkan nilai-nilai 
Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang) dan Tasamuh (toleran), 
dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari 
baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi. 

2) Terbangunnya jami'yah maupun jama'ah NU yang memiliki kemandirian 
bidang ekonomi, sosial dan politik. 

3) Menguatnya peran, fungsi dan menjemen kelembagaan/organsisasi NU 
dan manajemen sistem informasi NU di semua tingkatan untuk 
mencapai visi dan misi NU. 
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4) Meningkatnya jaringan dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang 
berkepentingan di dalam maupun luar negeri. 

 

2. Keputusan Muktamar Tentang Program Pembenahan Nahdlatul Ulama 
1) Kesenjangan yang signifikan antara pelaksanaan program dengan 

program dasar yang telah dirumuskan dalam Muktamar NU. Hal ini 
terjadi karena lemahnya sikap rpofesionalitas, akuntabilitas, 
akuntabilitas, da lemahnya manajemen organisasi maupun program. 
Mekanisme organisasi dalam rangka konsolidasi-koordinasi-sinergi 
lembaga, dan Badan Otonom juga belum berjalan dengan baik. 

2) Sistem rekruitmen kepengurusan NU tidak berbasis pada 
pengembangan kemampuan sebagai fungsionaris NU dalam proses 
kaderisasi dan tidak tepatnya cara rekruitmen pengurus. Akibatnya, 
sering terjadi penempatan personel pengurus tidak pada tempatnya, 
kepengurusan tidak berjalan, serta terjadi intrusi ideologi dan 
penyusupan pengurus oleh eompok-kelompok anti Aswaja 

3) Untuk melaksanakan semua program-programnya, NU tidak memiliki 
sumber dana yang cukup yang dapat diperoleh secara terencana, 
karena system penggalian dana (fund rising) tidak berkembang dan 
kurang memperoleh perhatian secara maksimal. 

4) Sistem kaderisasi di semua level kepengurusan NU belum berjalan 
secara berjenjang, sistematis dan berkelanjutan 

5) Asset NU belum terkelola secara optimal dalam penggunaannya dan 
kurangnya tenaga profeesional yang mampu mengembangkannya 

6) PBNU belum memiliki database terkait pengurus di semua tingkatan, 
jamaah dan asset-asetnya, baik fisik maupun non fisik. 

 

3. 12 Program Dasar NU 
1) Penguatan Paham ke-NU-an yang menjadikan menjadikan 

fikrah nahdliyah dan Islam Aswaja sebagai ruh gerakan 
organisasi NU. Selain itu, Penguatan pemahaman fikrah 
nahdliyah dan Islam Aswaja melalui pendidikan dan 
kaderisasi di lingkungan NU. 

2) Penguatan dan Penataan Kelembagaan. Penguatan ini 
dilakukan dengan upaya-upaya: (1) Membangun dan 
mengembangkan managemen dan kinerja organisasi dan 
membuat pedoman pengelolaan keuangan secara terpadu 
dan seragam. (2) Mengoptimalkan tindakan konsolidasi dan 
koordinasi structural NU. (3) Pendataan dan pengembangan 
sistem database warga NU, kelembagaan dan asset NU. 

3) Pengembangan Media dan Teknologi Informasi. 
Pengembangan ini dilakukan dengan membangun dan 
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mengembangkan media informasi ke-NU-an dan 
mengupayakan sarana dan prasarana TI (tehnologi informasi). 
Salah satunya adalah mengembangkan penyiaran 
(broadcasting) dan merintis televisi NU. 

4) Pemberdayaan Ekonomi Ummat. (1) Mengembangkan konsep 
dan sistem (blueprint) ekonomi ummat yang mandiri. (2) 
Memperjuangkan kebijakan-kebijakan perekonomian yang 
pro rakyat di tingkat daerah maupun tingkat pusat. (3) 
Mengembangkan dan memfasilitasi kelompok-kelompok 
usaha di pedesaan (petani,nelayan), pengrajin dan usaha 
kecil lainnya agar dapat mengakses sumber-sumber modal 
yang tersedia. 

5) Penataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. (1) Melakukan 
penataan dan pengembangan terhadap mutu institusi-
institusi pendidikan di lingkungan NU. (2) Revitalisasi 
pesantren sebagai lembaga tafaquh fiddin yang 
menghasilkan ulama (3) Membangun jaringan kerja sama 
antar lembaga pendidikan antar lingkungan NU maupun 
dengan pihak luar, terutama adanya BLK (Balai Laihan Kerja) 

6) Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan. Mengupayakan 
dan meningkatkan layanan kesehatan dan kualitas sarana 
dan prasarana kesehatan dalam bentuk akses jaminan 
kesehatan kamasyarakat dan pendirian Rumah Sakit, Klinik 
dan Balai Kesehatan. Selain itu dilakukan upaya 
Mengembankan informasi dan pelayanan kesehatan 
reproduksi serta kampanye hidup sehat secara 
berkesinambungan  

7) Pemberdayaan Politik Warga. Mengembangkan sikap kritis 
warga NU terhadap kinerja dan manajemen pemerintahan 
serta mendorong dan melakukan penguatan institusi 
demokrasi dari tingkat daerah sampai pusat. Oleh karena itu 
perlu membentuk pusat kajian untuk kebijakan publik baik di 
tingkat pusat maupun daerah. Selain itu dilakukan upaya 
terjadinya perwujudan rekonsiliasi nasional dan menciptakan 
kerukunan sosial di dalam masyarakat. Selain itu melakukan 
program Bela Negara dan menyusun panduan pendidikan 
politik yang dilakukan di berbagai tingkat organisasi dan di 
lembaga-lembaga pendidikan NU 

8) Pengembangan Dakwah dan Pemikiran Keagamaan. 
Melakukan, mendorong dan memfasilitasi berlansungnya 
forum-forum kajian, diskusi, seminar keagamaan yang 
bersifat pemikiran, penguatan strategi dan pengajian-
pengajian. Selain itu juga juga dilakukan pembinaan dan 
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kaderisasi terhadap dai agar memiliki pemahaman yang 
komprehensif terhadap persoalan ummat 

9) Mobilisasi Dana dan Pengelolaannya. Menyusun rencana 
anggaran dan menentukan perioritasnya termasuk sistem 
penggunaan dan pelaporan. Sumber dana diupayakan dari 
partisipasi anggota jamiyyah infaq maupun iuran dan jejaring 
hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga funding 
melalui pembiayaan kegiatan maupun proyek-proyek NU 

10) Kaderisasi. Membangun dan mengembangkan sistem dan 
pola rekruitmen pengurus NU yang menjamin terjadinya 
peningkatan kemampuan, kematangan sikap, keluasan 
pandangan, kesiapan bekerjasama dan kerelaan bekerja di 
semua tingkatan kepengurusan dan lembaga perangkatnya. 
Upaya ini dilakukan dengan mengintensifkan pelaksanaan 
perkaderan melalui institusi kaderisasi NU di semua tingkat 
kepengurusan dan juga basis-basis komunitas NU seperti 
pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan. 

11) Peningkatan Kualitas Lingkungan, Adaptasi Perubahan Iklim 
dan Penanggulangan Bencana. Mendorong pemberdayaan 
masyarakat untuk melakukan pengurangan risiko bencana 
melalui pendidikan, aktivitas keagamaan dan dakwah. Selain 
itu juga dilakukan upaya-upaya konservasi terhadap 
sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati dengan tetap 
mengambil manfaat ekologi maupun ekonomisnya melalui 
penggalangan kerjasama berbagai elemen/multi pihak.  

12) Pengembangan Kebudayaan NU. Merumuskan dan 
mengembangkan strategi kebudayaan serta 
memperjuangkan kebudayaan yang tidak bertentangan 
dengan Islam Aswaja (baik sebagai khazanah pengetahuan, 
nilai, makna, norma, kepercayaan, dan ideologi suatu 
masyarakat sebagai perspektif pembuatan kebijakan negara, 
sehingga kebudayaan dapat menjadi kekuatan yang 
menentukan dalam setiap kebijakan pemerintah. Juga 
penting membuka ruang kreativitas seluas mungkin bagi para 
seniman untuk mngembangkan seninya yang tidak 
bertentangan dengan Islam Aswaja, baik tradisional, modern, 
maupun kontemporer sekaligus mendokumentasikan karya-
karya seni para intelektual, ulama dan seniman NU.  
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BAB II 

LINGKUNGAN STRATEGIS 

 

 

A. Geo Ekonomi 
 
1. Pergeseran Pusat Ekonomi dunia dan Kondisi Ekonomi Indonesia 

Kondisi ekonomi dunia tahun 2019 menurut banyak lembaga ekonomi 
dunia tidak terlalu menggembirakan, menurut laporan IMF yang 
diterbitkan Januari 2020, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 hanya 
2,9%, lebih rendah dari pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%. Pertumubuhan 
sebesar 2,9% ditopang oleh pertumbuhan ekonomi dari negara-negara 
emerging and developing economies, seperti China, India, Russia, Brazil, 
Mexico, dan negara-negara ASEAN 5. 

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan 
negara-negara Eropa tahun 2019 tidak terlalu tinggi bahkan dibawah 
pertumbuhan ekonomi dunia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan 
China menjadi salah satu penyebab ekonomi dunia tidak menunjukkan 
kemajuan berarti. Persiangan tidak sehat dua raksasa ekonomi ini 
memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
perdagangan antar negara. Disisi lain pertumbuhan ekonomi China tidak 
setinggi dulu, sebagai negara denga skala ekonomi terbesar dunia, setiap 
perlambatan pertumbuhan ekonomi di China akan menimbulkan 
multiplayer effect bagi negara-negara lain.  

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa berpengaruh siginifikan terhadap ekonomi 
kawasan eropa, baik terhadap anggota Uni Eropa maupun Inggris. Banyak 
ekonom memperkirakan Brexit akan setidaknya, untuk sementara, 
mengurangi pertumbuhan Inggris. Faktor ketidakpastian juga akan 
memengaruhi permintaan domestik dan melemahkan mata uang pound 
sterling. Ini akan berimplikasi terhadap kinerja ekspor Uni Eropa ke Inggris, 
yang nilainya mencapai sekitar 2,6 persen dari total PDB Uni Eropa pada 
2014. 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatan bahwa pertumbuhan ekonomi 
Indonesi tahun 2019 mencapai 5,02%. Meski mengalami perlambatan 
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dibanding tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesi relatif stabil 
dibanding negera-negara lain. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh 
konsumsi domestik dan investasi. Dalam publikasi “Indonesia Economic 
Quarterly”, Bank Dunia menyebut ketidak pastian ekonomi global sebagai 
penyebab pelambatan ekonomi Indonesia. Menurut Bank Dunia, 
pertumbuhan investasi dalam tren pelemahan karena harga-harga 
komoditas turun. 

Tekanan terhadap ekonomi Indonesia masih dihantui oleh defisit neraca 
perdagangan. Secara akumulatif defisit neraca perdagangan Januari-
September 2019 mencapai US$1,95 miliar. BPS mencatat deficit 
perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai US$ 14,1 miliar, 
sementara impor mencapai US$ 14,26 miliar.Selain itu kesenjangan 
ekonomi antara penduduk kaya dan miskin masihm enjadi pekerjaan 
rumah untuk diselesaikan. 

2. Prospek Ekonomi Tahun 2020-2025 dan Implementasi Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA)  

Pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi negara dengan 
penghasilan tinggi (high income) pada 2045. Untuk mencapai target 
tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 
dalam ringkasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-
rata sebesar 5,4% (target rendah) hingga 6,0% (target tinggi). 

Dalam rancangan RJPMN tersebut ekonomi nasional pada 2020 
ditargetkan tumbuh 5,3% (target sedang) dengan Gross National Income 
(GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita. Artinya, Indonesia sudah masuk dalam 
kategori negara dengan penghasilan menengah atas (upper-middle 
income). 

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan proyeksi perekonomian 
menyatakan, pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang masuk dalam 
ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) akan 
cenderung terjaga tahun ini, setelah melambat di kisaran 4,7 persen tahun 
2019 lalu. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global tahun ini 
diproyeksi sebesar 3,3 persen. Sementara untuk tahun 2019 dan 2021 
masing-masing sebesar 2,9 persen dan 3,4 persen. 
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B. Geo Politik 
 
1. Konstelasi Geo Politik Global 

Amerika Serikat dan China masih menjadi pemain dominan dalam 
percaturan geo politik global, baik terkait ekonomi maupun perebutan 
pengaruh politik dan keamanan diberbagai kawasan belahan dunia. 
Kawasan Timur Tengah masih menjadi pusat konflik antar negara. Meski 
persoalan di Syria sudah mulai mereda, kelompok ISIS sudah mulai 
dilumpuhkan, akan tetapi muncul konflik baru di Iran. Presiden Amerika 
Serikat, Donald Trump masih terus menebarkan ancaman perang terhadap 
Iran. 

Disisi lain China terus berusaha memperkuat pengaruhnya di negara-
negara berkembang melalu sektor ekonomi, China sangat aktif 
menggelontorkan paket investasi di negara-negara di Asia Afrika. Realisasi 
investasi China ke Indonesia pada 2019 mencapai US$ 4,7 miliar dari tahun 
sebelumnya sebesar US$ 2,4 miliar. Berdasarkan data BKPM, investasi 
China berada diurutan kedua terbesar. China menggusur posisi Jepang 
yang pada 2018 berada diurutan kedua dengan nilai investasi sebesar US$ 
4,95 miliar. Investasi Jepang pada 2019 turun menjadi US$4,31 miliar. 

Tren politik identitas menguat di beberapa negara, tidak hanya dinegara 
berkembang tapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat. Dibelahan 
dunia lain seperti India, Brazil, dan sebagian negara Eropa, politik identitas 
telah menjadi alat efektif untuk memenangkan kontestasi politik. 

 

2. Lingkungan Geo Politik Regional 

Tahun 2019 diwarnai dengan konflik perebutan klaim atas Laut China 
Selatan. Konflik ini semakin menguat karena China secara sepihak 
mengklain atas wilayah yang selama ini secara defacto sudah menjadi milik 
negara-negara disekitar Laut China Selatan, seperti Vietnam, Indonesia, 
Malaysia, dan Indonesia.  

Indonesia juga sempat memanas karena China melakukan intervensi yang 
sangat dalam di perairan Laut Natuna Selatan yang secara sah menjadi 
wilayah Indonesia, bahkan Presiden Indonesia, Joko Widodo secara 
langsung mengunjungi Pulau Natuna di Kepri.  

Dalam konteks hubungan regional kawasan Asia Pasifik, Indonesia harus 
bisa memerankan peran yang sentral, terutama dengan negara yang 
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berada dalam daerah perbatasan Indonesia, seperti Australia di selatan, 
Singapura, Malaysia, dan Filipina di utara. 

3. Lingkungan Strategis Nasional (catatan: terkait kebijakan pemerintah 
terhadap bidang pendidikan yang berdampak pada matinya lembaga2 
pendidikan swasta khususnya NU) 
Dalam kontestasi politik 2019, Pemilu legislatif 2019 berhasil 
menempatkan 9 partai menembus parliamentary threshold 4% dan 
mengirimkan wakilnya untuk duduk menjadi anggota DPR RI. Kesembilan 
partai itu secara berurutan adalah PDI-P (19,33 persen), Gerindra (12,57 
persen, Golkar (12,31 persen), PKB (9,69 persen), Nasdem (9,05 persen), 
PKS (8,21 persen), Demokrat (7,77 persen), PAN (6,84 persen), dan PPP 
(4,52 persen). Sementara itu dalam pemilu presiden Joko Widodo yang kali 
iniberpasangandengan KH Ma’ruf Amin berhasil mengungguli pesaingnya 
Prabowo Subianto – Sandiaga Uno 55,5% berbanding 45,5%. Joko Widodo 
– KH Ma’ruf Amin berhasil unggul di 21 provinsi, sementara Prabowo 
Subianto – Sandiaga Uno unggul di 13 provinsi. 
 
Dari sisi demografi Indonesia, paling tidak ada tiga faktor yang sangat 
dominan yang akan sangat menentukan wajah Indonesia kedepanya itu 
Komposisi Urban-Rural, Penduduk kelas menengah, dan Komposisi 
penduduk muda: 
1) Penduduk Urban. Bangsa Indonesia sejak dulu selalu dikenal sebagai 

bangsa agraris dimana mayoritas penduduknya tinggal di desa, namun 
Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan BPS tahun 2010 menunjukkan 
komposisi penduduk yang tinggal di kota semakin tinggi, 49,8% 
penduduk Indonesia sudah tinggal di kota pada tahun 2010 dan prediksi 
yang dilakukan BPS komposisi penduduk kota ditahun-tahun 
mendatang akan semakin meningkat cukup pesat bahkan ditahun 2015 
ini penduduk kota sudah lebih besar dibanding penduduk desa. 
Perubahan komposisi penduduk kota-desa bukan sekedar perubahan 
geografis saja, tapi lebih juga merupakan perubahan budaya, nilai-nilai 
sosial, perilaku, dan pola piker. 

2) Penduduk Kelas Menengah. Sejak 3 tahun terakhir wacana kelas 
menengah Indonesia menghiasi berbagai kajian dan tajuk berita. Secara 
jumlah kelas menengah Indonesia memang fantastis, BCG dalam 
laporannya menyebutkan tahun 2012 jumlah MAC (Middle-Class and 
Affluent Consumers) di Indonesia berjumlah 74 juta jiwa, McKinsey yang 
lebih konservatif menyebutkan kelas menengah Indonesia tahun 2012 
sebanyak 45 juta jiwa. Beberapa lembaga domestik bahkan 
menyebutkan jumlah lebih fantastis, menurut merekea paling tidak 140 
juta penduduk Indonesia adalah kelas menengah. 
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3) Penduduk Muda. Data BPS menunjukkan bahwa secara usia, penduduk 
Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk dengan usia muda, mereka 
yang kemudian disebut sebagai Gen Z dan Milenial. Gen Z adalah 
mereka yang lahir 1998 hingga 2010, artinya mereka saat ini berusia 9 – 
21 tahun, sementara Milenial adalah generasi yang lahir 1981 – 1997. 
Menurut BPS jumlah Gen Z saat ini berjumlah 29,23% (BPS, 2017), 
generasi milenial berjumlah 33,75%, dan Gen X yang berjumlah 25,74%. 
Perbedaan perilaku antar generasi terjadi terutama didorong oleh 
teknologi internet. Internet dan dunia digital bagi sebagian orang telah 
menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Gen X 
sebagai generasi yang sebagian besar masa remajanya hidup diera 80an 
dan 90an awalnya tidak telalu mengenal internet sehingga mereka 
dalam dunia digital sebenarnya adalah imigran. Milenial adalah generasi 
pertama yang secara cepat mengenal teknologi internet, sehingga 
mereka bisa dikatakan sebagai generasi internet. Konsumsi Gen Z lebih 
tinggi dibanding dua generasi sebelumnya terutama didorong oleh 
penggunan penggunaan gadget, karena itu Gen Z bisa dikatakan adalah 
mobile generation. Semakin muda generasi, semaktin tinggi pula tingkat 
penetrasi dan konsumsi internetnya. Paham intoleran dan radikalisme 
masih menjadi ancaman, paham ini justru tumbuh subur di kalangan 
perkotaan, kelas menengah, dan anak muda. Beberapa survei 
menunjukkan bahwa di 3 kelompok inilah potensi keterpaparan paham 
intoleran dan radikalisme cukup tinggi. 
 

C. Kondisi Umum Jamiyah dan Jamaah NU 
 
1. Realitas Kualitas Jamiah NU (struktur, pengurus, kantor, program) 

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan 
terbesar di Indonesia. Berbagai survei menunjukkan bahwa jumlah warga 
NU mencapai 40 – 55 % dari total penduduk muslim Indonesia. 

Secara spritual, NU adalah organisasi ulama yang didirikan oleh kyai-kyai 
yang sudah teruji kealimanannya, secara rasional NU adalah organisasi 
yang memiliki infrastruktur paling lengkap baik dari aspek kewilayahan 
maupun sektor aktivitasnya. NU disatukan oleh satu nilai-nilai (shared 
values) yang sama, yakni Ahlusunnah waljamaah dan prinsip keagamaan 
yang kuat yaitu yaitu tawassuth (moderat), tawazzun (seimbang), dan 
i’tidal (tegak lurus). NU secara formal ditopang oleh PW, PC, MWC, hingga 
ranting yang tesebar dihampir pelosok Indonesia. NU juga secara informal 
didukung oleh jejaring pesantren dan Kyai yang menjadi daya perekat 
warga NU. 
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NU dilahirkan oleh ulama-ulama besar dan hingga kinipun juga masih 
melahirkan ulama-ulama yang memiliki kealiman yang tinggi. Karisma 
tokoh kyai yang mumpuni akan selalu menjadi daya tarik yang kuat untuk 
membuat orang-orang ikut bergabung dengan NU. 

2. Realitas Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Jamaah NU  

Sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan maka NU diharapkan 
mampu menjadi yang terdepan dalam memberikan perlindungan dan 
pelayanan kepada jamaahnya, baik yang terkait keagamaan maupun 
kemasyarakatan dalam arti luas.  

Dari aspek keagamaan, jamaah NU membutuhkan perlindungan dalam 
menjalankan praktek ritual keagamaan ala ahlusunnah waljamaah an-
nahdliah dari kelompok-kelompok yang sering membid’ahkan amaliyah 
warga NU. Berbagai upaya telah dilakukan baik melalui ceramah maupun 
penerbitan buku yang memperkuat legitimasi atas berbagai amaliah ritual 
keagamaan NU.  

Dari aspek kemasyarakatan, kehadiran program NU-Care dari Laziz NU 
merupakan bentuk nyata pengabdian NU dalam memberikan layanan bagi 
masyarakat – tidak hanya warga NU – yang terdampak bencana.  

Meski demikian bentuk layanan NU perlu ditingkatkan terutama untuk 
kelompok masyarakat perkotaan, kelas menengah, dan anak muda, agar 
kehadiran NU semakin dirasakan oleh ketiga kelompok masyarakat 
Indonesia yang sangat dominan di Indonesia dimasa mendatang. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN NAHDLATUL ULAMA 

 

A. Tiga Masalah Pokok Bangsa 
 
1. Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa 

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum 
terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan 
antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi 
sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, 
energi, keuangan dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan 
kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (tangible) 
maupun bersifat non-fisik (intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya.  

Harapan akan perkuatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh 
ketiga negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup 
yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan 
ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan 
atas hutang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, 
dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat 
dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya 
cadangan minyak nasional.  

Sejatinya, UU dan kebijakan perekonomian berorientasi pada alokasi 
sumber-sumberdaya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Parahnya, pasca Amandemen Pasal 33 UUD 1945, yang membolehkan 
swasta terutama asing menguasai hajat hidup orang banyak, hamper semua 
sector strategis baik disektor sumberdaya alam, pangan, perbankan, industri 
strategis sudah berada ditangan asing. Bahkan dengan leluasanya asing 
memiliki tanah.Tak ayal, terjadilah penguasaan asing atas tanah. Hal ini bisa 
dilihat bahwa setiap pembangunan gedung modern baik apartemen 
maupun mall oleh swasta asing diberbagai kawasan selalu disertai 
pelenyapan suatu komunitas yang tinggal dikawasan tersebut. Kalau ini 
dibiarkan penduduk negeri ini akan tersingkir dan seluruh tanah dikuasai 
oleh kelompok asing.  

Ketika sistem liberal tidak membolehkan Negara menguasai sector strategis, 
seperti pangan, energi, dan sumberdaya air termasuk sektor strategis 
lainnya, maka sepenuhnya diserahkan pada swasta yang menggunakan 
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mekanisme pasar, sehingga terjadi monopoli dan harga tidak terkendali. 
Barang yang semestinya digunakan untuk melayani dan memenuhi 
kebutuhan rakyat dijadikan dagangan oleh swasta sehingga rakyat tidak 
terpenuhi hajat hidupnya. Hal itu juga mulai merambah disektor jasa seperti 
bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi yang mulai dimonopoli asing, 
sehingga semakin kurang layanan terhadap rakyat atau warga negara yang 
seharusnya dijamin kebutuhan pokoknya. 

2. Krisis Kepribadian bangsa. 

Karakter merupakan watak berbasis nilai-nilai ideal yang menjadi ciri 
pembeda dan nilai lebih atas manusia kebanyakan. Etos kerja dapat 
dimaknai sebagai spirit yang mendorong manusia mampu melahirkan 
kualitas kerja dan hasil yang optimal. Komitmen kemanusiaan merupakan 
sikap moral untuk meninggikan nilai-nilai kemanusiaan pada posisinya yang 
pantas atau layak. Adapun komitmen sosial merupakan nilai-nilai kesetiaan 
untuk selalu solider terhadap sesama manusia atau lingkungan sosial.  

Individualisme dipompa liberalisme yang semakin menguat. Sebagai paham 
yang mengutamakan kebebasan individual, liberalisme memecah, 
mencairkan, dan mengurai ikatan-ikatan sosial. Peran negara dicoba untuk 
dihapus, demi berkuasanya pasar bebas. Manusia diasingkan dari budaya 
komunal (guyub rukun, gotong royong) sehingga mudah dikuasai dan 
dijadikan taklukan. Kebersamaan digantikan persaingan 
(kompetisi/kontestasi).  

Dominasi dan hegemoni kapitalisme dan liberalisme melahirkan reaksi 
berupa penguatan atas kelompok berbasis agama yang berupaya 
menciptakan budaya tanding, namun penolakan yang dilakukan kelompok 
tersebut sangat ekstrem. Mereka juga berusaha memaksakan keyakinan dan 
seluruh nilai-nilai kebenaran mereka di masyarakat. Pluralisme dianggap 
sebagai gangguan. Muncullah sikap-sikap intoleran atas segala perbedaan. 

3. Masih tingginya Arus Radikalisme dan Intoleransi 

Dewasa ini, perkembangan gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam di 
Indonesia semakin massif.Bahkan beberapa lembaga pendidikan terindikasi 
sudah terinfiltrasi dan menjadi tempat persemaian paham tersebut. Hal ini 
menyadarkan kita bahwa sasaran dari gerakan Islam radikal tidak lagihanya 
menyasar pada kalangan mahasiswa di perguruan tinggi, tapijuga sudah 
massif menyasar kalangan siswa yang notabene berada di pendidikan dasar 
dan menengah. Keberadaan gerakan Islam radikal yang berorientasi 
mewujudkan Negara Syariat Islam ini merupakan ancaman nyata bagi 
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keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) da Pancasila. 
Bahkan juga menjadi ancaman bagi kemajemukan bangsa Indonesia yang 
selama ini menjadi pondasi kestabilan sosial dan budaya di kalangan 
bangsaIndonesia.Dengandemikian maka perlu dilakukan upaya revitalisasi 
lembaga pendidikan sebagai penangkal gerakan radikal yang 
mengatasnamakan agama. 

Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa 
pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong royong, serta meminggirkan 
kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik 
sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati 
dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia 
sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untak tidak bersedia hidup bersama 
dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi 
intoleransi dalam bentak kebencian, permusuhan, diskriminasi dan tindakan 
kekerasan terhadap "yang berbeda". Kegagalan pengelolaan keragaman itu 
terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi 
sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial.  

Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang 
begitu cepat telah melahirkan "dunia tanpa batas" (borderless-state), yang 
pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture 
shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda 
Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas 
primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan 
yang lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan 
antara dua arus kebudayaan. Di satu sisi, manusia Indonesia dihadapkan 
pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang 
menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus 
kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial ditengah 
derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelo1a dampak 
persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi 
pembangunan karakter bangsa (nation and character building). 

B. Tantangan Utama NU 
 
1. Dakwah Era Digital dan Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi 

Saat ini masyarakat Indonesia dan juga dunia sedang berada di era revolusi 
industri 4.0. Hal tersebut berimbas kepada sejumlah perubahan. Fase literasi 
juga mengalami perubahan yang demikian cepat. Kalau awalnya ditunjukkan 
dengan budaya lisan, berubah menjadi tradisi tulis tangan kemudian 
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berubaah lagi menjadi tulisan cetak dan sekarang menghadapi tulisan digital 
berbasis online.Revolusi Industri 4.0 merupakan konsep penggabungan 
teknologi digital dan internet dengan industri konvensional yang pada 
akhirnya bertujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan layanan 
konsumen secara signifikan. Sehingga menyediakan peluang sekaligus 
tantangan dalam konteks dakwah. 

Terjadinya perubahan era menjadikan teknologi berkembang sangat luar 
biasa, sekaligus membawa efek positif dan negatif bagi masyarakat. 
Masyarakat mau tidak mau akan berhadapan dengan dampak dari era 4.0 
ini dalam bentuk agresipolitik, kultural, ekonomi, dan ideologi yang 
memarjinalisasikan dan mendiskualifikasikan struktur tradisional masyrakat 
yang telah mapan. Pada dataran ini gerakan dakwah dituntut mampu 
memberikan paradigma-paradigma baru yang mampu mentransfer pesan-
pesan ajaran Islam kepada masyarakat. Signifikansi dakwah dalam 
perkembangan tata nilai masyarakat, adalah bagaimana carapandang 
masyarakat yang berubah tersebut, diarahkan kepada nilai-nilai positif yang 
berasal dari cara pandang dan ajaran Islam. Dengan demikian, perubahan 
tersebut tetap berada pada koridor ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, 
Dakwah yang dilakukan oleh NU harus tetap ada dalam perkembangan dan 
perubahan tata nilai di masyarakat. 

2. Dakwan NU kepada Masyarakat Urban (Urban (perkotaan, perkantoran, 
budaya,) akibat perkembangan ekonomi dan teknologi informasi Pesatnya 
Perkembangan Teknologi Informasi) 

Dalam konteks pergeseran desa-kota, pertumbuhan ekonomi 
menggerakkan perubahan struktur ekonomi dari desa ke kota. Hasil Sensus 
Penduduk 2010 juga menunjukkan proporsi penduduk yang tinggal dikota 
semakin tinggi ,dimana 49,8 penduduk Indonesia tinggal dikota. Diprediksi 
penduduk desa Indonesia tahun 2030 hanya tingga l20% saja. Sementar aitu 
jumlah penduduk perempuan Indonesia lebih banyak dari pria terbantahkan 
dari hasil Sensus Penduduk2 010, meski beda tipis untuk pertama kali dalam 
sejarah Indonesia penduduk pria lebih banyak (50,34%) dari penduduk 
wanita.  

Beberapa tahun ke depan merupakan tahun penting sebagai transisi dari 
masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan informasi. Tanda-
tandanya sudah kelihatan, sekarang sebagian besar penduduk desa telah 
menggunakan handphone, bahkan anak mudanya sudah biasa berselancar 
di dunia dan bersosialisasi menggunakan media sosial. Penggunaan 
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teknologi informasi baik di kota maupun desa mengalami pertumbuhan yang 
tinggi.  

Pada beberapa tahun mendatang, komposisi demografi penduduk Indonesia 
juga ditandai dengan banyaknya penduduk berusia antara 15-34 tahun, 
sebanyak 34,47 % atau hamper 82 juta penduduk. Paling tidak ada tiga 
alasan yang mendasarinya. Pertama, anak muda adalah sumber penting 
tenaga kerja produktif. Kedua, karakter muda yang suka mencoba hal baru 
dan kreatif merupakan sumber inovasi. Ketiga, anak muda merupakan salah 
satu sasaran pasar konsumtifter utama untuk industri budaya popular (pop 
culture).  

Oleh sebab itu, NU harus merspon dinamika pergeseran Desa-Kota yang 
terjadi saat ini.Nahdlatul Ulama perlu meningkatkan intensitas dakwah yang 
menyasar kepada masyarakat perkotaan. Hal itu mengingat demografi 
masyarakat di perkotaan terus meningkat, di samping karakternya yang 
relative berbeda dari masyarakat perdesaan juga membutuhkan strategi 
dakwah tertentu. 

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan 
Kesejahteraan Ekonomi 

Bonus demografi akan menjadi berkah pembangunan jika didukung oleh 
ketersediaan SDM yang berkualitas. Faktanya, indeks pembangunan manusia 
atau human development index (HDI) Indonesia masih belum mendekati 
harapan. HDI Indonesia berada diurutan 111 dari 182 negara didunia, dan 
urutan 6 dari 10 negara ASEAN di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei 
dan Singapura. Tingkat HDI ini terbukti dari belum kompetitifnya pekerja 
Indonesia di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Sektor domestik 
alias pembantu masih menjadi pilihan bagi para TKI di luar negeri. 
Sementara didalam negeri, peluang kerja dan posisi strategis didominasi 
oleh tenaga kerja asing. 

Permasalahan pembangunan SDM ini harus segera diselesaikan, yaitu 
dengan cara memperbaiki kualitas modal manusia: mulai dari pendidikan, 
kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan atas teknologi. 
Dalam jangka pendek, solusi yang bisa ditempuh adalah dengan peningkatan 
keterampilan kepada usia-produktif, utamanya dalam kerangka melahirkan 
individu-individu yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. 
Dalam jangka panjang, pemerintahp erlu membuat kebijakan proteksi agar 
aset-aset Negara tidak dikuasai oleh para tenaga kerja asing. 
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Dalam bidang ekonomi, NU berkepentingan untuk mengembalikan mazhab 
ekonomi kepada rumusan awal para Founding Fathers sebagaimana telah 
dituangkan di dalam Pasal 33 UUD 1945: [1] Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. [2] Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh Negara .[3] Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kontruksi konkretnya adalah pemihakan Negara pada sentra-sentra 
ekonomi rakyat yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di 
bidang ekonomi. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasa l27 ayat 2 dan Pasal 34, 
peran Negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain sebagai berikut: 
(1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan 
pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga 
negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) 
memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 

Berdasar data Koperasidan SIUP (Surat Ijin Usaha dan Perdagangan) ditahun 
2013, pegiat ekonomi mikro di Indonesia mencapai 98,78 persen dengan 
omset 300 juta pertahun atau 25 juta perbulan. Jumlah yang besar ini 
memerlukan pemihakan yang lebih substantif dan berjangka panjang karena 
berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Oleh karenanya, pemihakan ekonomi rakyat harus berorientasi pada 
perubahan struktural, yaitu dengan cara memperkuat posisi dan peran 
ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini 
meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, 
dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke 
kemandirian. Perubahan structural ini mensyaratkan langkat-langkah dasar 
yang meliputi pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan 
teknologi, dan pemberdayaan sumberdaya manusia. 

Langkah-langkah dasar tersebut meliputi: Pertama, memberi peluang atau 
akses yang lebih besar kepada aset produksi. Hal yang paling mendasar 
adalah akses pada permodalan untuk investasi dan untuk kerja. Untuk 
mempermudah akses pelaku ekonomi kerakyatan terhadap lembaga 
keuangan, maka perlu dibentuk lembaga permodalan yang spesifik untuk 
penguatan ekonomi kerakyatan. 
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Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat; 
Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka 
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; Keempat, kebijaksanaan 
pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat 
yang terkait dengan industri besar; Kelima, kebijaksanaan ketenagakerjaan 
yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal 
wirausaha baru, yang nantinya akan berkembang menjadi wirausaha kecil 
dan saling menunjang; Keenam, pemerataan pembangunan antar daerah. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN PROGRAM NAHDLATUL ULAMA 

 

A. Gerakan Penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah 
 
1. Penguatan Paham ke-NU-an 

 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Pengkuatan paham ke-NU-an seiring dengan perkembangan sosial, 
budaya, politik, dan ekonomi menjadi sebuah tugas penting di tengah 
peradaban yang semakin sengkarut di semua kelompok masyarakat. 
Tugas utama dari Nahdlatul Ulama adalah penyebaran paham faham, 
sehingga tugas ini harus menjadi agenda program utama Nahdlatul 
Ulama.  

Seiring peningkatan ekonomi negara, maka wilayah desa yang 
merupakan basis masyarakat NU berkembang menjadi kota dengan 
perubahan pada pola hubungan masyarakatnya, sehingga menjadi 
puritan dan menjauh dari tradisi dakwah NU. Di sisi lain, kelompok 
masyarakat milenial membesar yang mana kelompok masyarakat ini 
memiliki pola perilaku tersendiri dan seolah terpisah dari pengajaran 
ulama khas NU beberapa dekade sebelumnya.  

Seiring dengan perkembangan kelompok masyarakat perkotaan, timbul 
masyarakat kelas menengah dan profesional, yang memiliki pola 
keterhubungan yang berbeda pula. Tipe-tipe kelompok-kelompok 
masyarakat di atas memiliki pola kehidupan masyarakat yang mirip, 
yaitu bahwa mereka cenderung untuk melakukan sesuatu yang instan 
tanpa bertele-tele, termasuk mengenal ajaran agama, pola hidup 
puritan dan individualis, namun memiliki kehausan akan ilmu agama, 
gemar menjadi trending, dan suka berderma.  

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah mengembangkan 
gerakan penyebaran Islam ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah untuk 
mewujudkan umat yang memiliki karakter tawasuth, tawazun, i’tidal, 
tasamuh. Pengkuatan paham aswaja an nahdliyah dilingkungan 
masyarakat, khususnya masyarakat urban dan perkotaan. Hal ini 
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diperlukan karena adanya cengkeraman begitu kuat dari kelompok 
pendakwah paham radikal yang semakin lama semakin menguat.  

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Memiliki think-tank atau war-room yang menganalisis potensi trend 
masyarakat ke depan sebagai target dakwah Nahdlatul Ulama 

2) Menetapkan tujuan dakwah dalam kelompok masyarakat di atas dan 
menetapkan langkah-langkah secara terencana yang harus dilakukan 
oleh perangkat-perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terkait yang 
sesuai dengan kategori kebutuhan masyarakat yang harus dilayani 
(sektor pendidikan, kesehatan, pengajian perkantoran, siraman 
rohani kompleks perumahan, dan sejenisnya) 

3) Menetapkan target yang harus dicapai dan mekanisme monitoring 
terhadap langkah-langkah perangkat organisasi terkait dalam 
mencapai tujuan dakwah. 

4) Meningkatnya peran para pendakwah NU untuk membangun 
kelompok masyarakat mampu berderma melalui kanal-kanal infak, 
shodaqoh, zakat dalam pengelolaan Nahdlatul Ulama untuk 
mencegah “terkumpulnya bahan bakar pada tungku pembakaran 
masakan intoleransi”  

5) Peningkatan pelaksanaan Kaderisasi NU untuk membangun 
pemahaman yang sama tentang Islam Aswaja an anhdliyah baik 
sebagai ideologi maupun metode gerakan. 

6) Tersusunnya standarisasi Aswaja yang secara resmi PBNU sebagai 
acuan dan adanya sejumlah Dai di setiap PCNU dan MWC NU, PTNU, 
Pendidikan NU, Pesantren NU. 
 

2. Penguatan Dakwah Berbasis Teknologi Informasi 
 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Masyarakat nahdliyin yang jumlahnya sangat besar harus dibarengi 
dengan kemampuan organisasi yang dapat melayani dan melindungi 
jamaahnya, kemampuan tersebut dalam era saat ini sangat 
membutuhkan teknologi informasi.  

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini dengan adanya gejala sosial 
media dan layanan lifestyle berbasis teknologi informasi telah mengubah 
masyarakat dalam mencari sumber keilmuan agama. 
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Di sisi lain, masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi keilmuan yang 
rendah, menyebabkan banyak di antaranya sangat mudah menerima 
berita-berita hoax yang dapat merugikan organisasi dan jajaran Nahdlatul 
Ulama, menjauhkan mereka dari Nahdlatul Ulama, dan terancamnya 
masyarakat dari perpecahan dengan memanfaatkan unsur-unsur agama. 

Disadari saat ini, bahwa kelompok maupun masyarakat berafiliasi 
Nahdlatul Ulama lebih sering tertinggal dalam penciptaan isu, sehingga 
terjebak untuk reaktif dalam menanggapi suatu masalah. Hal ini salah 
satunya disebabkan adanya kekurangan koordinasi dari para pengurus 
organisasi NU untuk secara cepat mengantisipasi isu dan memutuskan 
perkiraan jawaban untuk kemudian disebar secara merata dan 
terkoordinir oleh para pengurus organisasi NU secara cascading dari 
pusat ke wilayah-wilayah dan cabang-cabang.  

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah memperkuat dakwah NU 
berbasis teknologi informasi sehingga dapat menciptakan pengaruh yang 
kuat kepada masyarakat. Pengaruh tersebut dapat diwujudkan jika NU 
mampu memiliki media komunikasi berbasis teknologi yang dapat 
digunakan dan penguatan sumberdaya manusia yang berkemampuan 
melakukan perang dunia digital.  

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Mengembangkan think tank / war room untuk menganalisis 
perkembangan medan dakwah dan menghasilkan tema besar untuk 
diturunkan menjadi content dakwah 

2) Mengembangkan dan memperkuat simpul-simpul jejaring dari pusat 
sampai wilayah dan wilayah sampai cabangdan memberikan 
kewenangan kepada simpul-simpul jejaring untuk mengkreasikan 
bentuk content dengan menyesuaikan target yang dituju (kelompok 
masyarakat berbasis umur, jenis kelamin, lokasi, dll) 

3) Melakukan monitoring dan pengukuran dampak penyebaran untuk 
melakukan perbaikan-perbaikan berkesinambungan; dan 
Untuk kebutuhan internal/terbatas, NU perlu memodifikasi media 
komunikasi baru tersendiri layaknya whatsapp ataupun telegram 
sebagai alat koordinasi. 
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3. Perluasan Dakwah Aswaja an-Nahdliyah secara Global 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Pergeseran politik dunia akibat gelombang globalisai berdampak besar 
bagi dunia Islam, terutama sejak terjadinya Arab spring atau Arab 
dissaster yang digerakan kelompok Islam radikal dan kekuatan liberal, 
yang berimplikasi pada tergusurnya kekuatan moderat, Islam 
Ahlussunnah waljamaah. Hampir semua negara Timur Tengah, Asia 
Tengah dan Asia Selatan diwarnai dengan berbagai konflik dan 
ketegangan bahkan perang, mulai dari Tunisia, Libya, Mesir, Yaman, 
Lebanon, Syria, Sudan, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, dan 
Banglades termasuk India. Kelompok Aswaja yang selama ini berperan 
sebagai penjaga keseimbangan makin terpinggir. Maka, hanya Aswaja di 
Indonesia yang relatif kokoh, karena diorganisir secara rapi dalam 
organisasi NU. Dengan prinsip tawasuth, tawazun dan tasamuh-nya, NU 
berhasil menjaga Aswaja sekaligus menjaga stabilitas kawasan. 

Banyak pimpinan dan ulama Aswaja dunia sangat berharap NU sebagai 
kekuatan Aswaja yang besar dan masih relatif kokoh, tampil sebagai 
penopang Aswaja dunia. Mereka juga mulai banyak belajar mengenai 
strategi mengorganisir Aswaja sebagai sebuah kekuatan sosial. Selaian itu 
peran NU sebagai penyelamat kebebasan bermadzhab di haramain, serta 
menyelematkan Makam Nabi dalam Komite Hejaz 1924, mulai mereka 
perhitungkan kembali. Mereka berharap saat ini ketika Timur Tengah 
kisruh, NU bisa ambil peran kembali (menjadi pelopor gerakan juru damai 
Islam dan pemberi rahmat bagi alam semesta).  

b. Capaian Hasil 

• Konsolidasi dakwah dan implementasi ajaran Ahlu Sunnah waljamaah 
an-Nadliyah sebagai mainstream ajaran Islam internasional (dan 
nasional) di negara-negara yang umat Islamnya signifikans;  

• Soft Diplomasi NU untuk implementasi Keputusan Munas NU 1981 di 
Kaliurang; Dekalarasi NU pada International Summit of Moderate 
Islamic Leaders (ISOMIL) Jakarta 2016; dan Piagam Persaudaraan 
Kemanusiaan (Watsiqat al-Ikhwah al-Insaniyah) Abu Dhabi 2019. 

• Inisiasi NU kepada jaringan ulama internasional, negara-negara 
muslim dan para pihak yang terlibat konflik untuk mengefektifkan 
solusi masalah dan jalan keluar secara damai.  

• Desakan NU kepada OKI untuk lebih aktif dan serius memediasi konflik 
secara damai; termasuk inisiasi pembentukan institusi permanen atau 
institusi khusus dalam OKI dan organisasi-organisasi Islam lainnya 



MATERI MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2021 
 

123 
 

untuk menangani berbagai konflik melalui mediasi, resolusi, dan 
rekonsiliasi. 

 
c. Arah Kebijakan dan Strategi 

• Membangun citra positif Aswaja an-Nadliyah dan kaum nahdliyyin 
menjadi pelopor gerakan juru damai Islam pemberi rahmat bagi alam 
semesta (rahmatan lil alamien) dengan dakwah melalui komunikasi 
visual yang positif di berbagai media massa, baik cetak maupun 
elektronik. 

• Meningkatkan peran Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di berbagai 
negara, termasuk menjalin kontak yang lebih intensif dengan pihak-
pihak lain yang bisa diajak kerjasama, baik untuk mengkampanyekan 
Aswaja an-Nadliyah (Islam nusantara) maupun sebagai jaringan untuk 
memaksimalkan keterlibatan NU dalam mewujudkan perdamaian 
dunia dan resolusi konflik di berbagai kawasan. 

• membuka International Office yang secara khusus mengurusi 
kerjasama-kerjasama NU dengan dunia internasional dalam berbagai 
program. 

• Memperkuat kewaspadaan dan daya tolak ummat terhadap 
radikalisme, ekstrimisme dan terorisme, termasuk pencegahan dini 
terhadap potensi konflik sosial keagamaan; termasuk membangun 
aliansi dan kerjasama internasional untuk menangkal radikalisme 
ekstrimisme, terorisme, dan ancaman kekerasan yang mengatas-
namakan Islam dan kaum muslimin.  

 

B. Gerakan Mengembangkan Khidmah Bagi Jama’ah Nahdlatul Ulama 
 

1. Penguatan Tupoksi Lembaga dan Banom 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Pada beberapa periode pengelolaan lembaga dan badan otonom 
Nahdlatul Ulama, terlihat adanya perbaikan kuantitas dan kualitas 
aktivitas, namun dirasakan bahwa pergerakan secara menyeluruh 
lembaga dan banom belum membentuk sebuah gerakan yang kompak 
dan tersinergi. 

Permasalahan tersebut ditengarai adanya tumpang tindih pelaksanaan 
program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tiap lembaga dan 
banom, di sisi lain hal ini menyebabkan demotivasi bagi pengurus-
pengurus lembaga dikarenakan adanya konflik kepentingan, sehingga 
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menyebabkan rencana-rencana lembaga yang sudah ditetapkan tidak 
terlaksana dengan baik. 

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya peran, 
fungsi dan manajemen kelembagaan, manajemen sistem informasi di 
semua tingkatan untuk pencapaian visi dan misi NU. Hal ini harus 
ditoopang dengan adanya grand design rencana program organisasi dan 
tata kelola manajemen yang terintegrasi, tersistem dan terstruktur, 
sehingga semua lembaga dan badan otonom dapat mengoptimalkan 
realisasi program kerja dengan berdasar pedoman organisasi.  

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Menetapkan desain perencanaan program yang tersistem, 
terstruktur dan terintegrasi terhadap semua institusi yang ada di NU. 

2) Memperkuat task force program yang dikomandani oleh Pengurus 
Harian NU untuk mengoptimalkan seluruh rencana program dapat 
direalisasikan dalam bentuk mengawal untuk menetapkan rencana 
program kerja, memfasilitasi, dan melakukan monitoring pencapaian 
sasaran program kerja dan kinerja secara berkala 

3) Menetapkan tugas pokok dan fungsi tiap lembaga dan banom secara 
jelas dan tegas sebagai basis penyusunan perencanaan kegiatan 
selama masa khidmat. 

4) Menetapkan mekanisme evaluasi terhadap kinerja kelembagaan 
berdasarkan monitoring dan review pencapaian sasaran kerja 
berbasis pada pencapaian sasaran kerja. 

 

2. Penguatan Pelayanan dan Pelindungan Jama’ah 
 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Kemampuan menemukenali segment kelompok jamaah dan 
kebutuhannya menjadi isu permasalahan terkini, sehingga menyebabkan 
organisasi NU tidak efektif dalam menetapkan rencana dan 
melaksanakan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah.  

Segment jamaah di tiap area dan wilayah memiliki keumuman dan 
keunikan yang menyebabkan respon pelayanan yang harus 
menyesuaikan keunikan kebutuhan kelompok jamaah, seperti di daerah 
perkotaan, pedesaan, pantai, kelompok mahasiswa, perkantoran, wanita 
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profesi, ibu rumah tangga, anak muda, orang dewasa, maupun orang-
orang tua manula, dsb. 

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah adanya beragam khidmah 
bagi jama’ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan 
kesejahteraannya serta untuk kemandirian jamiyyah NU. Penciptaan 
layanan kepada umat menjadi kunci keberhasilan NU dalam menghadapi 
perubahan sosial. Hal ini harus ditopang dengan memperkuat jaringan 
dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam 
maupun luar negeri. 

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Penetapan role model pengembangan layanan sosial dan 
pengembangan kualitas SDM dan kualitas kesejahteraan jamaah 

2) Menyusun pemetaan demografi jama’ah NU untuk memperkuat 
efektifitas pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah 

3) Membangun institusi-institusi layanan sosial NU, misalkan rumah 
sakit, balai kerja, lembaga pendidikan, dan lainnya 

4) Memperkuat fasilitasi untuk menopang aktivitas kerja baik itu (kantor) 
dan dukungan relasi jaringan untuk pendanaan program. 
 

3. Penguatan Pusat Informasi dan Layanan Jamaah 
 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Salah satu permasalahan utama pada kemampuan memberikan 
pelayanan kepada jamaah adalah adanya kebingunan masyarakat untuk 
mengakses pelayanan NU. Masyarakat kesulitan memperoleh informasi 
tentang perkembangan NU, informasi terkini layanan NU kepada jamaah 
seperti informasi ustadz, cara menyalurkan zakat infaq dan sedekah, 
memperoleh fatwa-fatwa untuk permasalahan yang urgent di 
masyarakat seperti hukum waris setelah ditinggal meninggal dunia. 

Terdapat perbedaan di antara klasifikasi masyarakat berdasarkan lokasi, 
apabila di pedesaan, jamaah akan dengan mudah menghubungi kyai dan 
pesantren untuk memperoleh layanan jamaah, namun di perkotaan dan 
kelompok masyarakat yang membutuhkan kepraktisan serta cenderung 
individualis memerlukan penanganan permasalahan yang berbeda. 
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Apabila diperlukan, mereka mungkin dapat mengakses ke gedung-
gedung Nahdlatul Ulama, namun mereka kesulitan untuk bertemu 
dengan PIC (personal in charge) yang fokus dapat memenuhi 
kebutuhannya atau memberikan solusi permasalahannya pada waktu 
dibutuhkan. 

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah terbangunnya pusat 
pelayanan informasi tentang NU sebagai bentuk pelayanan kepada 
jamaah yang ingin mendapatkan informasi dan bantuan di kantor-kantor 
NU dan di lokasi-lokasi yang ramai dikunjungi oleh banyak kelompok 
masyarakat. Pusat Informasi dan Layanan Jamaah ini harus didukung 
dengan berbagai data informasi tentang NU dan bentuk-bentuk 
pelayanan publik yang dimiliki oleh NU.  

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Membangun pusat pelayanan informasi di seluruh kantor-kantor NU 
di tingkat pusat, sampai ranting juga di semuan institusi NU. Titik 
pelayanan ini adalah saluran perpanjangan layanan NU di kantor NU 
tingkat pusat, wilayah, ataupun cabang dengan menggunakan basis 
sistem informasi yang terintegrasi 

2) Menyiapkan informasi kontak melalui nomor pendek contact center 
berbasis telepon (contoh 501926), bot chat di website resmi NU, dan 
email. Titik pelayanan ini adalah saluran perpanjangan layanan NU di 
kantor NU tingkat pusat, wilayah, ataupun cabang dengan 
menggunakan basis sistem informasi yang terintegrasi 

3) Pembuatan standard pelayanan kepada jamaah yang meliputi antara 
lain: pedoman jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang 
sering dipertanyakan oleh jamaah 

4) Penyelesaian permasalahan dan informasi jamaah yang 
menyampaikan permasalahan harus dicatat sebagai basis data baru 
dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan secara 
mandiri oleh PBNU untuk pengembangan layanan yang lebih baik. 
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C. Gerakan Memperjuangan Kebijakan Publik 
 
1. Penguatan Inisiasi terhadap Kebijakan Publik 

 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Jamaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama adalah bagian utama Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sehingga sudah selayaknya memperoleh 
perhatian dan pelayanan dari pemerintah. Namun dalam kenyataannya, 
jamaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama sering tidak turut serta dalam 
inisiasi kebijakan pemerintah terhadap kepentingan umum. 

Dampak yang terjadi adalah Nahdlatul Ulama sering hanya menjadi 
penonton dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah, 
sehingga kebijakan-kebijakan tersebut tidak menguntungkan bahkan 
tidak berpihak kepada jamaah maupun jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai 
bagian perhatian pemerintah. 

Nahdlatul Ulama harus memahami bahwa kebijakan publik yang 
diputuskan pemerintah berasal dari proses panjang yang dimulai dari 
inisiasi, dengar pendapat, sampai dengan pemutusan kebijakan yang 
mana Nahdlatul Ulama harus terlibat aktif dalam runtutan prosesnya. 

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah adanya kemampuan 
pengurus NU dalam mempengaruhi para pengambil kebijakan agar 
produk kebijakan publik berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam 
upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kekuatan organisasi 
secara nyata adalah ketika NU terlibat aktif dalam pengawalan proses 
inisiasi penentuan kebijakan publik sampai dengan proses penetapan 
keputusan kebijakan oleh pemerintah. 

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Pelaksanaan pendidikan untuk membangun kemampuan menyusun 
kebijakan publik. Prioritas pendidikan ini adalaah untuk pengurus NU 
seluruh tingkatan. 

2) PBNU melalui lembaga dan banomnya meneruskan rekomendasi-
rekomendasi evaluasi kebijakan publik kepada pemerintah dan para 
pihak pemangku kepentingan serta para trend-setter di sosial media  

3) Titik-titik pelayanan Nahdlatul Ulama, baik di lingkup kantor maupun 
titik pelayanan di tempat keramaian masyarakat, harus mampu 
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menampung aspirasi atau keluhan masyarakat terhadap kebijakan 
publik yang ditetapkan pemerintah untuk diteruskan sebagai masukan 
kepada think-tank atau warroom advokasi Nahdlatul Ulama. 

 

2. Penguatan Advokasi Kebijakan Publik 
 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Setiap tahun pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan publik di 
berbagai bidang seperti sosial, keagamaan, politik, ekonomi yang 
menyangkut hajat hidup masyarakat bangsa Indonesia secara 
menyeluruh. 

Namun Nahdlatul Ulama selaku salah satu komponen utama bangsa 
Indonesia sering tidak tersentuh oleh kebijakan publik tersebut, sehingga 
kebijakan tersebut tidak memihak kepada kebutuhan warga jamaah dan 
jam’iyah Nahdlatul Ulama. 

Diperlukan kesadaran yang menyeluruh terhadap pemahaman kebijakan 
publik yang telah ditetapkan pemerintah dan dampak yang diperoleh bagi 
Nahdlatul Ulama. 

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah adanya kebijakan publik 
untuk membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan 
perspektif NU. Kemampuan warga NU berada pada pusat-pusat ruang 
public dan strategis harus menjadi kunci untuk memperjuangkan nilai-
nilai ke NU an dalam perumusan kebijakan publik. 

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Membentuk think-tank untuk membahas seluruh kebijakan publik 
yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan analisis terhadap 
kebijakan publik dan dampak atau maslahat yang diperoleh oleh warga 
nahdlatul ulama. Menyusun langkah-langkah efektif dalam proses 
advokasi dalam mengubah kebijakan yang telah ditetapkan. 

2) Memetakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah dan memahami dampak yang kemungkinan akan terjadi 
serta pihak-pihak yang paling utama dilayani terhadap kebijakan 
pemerintah. 

3) Mendorong evaluasi kebijakan publik yang telah ditetapkan 
pemerintah dan memasukkan kebutuhan warga jamaah dan jam’iyah 
Nahdlatul Ulama sebagai pihak yang terlayani kebijakan pemerintah 



MATERI MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2021 
 

129 
 

4) Penguatan jejaring dan koordinasi dengan aktivis NU yang bergerak di 
pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, instansi terkait, organisasi 
kemasyarakatan dalam rangka menyalurkan aspirasi atau usulan 
Nahdlatul Ulama terhadap isu dan tahapan proses yang berkembang 
terkait kebijakan-kebijakan publik. 

 

D. Gerakan Membangun Tata Kelola Organisasi 
 
1. Penguatan Kelembagaan Organisasi 

 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Nahdlatul Ulama memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan dan 
program kerja yang telah ditetapkan, dari banyaknya literatur dan 
praktik organisasi, tata kelola organisasi menjadi salah satu kunci 
utama keberhasilan pencapaian tujuan dan program kerja.  

Tata kelola organisasi Nahdlatul Ulama dibutuhkan untuk mengatur 
dan mengendalikan hubungan antara pihak pengelola organisasi 
(syuriyah dan tanfidziyah di tiap tingkatan, pengurus lembaga, dan 
pengurus wilayah) dengan seluruh pihak yang berkepentingan 
terhadap Nahdlatul Ulama mengenai hak-hak dan kewajiban mereka 
sesuai dengan misi dan misi Nahdlatul Ulama. 

Pelaksanaan tata kelola organisasi akan meningkatkan kinerja dan 
efisiensi operasional pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dalam 
memberikan pelayanan kepada stakeholder terkait. Selain itu, tata 
kelola organisasi akan meningkatkan faktor kepercayaan kepada 
Nahdlatul Ulama yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai 
organisasi (corporate value) Nahdlatul Ulama. 

Agar organisasi Nahdlatul Ulama dapat berjalan dengan baik, maka 
seluruh pihak pengelola Nahdlatul Ulama perlu menjalankan 
setidaknya 4 (empat) komponen prinsip dasar, yaitu transparansi, 
partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. 

Komponen transparansi merupakan proses keterbukaan untuk 
menyampaikan aktivitas yang dilakukan oleh komponen organisasi 
Nahdlatul Ulama yang terlibat, sehingga pihak di luar itu dapat 
mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Komponen 
transparansi mencakup informasi yang komprehensif, ketepatan 
waktu dalam penyebaran informasi, adanya itikad dan usaha dalam 
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penyediaan keterbukaan informasi secara wajar, dan terdapat usaha 
untuk meneruskan informasi kepada pihak yang membutuhkan 
namun rentan dalam memperoleh informasi tersebut. 

Komponen partisipasi merupakan proses pelibatan para pihak terkait 
(stakeholder) Nahdlatul Ulama untuk menetapkan kebijakan dalam 
rangka mencapi tujuan dan program kerja lembaga, banom, dan 
pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di tiap tingkatan. 

Komponen akuntabilitas merupakan mekanisme pertanggungjawaban 
pembuat dan pelaksana kebijakan dengan stakeholder yang dilayani 
oleh organisasi Nahdlatul Ulama, hal ini memberikan kesempatan 
kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan 
pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai 
dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola organisasi Nahdlatul 
Ulama. 

Komponen koordinasi merupakan mekanisme yang memastikan 
sejauhmana pihak-pihak internal Nahdlatul Ulama selaku penentu 
kebijakan memiliki kesamaan tujuan yang tercermin dalam program 
kerjanya dalam rangka mencegah ketidakefisiensian dan 
ketidakefektifan tata kelola suatu pelaksanaan kebijakan. 

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah perbaikan peraturan-
peraturan keorganisasian yang terkait dengan peran dan fungsi 
kelembagaan, meningkatnya efektivitas kepengurusan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya serta terlaksananya seluruh 
kebijakan-kebijakan organisasi. Penyelenggaraan organisasi 
dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien dan 
ekonomis. Kinerja organisasi difokuskan pada upaya untuk 
mewujudkan outcomes (hasil).  

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) NU harus memiliki road map pembangunan tata kelola organisasi 
dari pusat sampai ranting, termasuk di dalamnya badan otonom 
dan lembag serta badan-badan khusus NU. 

2) NU harus memilik panduan tentang pembuatan peraturan 
organisasi yang dibuat dengan penjelasan hirarki setiap peraturan-
peraturan yang ada.  

3) NU harus memiliki sistem informasi berbasis closed network 
(intranet) untuk proses-proses keorganisasian, seperti surat 
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menyurat antar internal lembaga, surat menyurat kepada pihak 
luar, penulisan surat keputusan oleh Syuriah dan Tanfidziyah, 
pendelegasian kewenangan, sampai dengan kevalidan struktur dan 
masa kepengurusan menggunakan sistem tersebut, dan hal-hal lain 
terkait dengan lingkup tata kelola organisasi yang baik. 

4) NU harus memiliki pusat data organisasi yang terkait dengan 
seluruh peraturan organisasi, struktur organisasi, keanggotaan 
organisasi, program-program organisasi, dan lainnya. 

 

2. Penguatan Lintas Bidang Organisasi 
 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Aktivitas pelayanan dan perlindungan kepada jamaah pada zaman 
yang diliputi oleh lingkungan-lingkungan yang dinamis memerlukan 
penyikapan yang tersinergi, terencana, dan terukur dengan baik. 

Syuriyah dan Tanfidziyah merupakan dua komponen utama dalam 
menjalankan organisasi Nahdlatul Ulama. Badan Otonom, Lembaga 
dan Badan-Badan khusus merupakan perangkat pelaksana program-
program organisasi.  

Penguatan struktur yang dimiliki NU harus terus dilakuan dalam 
bentuk konsolidasi organisasi secara teratur. Selain itu harus dibangun 
sinergitas yang kuat agar untuk mengawal visi, misi dan tujuan 
organisasi dapat dijalankan dengan baik.  

Ketidaksinergian struktur NU menyebabkan NU tidak mampu bergerak 
secara efektif dan efisien, tidak mampu menangani permasalahan 
yang besar terhadap kepentingan bangsa, negara, dan global, serta 
mudah dikalahkan oleh ormas lain yang mengedepankan kecepatan. 

b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang ingin diwujudkan adalah adanya pemahaman 
dan platform yang sama terhadap arah, cita-cita dan strategi 
perjuangan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh 
program perjuangan organisasi. 

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Menetapkan Menetapkan SOP dan sinergi lintas bidang antara 
pengurus harian, lembaga dan badan otonom sebagai pedoman 
sinergi pelaksanaan program-program NU 
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2) Menetapkan sistem informasi pendukung koordinasi berbasis 
teknologi closed network (intranet) untuk transparansi dan 
kemudahan penelusuran (tracking) terhadap keputusan yang 
pernah ditetapkan oleh kedua struktur 

3) Melakukan koordinasi secara rutin untuk membangun penguatan 
Bagaimana Lembaga dan Banom memiliki pemahaman yang sama 
terhadap visi misi dan program NU dalam melayani jamaah di 
lingkungan yang berubah secara cepat 

4) Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengefektifkan 
tugas dan fungsi pengurus agar seluruh kelembagaan dan bidang 
garap program mampu menjalankan tanggungjawabnya dengan 
baik. 
 

3. Penguatan Daya Saing dan Perluasan Jaringan 
 
a. Permasalahan dan Isu Strategis 

Kepemilikan daya saing dan kemampuan bersaing Nahdlatul Ulama 
menjadi kunci eksistensi Nahdlatul Ulama sehingga tidak terhempas 
dan menjadi organisasi gagal yang dilupakan oleh masyarakat dan 
bangsa Indonesia, alih-alih berperan besar dalam peradaban global 
internasional. 

Saat ini terdapat lembaga-lembaga keagamaan yang baru tumbuh 
dengan agenda-agenda terselubung yang bertentangan dengan 
negara, bangsa, bahkan kerahmatanlil’alaminan Islam yang bergerak 
secara cepat dan menawarkan pelayanan-pelayanan yang mudah, 
cepat, dan terpercaya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan pola keinstanan 
masyarakat, maka banyak kelompok masyarakat yang terkecoh pada 
agenda yang ditawarkan dengan hanya memperhatikan keunggulan 
pelayanan kepada masyarakat, sebuah persepsi normal dari praktek 
penyajian dan penerimaan layanan. 

Nahdlatul Ulama harus bergerak melakukan perbaikan, selain dengan 
melakukan pembangunan tata kelola organisasi yang baik, juga sudah 
saatnya melakukan peningkatan daya saing Nahdlatul Ulama. 
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b. Capaian Hasil 

Capaian sasaran yang akan diwujudkan adalah menaikkan leverage NU 
dalam mewarnai kehidupan sosial politik yang didasari pada program 
dan ideologi organisasi sebagai arah perjuangan NU secara nasional 
dan internasional. NU akan lebih punya kemampuan untuk 
memanfaatkan kesempatan menjadi organisasi besar dunia, dengan 
misi rahmatan lil alamin, sehingga NU akan lebih bisa mewarnai wajah 
Islam dunia. Kepemilikan daya saing dan kemampuan bersaing 
Nahdlatul Ulama menjadi kunci eksistensi Nahdlatul Ulama sehingga 
tidak terhempas dan menjadi organisasi gagal yang dilupakan oleh 
masyarakat dan bangsa Indonesia, alih-alih berperan besar dalam 
peradaban global internasional. 

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Peningkatan kualitas perangkat organisasi untuk membuat dan 
memformulasikan berbagai macam strategi yang dapat 
menempatkannya lebih unggul dibandingkan organisasi 
keagamaan lainnya dalam memberikan pelayanan dan 
perlindungan kepada jamaah Nahdlatul Ulama pada khususnya dan 
masyarakat luas pada umumnya. 

2) Penguatan pengawalan captive jamaah NU untuk tidak berpindah 
ke ormas keagamaan lain yang aktif melakukan “akuisisi jamaah” 
melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
kepentingan jama’ah 

3) Pengkuatan fasilitas untuk pelayanan terhadap kebutuhan jamaah 
di klasifikasi kelompok masyarakat yang baru (perkotaan, 
perkantoran, mahasiswa, kelompok milenial, wanita karier) dengan 
pendekatan yang kreatif dan dijalankan secara efektif, efisien, dan 
terkoordinir dengan baik  

4) Peningkatan kemampuan memenangkan perjuangan kebijakan 
publik yang berelasi dengan kepentingan jamaah NU mulai tahap 
inisiasi, penentuan kebijakan, dan advokasi 

5) Memiliki think tank atau war room untuk menganalisis daya saing, 
medan persaingan dakwah, dan posisi terkini dari proses tersebut. 
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BAB V 

KAIDAH PELAKSANAAN PROGRAM NAHDLATUL ULAMA 

 

A. Kerangka Penguatan Regulasi dan Kelembagaan 
 
1. Arah dan Strategi Kebijakan Program Perjuangan Nahdlatul Ulama 5 Tahun 

(Grand strategy) 
 
a. Pengantar 

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial kemasyarakatan & 
keagamaan hidup dalam konteks nasional & global. Oleh karena itu, NU 
harus adaptif terhadap setiap dinamika zaman tanpa tergerus atau 
bahkan kehilangan jati dirinya. NU harus mampu menjawab setiap 
permasalahan ummat. Selain itu, landasan berfikir, bersikap dan 
bertindak warga NU harus tercermin dalam perilaku perorangan maupun 
organisasi terutama dalam setiap proses pengambilan keputusan dan 
penentuan kebijakan. 

Program kerja NU merupakan perwujudan dari upaya jam’iyyah dan 
jama’ah NU untuk mencapai visi dan misi NU. Program kerja NU berfungsi 
sebagai acuan bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh NU secaran 
nasional. Oleh karena itu, seluruh komponen dan perangkat struktural 
NU di semua tingkatan dalam menjalankan setiap kegiatan harus 
mengacu kepada pedoman program kerja NU. Perencanaan program 
kerja jam’iyyah NU disusun untuk kebutuhan jangka panjang atau 
minimal 5 (lima) tahun. Perencanaan program berupa garis besar 
program tersebut diputuskan dalam permusyawaratan tertinggi 
jam’iyyah NU yaitu Muktamar.  

b. Capain Hasil  

Capain sasaran hasil yang ingin diwujudkan adalah menguatnya peran, 
fungsi dan manajemen kelembagaan jam’iyyah NU dalam melaksanakan 
perlindungan dan pelayanan kepada jama’ah NU untuk mencapai visi dan 
misi NU. NU harus mempunyai rancangan induk sebagai arah kebijakan 
dan strategi untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan 
organisasi (jam’iyah) dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia NU 
dan kesejahteraan jama’ah NU secara berkelanjutan. 
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c. Arah Kebijakan dan Strategi 

1) Tersusunnya rancangan induk (grand design) program kerja NU yang 
merupakan penjabaran strategi dari hasil keputusan Muktamar NU. 
PBNU bertanggungjawab terhadap adanya pedoman induk program 
kerja organisasi.  

2) Seluruh komponen dan perangkat jam’iyyah NU di semua tingkatan 
menyusun perencanaan program turunan berdasarkan mandat dan 
tingkatan kepengurusan. Selanjutnya seluruh komponen dan 
perangkat jam’iyyah NU di semua tingkatan menyusun rencana detail 
program untuk jangka waktu yang pendek yaitu 1 (satu) tahun 
mengacu kepada perencanaan program selama 5 (lima) tahun di 
masing-masing komponen dan perangkat jam’iyyah NU di semua 
tingkatan. 

3) Penyediaan fasilitas sarana penunjang untuk mengefektifkan program 
berjalan dengan baik, baik berupa regulasi peraturan organisasi, 
sistem manajemen, dukungan SDM, kantor yang memadai serta 
dukungan jaringan dari pihak lain.  
 

2. Pedoman dan Peraturan-Peraturan Keorganisasian 
 
a. Pengantar 

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi NU, penataan kelembagaan 
organisasi NU sebagai jam’iyyah diniyyah islamiyyah wa ijtima’iyyah 
mutlak harus dilakukan. Penataan tersebut dilakukan agar NU menjadi 
jam’iyyah yang kuat, efektif dan mandiri dalam melakukan perlindungan 
dan pelayanan kepada jama’ah NU.  

Untuk melakukan penataan kelembagaan organisasi, diperlukan 
beberapa perangkat pedoman keorganisasian sebagai derivasi dari 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar NU. 
Perangkat penting yang harus disusun untuk menjamin efektivitas, 
efisiensi dan keberlanjutan dalam pencapaian visi dan misi jam’iyyah NU 
di antaranya adalah Pedoman Organisasi. Pedoman Organisasi adalah 
bagian dari peraturan dalam jam’iyyah yang memuat peraturan, petunjuk 
dan penjelasan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai penjabaran Anggaran 
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU. Peraturan Organisasi 
disusun untuk mewujudkan tertib organisasi. 
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b. Capaian Hasil dan Sasaran 

Adanya Pedoman regulasi Organisasi sebagai acuan teknis seluruh 
komponen dan perangkat jam’iyyah NU dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya secara efektif menuju pencapaian visi dan terlaksananya misi 
jam’iyyah NU. Seluruh perangkat pedoman keorganisasian merupakan 
penjabaran dari AD dan ART NU yang disusun secara detail, jelas dan 
teknis serta tidak multi tafsir.melalui rapat kerja dan disahkan dalam 
permusyawaratan NU 

c. Arah Kerja & Strategi Kebijakan 

1) Kebijakan terkait Pedoman administrasi disusun sebagai pedoman 
pengelolaan administrasi seluruh komponen dan perangkat jam’iyyah 
NU di semua tingkatan untuk terwujudnya tertib organisasi, sehingga 
akan tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap 
pengelolaan dan pelayanan administrasi. 

2) Kebijakan operasional terkait pedoman pengelolaan keuangan dan 
aset yang berisi pedoman pengelolaan keuangan dan aset jam’iyyah 
NU diperlukan agar seluruhaktivitas dan program jam’iyyah NU dapat 
berjalan dengan efektif dan efisien. Kebijakan terkait pengelolaan 
keuangan dan aset juga harus mampu mendukung kemandirian dan 
keberlangsungan jam’iyyah NU. 

3) Kebijakan operasional terkait garis-garis besar program berikut alat 
ukur keberhasilannya sebagai acuan bagi seluruh perangkat jam’iyyah 
NU dalam menjalankan aktivitas dan programnya.  

4) Kebijakan operasional terkait pola, sistem dan mekanisme 
pengkaderan untuk menjamin adanya pemimpin dan penggerak 
jam’iyyah sesuai dengan visi dan misijam’iyyah NU. Selain itu juga 
diperlukan pedoman pengelolaan data dan informasi sebagai  

5) Kebijakan terkait pedoman koordinasi antar perangkat organisasi dan 
sekaligus konsolidasi organisasi untuk menjamin efektivitas dan 
keberlanjutan jam’iyyah NU. 

6) Kebijakan terkait dengan pedoman monitoring dan evaluasi secara 
berkala atas pelaksanaan seluruh perangkat pedoman keorganisasian 
untuk menjamin seluruh pedoman keorganisasian berjalan efektif dan 
mendukung kinerja jam’iyyah NU. 

7) Kebijakan terkait hubungan & mekanisme struktur organisasi untuk 
menjamin dan memastikan struktur organisasi berfungsi efektif dalam 
menjalankan roda organisasi sesuai dengan amanat Muktamar NU 
menuju pencapaian visi dan misi jam’iyyah NU. Struktur adalah 
susunan atau hubungan antar komponen, berikut lingkup kerjanya, 
saluran perintah dan penyampaian laporan dalam sebuah organisasi di 
mana antar komponen memiliki kaitan dan ketergantungan. 
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3. Tupoksi dan Sasaran Kelembagaan 
 
a. Pengantar 

Tugas pokok dan fungsi kelembagaan di jam’iyyah NU telah diatur dalam 
AD dan ART NU. Masing-masing komponen dan perangkat jam’iyyah NU 
telah mendapatkan mandat pokok sebagaimana yang telah ditetapkan. 
Jika setiap perangkat kelembagaan menjalankan secara konsisten tugas 
pokok dan fungsinya, maka seluruh program jam’iyyah NU dapat berjalan 
dengan baik dan mendukung tercapainya visi dan misi jam’iyyah NU.  

Efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan utamanya 
ditentukan oleh kapasitas pengurus di masing-masing kelembagaan. Di 
sinilah pentingnya setiap kelembagaan diisi oleh SDM sebagai pengurus 
yang memiliki kompetensi yang cukup di bidang-bidang yang dibutuhkan 
di masing-masing kelembagaan. Harus dapat dipastikan setiap 
kelembagaan digawangi oleh pengurus yang memahami secara memadai 
tugas pokok dan fungsi kelembagaannya. 

b. Capain Hasil 

Capaian hasil yang ingin diwujudkan adalah adanya efektifitas konsolidasi 
yang kuat baik di masing-masing internal maupun antar komponen dan 
perangkat jam’iyyah NU. Visi dan misi jam’iyyah NU dapat dicapai tidak 
ditopang dari keberhasilan satu atau beberapa komponen dan perangkat 
jam’iyyah NU, tetapi dari hasil kolektif seluruh komponen dan perangkat 
jam’iyyah NU.  

c. Arah Kerja & Strategi Kebijakan 

1) Kebijakan terkait Pedoman Organisasi alat ukur kinerja kelembangaan 
dan alat ukur keberhasilan program perangkat jam’iyyah NU dalam 
menjalankan khidmahnya. Alat ukur tersebut selain memastikan 
efektivitas program juga harus menskenariokan keterpaduan hasil 
capaian program yang dijalankan oleh masing-masing komponen dan 
perangkat jam’iyyah NU, sehingga tergambar dengan jelas dan tegas 
capaian program jam’iyyah NU. Dengan alat ukur tersebut, kinerja 
komponen dan perangkat jam’iyyah NU dapat terus dipantau dan 
dievaluasi secara berkala untuk memastikan proses pelaksanaan 
program dan capaian program yang dihasilkan benar-benar sesuai 
dengan visi dan misi jam’iyyah NU. 

2) Kebijakan terkait hubungan inter dan antar kelembagaan untuk 
mendukung keberhasilan program jam’iyyah NU adalah koordinasi 
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yang efektif dan konsolidasi yang kuat baik di masing-masing internal 
maupun antar komponen dan perangkat jam’iyyah NU. Karena tidak 
mungkin visi dan misi jam’iyyah NU dapat dicapai hanya dari 
keberhasilan satu atau beberapa komponen dan perangkatjam’iyyah 
NU, tetapi dari hasil kolektif seluruh komponen dan perangkat 
jam’iyyah NU. 

3) Kebijakan terkait penguatan koordinasi dan konsolidasi antar 
komponen dan perangkat jam’iyyah NU dan selanjutnya mendorong 
mereka untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk memaksimalkan 
hasil program. Penguatan koordinasi dan konsolidasi inter dan antar 
kelembagaan dilakukan melalui mekanisme pembidangan di jajaran 
pimpinan organisasi induknya. 

 

4. Pengelolaan Pusat Data dan Informasi 
 
a. Pengantar 

Pusat data dan informasi adalah sebuah unit di dalam jam’iyyah NU yang 
memiliki tugas dan fungsi yang sangat pentingya itu untuk 
menyelenggarakan dukungan kepada jam’iyyah dan juga jama’ah NU 
dalam pengelolaan data sistem informasi, komunikasi serta dukungan 
pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan NU. Pusat data 
dan informasi harus melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dan 
informasi agar diperoleh data dan informasi yang akurat untuk 
menunjang kinerja jam’iyyah NU.  

Selain itu, pusat data dan informasi juga harus melakukan penyajian 
informasi dan publikasi terhadap setiap kebijakan, aktivitas dan program 
jam’iyyah NU. Dalam menjalankan tugasnya, pusat data dan informasi 
harus menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan dalam bidang pengelolaan data dan informasi 
juga pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.  

Oleh karena itu, pusat data dan informasi harus dikelola oleh sumberdaya 
manusia yang berasal dari jam’iyyah NU dan benar-benar berkompeten 
di beberapa bidang yang dibutuhkan, apalagi saat ini pusat data dan 
informasi harus mampu memanfaatkan secara maksimal kemajuan 
teknologi informasi yang terus berkembang. Pusat data dan informasi 
harus menggunakan platform yang mudah di akses oleh publik khususnya 
jama’ah NU agar data dan informasi yang disediakan benar-benar 
memberikan manfaat khususnya kepada jam’iyyah NU. 
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b. Capain Hasil 

Capaian hasil yang ingin diwujudkan adalah adanya Pusat data dan 
informasi yang dimiliki NU yang menjadi integrator seluruh data dan 
informasi yang ada di lingkungan jam’iyyah NU. Pusat data dan informasi 
harus menjadi satu-satunya institusi yang melakukan integrasi seluruh 
data yang berkaitan dengan jam’iyyah dan jama’ah NU dan menjadi 
corong informasi segala hal yang berkaitan dengan jam’iyyah NU. 

c. Arah Kerja & Strategi Kebijakan 

1) Pemberian tugas kepada kesekjenan NU untuk membuat, mengelola 
dan mengembangkan Pusat data dan informasi organisasi. Beberapa 
poin utama terkait data dan informasi yang harus dimiliki oleh Pusat 
Data dan Informasi adalah: 
• Database seluruh pengurus lengkap jam’iyyah NU di semua 

tingkatan berikut profile singkat mereka khususnya kompetensi 
yang dimiliki.  

• Database tentang kondisi kelembagaan jam’iyyah NU khususnya di 
daerah berikut potensi yang dimiliki dan yang sedang 
dikembangkan (berbasis potensi daerah)  

• Database seluruh aset jam’iyyah NU utamanya kantor jam’iyyah 
NU. 

• Database seluruh jama’ah NU yang sudah terregister menjadi 
anggota jam’iyyah NU berikut profile singkat mereka. 

2) Kebijakan yang terkait dengan pedoman pengelolaan Pusat data dan 
informasi untuk mengintegrasikan di semua intitusi struktural NU 
mulai dari PBNU sampai Ranting NU, dan juga Badan Otonom, 
Lembaga serta Badan-Badan Khusus. seluruh  

3) Fasilitasi seluruh keperluan untuk pengelolaan Pusat Data dan 
Informasi, baik sarana kebutuhan peralatan teknologi, dukungan 
jaringan untuk mendukung pendanaannya. 

 

B. Kerangka Penguatan Pendanaan 
 
1. Pengelolaan Sumber Pendanaan Organisasi 

 
a. Pengantar 

Setiap organisasi membutuhkan pendanaan untuk menjalankan roda 
organisasinya. Pendanaan bagi setiap organisasi menjadi sangat penting 
karena terkait dengan kemandirian dan keberlangsungannya dalam 
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rangka menjalankan amanat organisasi sesuai dengan yang telah 
ditetapkan melalui mekanisme permusyawaratan masing-masing 
organisasi. 

Sebagaimana umumnya sebuah organisasi, pendanaan utama yang harus 
dipenuhi oleh jam’iyyah NU di semua tingkatan adalah biaya operasional 
rutin organisasi dan kegiatan rutin organisasi yang jumlahnya tidak kecil 
mengingat jumlah warga jam’iyyah NU yang sangat besar jumlahnya dan 
sebaran jaringan struktur jam’iyyah NU yang menjangkau hingga di 
bawah level desa. 

Menumbuhkan secara kuat dan massif partisipasi publik dan berbagai 
pihak khususnya jama’ah NU dalam pembiayaan jam’iyyah NU melalui 
berbagai cara dan model yang diminati oleh public di antaranya iuran 
anggota, bantuan tidak mengikat dari berbagai pihak dan melalui 
platform filantropi jam’iyyah NU  

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jam’iyyah NU harus dilakukan 
berbagai cara untuk menumbuhkembangkan kepercayaan publik 
khususnya jama’ah NU untuk dapat terus mendukung pendanaan 
jam’iyyah NU dan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan jama’ah NU. 

b. Capaian Hasil 

Capain hasil yang diwujudkan adalah adanya pembiayaan organisasi 
untuk pengembangan organisasi dan membangun pusat-pusat pelayanan 
untuk jam’ah melalui penghimpunan dana jama’ah NU. Tugas utama yang 
harus dilakukan NU adalah membangun kehidupan jama’ah NU agar 
meningkat kualitas SDM dan kesejahteraannya.  

c. Arah Kerja & Strategi Kebijakan 

1) Pemberian tugas kepada Bidang kebendaraan organisasi untuk 
membuat, menghimpun, mengelola dan mengembangkan penguatan 
pendanaan organisasi: Penguatan penghimpunan pendanaan dari 
warga nahdliyin dapat dilakukan dengan sumber database dari Pusat 
Data dan Informasi. 

2) Kebijakan terkait pedoman penggalangan dana melalui umat baik 
i’anah, syahriyah, infak dan shodaqoh. Pengelolaan dana public harus 
dilaksanakan melalui satu pintu yaitu melalui platform filantropi 
jam’iyyah NU (LAZISNU). Pengelolaan dana jam’iyyah NU harus 
berdasarkan rencana anggaran rutin tahunan jam’iyyah NU yang 
ditetapkan melalui keputusan resmi jam’iyyah NU. 
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3) Kebijakan terkait pedoman organisasi tentang pengelolaan secara 
professional aset-aset jam’iyyah NU agar mendatangkan manfaat 
ekonomi sehingga dapat mendukung pendanaan bagi jam’iyyah NU. 

4) Menyusun dan menetapkan rencana anggaran rutin tahunan 
jam’iyyah NU berdasarkan prioritas. 

5) Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana jam’iyyah NU 
secara jujur, sah dan terbuka kepada publik melalui mekanisme yang 
berlaku umum (audit akuntan publik). 

 

2. Pengelolaan Sumber Pendanaan Program 
 
a. Pengantar 

Selain pembiayaan rutin, jam’iyyah NU juga memerlukan pendanaan 
untuk melaksanakan seluruh aktivitas dan program sesuai dengan visi dan 
misi yang telah ditetapkan dalam Muktamar NU .Jam’iyyah NU melalui 
komponen dan perangkat organisasinya memiliki beragam aktivitas dan 
program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk melaksan 
akan aktivitas dan program tersebut diperlukan pendanaan yang cukup 
agar dapat mencapai target dan hasil yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan.  

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan program jam’iyyah NU, harus 
dilakukan beberapa upaya di antaranya Menumbuhkan secara kuat dan 
massif partisipasi publik dan berbagai pihak khususnya jama’ah NU dalam 
pembiayaan aktivitas dan program jam’iyyah NU.  

b. Capaian Hasil 

Capain hasil yang ingin diwujudkan adalah adanya pembiayan program 
melalui kerjasama dengan pihak lain untuk merealisasikan seluruh 
program-program organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan ummat 
khususnya jama’ah NU. Jumlah bidang pelayanan NU harus memenuhi 
kebutuhan warga NU. Kualitas perlindungan dan pelayanan jama’ah 
menjadi kunci untuk menjaga eksistensi organisasi dan menjaga loyalitas 
dukungan dari warga NU. 

c. Arah Kerja & Strategi Kebijakan 

1) Pemberian tugas kepada seluruh Lembaga dan Badan Otonom 
organisasi untuk membuat, menghimpun, mengelola dan 
mengembangkan penguatan pendanaan program sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. Penguatan penghimpunan pendanaan dilakukan 
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dengan kerjasama berbagai pihak baik swasta, pemerintah maupun 
donor luar negeri. Lembaga dan Badan Otonom adalah perangkat 
pelaksana program-program organisasi. Lembaga dan Badan Otonom 
harus mempunyai rencana Program strategis ragam aktivitas program 
yang memiliki relevansi tinggi untuk dapat dikerjasamakan dengan 
pihak lain.  

2) Meningkatkan kapasitas seluruh komponen dan perangkat jam’iyyah 
NU untuk dapat melakukan pengelolaan program dan pendanaan 
program secara profesional. Salah satu kemampuan khusus yang 
dimiliki adalah menyusun proposal program yang SMART. Institusi 
jejaring baik swasta, pemerintah terutama donor luar negeri 
mempunyai standar khusus dalam penyusunan sebuah proposal 
kerjasama. 

3) Fasilitasi performance lembaga dan badan otonom sebagai institusi 
yang professional yang diperkuat kepemimpinan dan manajemen, 
fasilitas kantor, dukungan karyawan, administrasi dan keuangan serta 
dokumen-dokumen yang lengkap sebagai syarat administratif 
melakukan kerjasama dengan pihak lain.  

4) Mempublikasikan secara efektif seluruh capaian aktivitas dan program 
yang telah dilaksanakan oleh jam’iyyah NU sebagai bentuk 
akuntabilitas publik. Kualitas lembaga dan badan otonom akan 
mampu menarik minat pihak luar untuk melakukan kerjasama dengan 
NU. 

5) Mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana secara jujur, 
sah dan terbuka kepada publik melalui mekanisme yang berlaku 
umum (audit akuntan publik). 

 

C. Kerangka Penguatan Evaluasi 
 
1. Penguatan Evaluasi Pengukuran Kinerja 

 
a. Pengantar 

Evaluasi pengukuran kinerja adalah sebuah proses penilaian atas 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen dan 
perangkat jam’iyyah NU sesuai dengan AD dan ART NU. dengan standar 
kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui Peraturan 
Organisasi. Harus dipastikan semua elemen yang akan terlibat dalam 
evaluasi kinerja memahami tugas pokok dan fungsi setiap komponen dan 
perangkat jam’iyyah NU dan standar kinerja yang akan dijadikan sebagai 
alat untuk melakukan evaluasi kinerja. 
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Evaluasi pengukuran kinerja di dalam jam’iyyah NU harus dilakukan 
secara periodik yaitu setiap tahun. Dengan demikian secara detail dan 
bertahap dapat diketahui setiap perkembangan dari pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi dari masing-masing komponen dan perangkat jam’iyyah 
NU. Selain itu juga berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan rencana 
perbaikan kinerja masing-masing komponen dan perangkat jam’iyyah NU 
untuk memastikan pencapaian visi dan misi jam’iyyah NU. 

Manfaat yang didapat dari evaluasi pengukuran kinerja di antaranya 
adalah, pertama, Meningkatkan motivasi masing-masing komponen dan 
perangkat jam’iyyah NU untuk mempertahankan prestasinya dan sebisa 
mungkin meningkatkan kinerjanya. Kedua, Memberikan peluang kepada 
masing-masing komponen dan perangkat jam’iyyah NU untuk 
mendiskusikan keinginan dan aspirasi mereka sebagai upaya untuk 
meningkatkan kinerja mereka. 

b. Capaian Hasil 

Capaian hasil yang ingin diwujudkan adalah adanya standar organisasi 
untuk perbaikan kinerja masing-masing komponen dan perangkat 
jam’iyyah NU. Harus dipastikan semua elemen yang akan terlibat dalam 
evaluasi kinerja memahami tugas pokok dan fungsi setiap komponen dan 
perangkat jam’iyyah NU dan standar kinerja yang akan dijadikan sebagai 
alat untuk melakukan evaluasi kinerja. 

c. Arah Kerja & Strategi Kebijakan 

1) PBNU menyusun pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan 
terhadap monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi. 

2) Kebijakan terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan pengukuran 
kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing 
komponen dan perangkat jam’iyyah NU. Mendefinisikan atau 
merumuskan kembali sasaran masa depan untuk perbaikan kinerja 
masing-masing komponen dan perangkat jam’iyyah NU. 

3) Kebijakan terkait monitoring dan evaluasi tata laksana kelembagaan 
untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, 
kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan, 
kemungkinan tumpang tindih fungsi kemampuan struktur organisasi 
untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. 
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2. Penguatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program 
 
a. Pengantar 

Evaluasi pelaksanaan rencana program adalah suatu rangkaian kegiatan 
yang dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan program yang 
dilaksanakan oleh komponen dan perangkat jam’iyyah NU sesuai dengan 
perencanaan program dengan alat ukur keberhasilan program yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu melalui Peraturan Organisasi.  

Evaluasi pelaksanaan program di dalam jam’iyyah NU harus dilakukan 
secara periodik yaitu setiap 6 (enam) bulan. Dengan demikian secara 
detail dan bertahap dapat diketahui setiap perkembangan pelaksanaan 
program yang dilakukan oleh komponen dan perangkat jam’iyyah NU. 
Selain itu juga berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan rencana 
perbaikan program masing-masing komponen dan perangkat jam’iyyah 
NU untuk memastikan pencapaian program sesuai dengan visi dan misi 
jam’iyyah NU. 

b. Capaian Hasil 

Capaian hasil yang ingin diwujudkan adalah adanya standar organisasi 
untuk optimalisasi tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan oleh 
komponen dan perangkat jam’iyyah NU. Harus dipastikan semua elemen 
yang akan terlibat dalam evaluasi memahami program yang akan 
dievaluasi dan alat ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan 
pelaksanaan program. 

c. Arah Kerja & Strategi Kebijakan 

1) PBNU menyusun pedoman monitoring, evaluasi dan pelaporan 
terhadap rencana program strategis dan hasil capaian program 
strategis. 

2) Kebijakan terkait sistem dan mekanisme pelaporan seluruh institusi 
NU terkait rencana program strategis lima tahun. Rencana program ini 
harus selalu dievaluasi 1 (satu) tahun sekali untuk menyesuaikan 
ketepatan rencana program strategis. 

3) Kebijakan terkait sistem dan mekanisme evaluasi seluruh institusi NU 
terkait hasil program strategis. Laporan ini Rencana program ini harus 
selalu dievaluasi 1 (satu) tahun sekali untuk menyesuaikan ketepatan 
rencana program strategis. 
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3. Penguatan Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar 
 
a. Pengantar 

Evaluasi kebijakan strategis dilakukan untuk menilai sejauh mana 
efektivitas kebijakan strategis tersebut dalam rangka mencapai visi dan 
melaksanakan visi jam’iyyah NU yang telah ditetapkan dalam AD dan ART 
melalui Muktamar NU. Evaluasi ini diperlukan untuk melihat kesenjangan 
antara harapan dan kenyataan, antara perencanaan dan pencapaian 
dalam bentuk dampak sesuai dengan yang diinginkan. Dari evaluasi 
kebijakan strategis juga diperoleh penilaian tentang kegagalan sebuah 
kebijakan strategis berdasarkan yang telah ditetapkan sebelumnya 
dengan mengacu kepada AD dan ART NU dan beberapa pedoman 
organisasi.  

Dengan demikian, evaluasi kebijakan strategis mencakup substansi, 
implementasi dan dampak. Hasil dari penilaian atau evaluasi akan 
dijadikan dasar bagi perencanaan selanjutnya sebagai upaya perbaikan. 
Evaluasi kebijakan strategis harus menggunakan alat ukur yang telah 
ditetapkan dan disepakati melalui mekanisme permusyawaratan 
jam’iyyah NU. Dengan demikian, harus dipastikan semua elemen yang 
akan terlibat dalam evaluasi memahami materi/substansi, ruang lingkup 
evaluasi dan alat ukur yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi. 

Evaluasi kebijakan strategis di dalam jam’iyyah NU harus dilakukan secara 
periodik yaitu setiap 2 (dua) tahun. Dengan demikian dapat diketahui 
hasil dari kebijakan strategis yang dilakukan oleh jam’iyyah NU. Selain itu 
juga berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan rencana perbaikan 
kebijakan untuk memastikan pencapaian visi dan misi jam’iyyah NU. 

Evaluasi ini diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan 
kenyataan, antara perencanaan dan pencapaian dalam bentuk dampak 
sesuai dengan yang diinginkan. Dari evaluasi kebijakan strategis juga 
diperoleh penilaian tentang kegagalan sebuah kebijakan strategis 
berdasarkan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu kepada 
AD dan ART NU dan beberapa pedoman organisasi. 

b. Capaian Hasil 

Capaian hasil yang ingin diwujudkan adalah adanya ketepatan fungsi dan 
ketepatan relevansi program strategis organisasi. Harus dipastikan semua 
elemen yang akan terlibat dalam evaluasi memahami materi/substansi, 
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ruang lingkup evaluasi dan alat ukur yang digunakan untuk menilai atau 
mengevaluasi. 

c. Arah Kerja & Strategi Kebijakan 

PBNU membuat kebijakan tentang pedoman Evaluasi dan Pengendalian 
Pelaksanaan Rencana Program Strategis. Harus dipastikan bahwa 
relevansi kebijakan baik internal maupun eksternal jam’iyyah NU, 
efektivitas kebijakan terkait dampak (kualitatif dan kuantitatif), efisiensi 
program dan kemitraan dengan berbagai pihak baik internal maupun 
eksternal jam’iyyah NU sesuai dengan visi dan misi NU. 
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MATERI REKOMENDASI  

MUNAS & KONBES NU 2021 

 

Sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 

11 Maret 2020, virus SARS-CoV-2 terus bermutasi dan menjangkiti manusia secara global. 

Seluruh pemerintahan di dunia mendayung di antara tekanan krisis ekonomi dan krisis 

kesehatan. Masuknya varian Delta menempatkan Indonesia sebagai salah satu 

episentrum penularan Covid-19. Berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah, dari 

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat) belum sepenuhnya efektif menurunkan tingkat paparan (positivity 

rate). Problem penanganan kasus Covid-19 di Indonesia bisa diurai di tiga level, yaitu hulu 

(upstream), tengah (midstream), dan hilir (downstream).  

Dari sisi hulu, tingginya tingkat paparan terjadi karena rendahnya disiplin 

penerapan protokol kesehatan. Anjuran 5M (mencuci tangan, mengenakan masker, 

menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) belum ditaati secara 

disiplin oleh masyarakat. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang termakan hoaks, tidak 

percaya adanya Covid-19, dan mengembangkan berbagai teori konspirasi tentang 

pandemi. Rendahnya literasi turut berperan mempersulit proses penanganan. Begitu juga 

kebijakan politik yang bimbang dalam prioritas. Satu sisi hendak memutus pandemi, sisi 

lain ini ingin menjaga pertumbuhan ekonomi dan investasi, termasuk mengizinkan 

masuknya tenaga kerja asing.   

Dari sisi tengah, program vaksinasi dapat memutus rantai penularan jika 

menjangkau minimal 70 persen populasi atau setara dengan 182 juta penduduk. Namun, 

jika proses vaksinasi berlangsung lama, herd immunity sulit tercapai karena antibodi yang 

terbentuk dari vaksin kemungkinan telah menurun setelah enam bulan. Masalah efikasi 

vaksin dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap vaksin dapat menghambat 

penanganan pandemi di level ini.  

Di sisi hilir, masalah utamanya adalah keterbatasan infrastruktur kesehatan 

nasional, meliputi ketersediaan dan keandalan fasilitas kesehatan, rasio kecukupan 

tenaga kesehatan, dan ketersediaan alkes. Indonesia memiliki 2.813 Rumah Sakit dan 
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9.993 Puskesmas. Namun, rasio jumlah tempat tidur terhadap penduduk (bed to 

population ratio/BPR) masih rendah, yaitu 1.2 : 1.000. Artinya, per 1.000 penduduk hanya 

tersedia 1.2 ranjang rawat inap. Ini pun belum merata. Fasilitas kesehatan yang andal 

terkonsentrasi di kota-kota besar. Sekitar 19,7 persen Puskesmas kekurangan dokter, 65,6 

persen Puskesmas belum memiliki jumlah tenaga preventif dan promotif yang lengkap. 

Terkait tenaga kesehatan, Indonesia mempunyai sekitar 168 ribu dokter. Rasio jumlah 

dokter terhadap penduduk Indonesia adalah 0,38:1.000. Ini masih di bawah standar WHO 

yang menetapkan rasio 1:1.000. Artinya, setiap 1.000 penduduk seharusnya terdapat satu 

orang dokter. Rasio perawat terhadap penduduk di angka 2,1:1.000. Masalahnya, 

kebanyak nakes memusat di kota-kota besar, dengan Gini Index (indeks ketimpangan 

distribusi nakes) mencapai 0.45. Lebih dari separo (52,8%) dokter spesialis berada di 

Jakarta. Terkait ketersediaan alat kesehatan (alkes), sekitar 94% alkes yang beredar 

adalah produk impor. Dominasi produk impor alkes menandai rapuhnya sistem kesehatan 

nasional.  

Pandemi telah berdampak luas terhadap (1) tingkat kesejahteraan ekonomi, (2) 

kemaslahatan keluarga, (3) akses dan layanan kesehatan dasar, dan (4) kualitas 

pendidikan. Pandemi menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. 

Penduduk miskin naik sebesar 9.78% di tahun 2020 (Bappenas dan LPEM UI, 2020). 

Sebanyak 14,28% penduduk usia kerja terdampak pandemi dengan 2,56 juta orang 

menganggur (BPS, 2020). Kelompok rentan, seperti asisten rumah tangga (ART), 

bertambah karena minimnya perlindungan terhadap risiko kerja bagi mereka yang 

bekerja di sektor informal. Kemaslahatan keluarga memburuk. Tekanan psikis yang 

berkepanjangan meningkatkan KDRT, terutama terhadap anak dan perempuan. Angka 

perceraian naik. Lebih dari 500.000 pasangan bercerai pada 2020, naik dibanding tahun 

2019  sebesar 480.000.  Permohonan dispensasi kawin karena belum cukup umur 

meningkat. Pandemi juga membuat ribuan anak kehilangan orang tuanya. Layanan 

kesehatan dasar menurun. Pada 2020, 55% posyandu tidak memberikan imunisasi balita, 

46% ibu hamil tidak mendapatkan layanan antenatal. Akibat pandemi, 30% keluarga 

mengalami tren penurunan gizi (UNICEF, 2020).  

Kualitas pendidikan juga menurun seiring pemberlakukan pembelajaran jarak 

jauh (PJJ). Kesenjangan output pendidikan terjadi seiring dengan gap kota-desa dalam 
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penyediaan fasilitas daring. Ini berpotensi menyebabkan indeks pembangunan manusia 

(human development index/HDI) terpuruk. Sebelum pandemi, UNDP menempatkan HDI 

Indonesia pada urutan ke-111 dari 182 negara, terendah di di Asia Tenggara. Berdasarkan 

skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang dirilis OECD pada 2018, 

skor membaca Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika di 

peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains di peringkat 70 dari 78 negara. Dalam jangka 

panjang, ini berisiko negatif terhadap persiapan Indonesia menyongsong bonus 

demografi di tahun 2028-2032. Kualitas SDM penting bagi kemajuan negara. Dengan 

postur angkatan kerja yang didominasi oleh Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 

49,96 juta (38.90%), Indonesia berpotensi terjebak sebagai negara berpendapatan 

menengah (middle income trap), dengan fokus menyediakan lapangan kerja padat karya, 

bukan padat teknologi, padat modal atau padat pengetahuan.   

Berdasarkan urain di atas, Nahdlatul Ulama merekomendasikan sejumlah hal 

dalam berbagai bidang. 

 

BIDANG KESEHATAN 

1. Dari sisi hulu, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi dan edukasi 

prokes 5M dengan menggandeng elemen-elemen civil society yang 

mempunyai penetrasi pengaruh hingga ke level grassroot. Dengan disiplin 

5M yang ketat, virus SARS-CoV-2 dan berbagai variannya akan dapat 

dikalahkan. Pemerintah perlu membagikan masker gratis kepada para 

pelaku usaha kecil, UKM, pegiat pasar, dan masyarakat yang rentan 

terpapar karena keterbatasan akses terhadap masker yang memenuhi 

standar medis.  

2. Dari sisi tengah, proses vaksinasi massal harus mencapai 70 persen 

populasi sebelum tenggat waktu satu tahun untuk mencapai target 

kekebalan komunitas (herd immunity). Untuk mencapai kemandirian, 

Pemerintah harus terus mendukung pengembangan vaksin nasional agar 

tidak bergantung kepada vaksin impor dari negara lain.  
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3. Dari sisi hilir, Pemerintah perlu membenahi sistem kesehatan nasional 

dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan 

Puskesmas), mengurasi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga 

kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta 

memperkuat kapasitas ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, 

penambahan dokter dan nakes, jumlah RS, produksi alkes dan lainnya 

sehingga siaga menghadapi bencana, termasuk bencana non alam seperti 

pandemi. 

4. Kementerian kesehatan perlu mengoptimalkan fungsinya sebagai leading 

sector manajemen krisis untuk mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan 

data dan penanganan pandemi, dibantu satgas Pusat dan Daerah.  

 

BIDANG POLHUKAM 

1. Pemerintah perlu menunjukkan kepemimpinan politik yang baik dengan 

memperlihatkan kebijakan yang tidak ambivalen. Memperketat mobilitas 

masyarakat di satu sisi, tetapi membiarkan pekerja asing masuk di sisi lain, 

terutama pekerja dari negara episentrum pandemi, dapat merusak 

kepercayaan publik kepada Pemerintah.  

2. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu fokus kepada penanganan pandemi 

sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan. Semua 

pejabat harus berhenti mempolitisasi isu pandemi dalam rangka 

kepentingan politik dan pencitraan.   

3. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan kapasitas 

dan keandalan Puskesmas sebagai garda terdepan lini hilir penangan 

pandemi, dengan menaikkan anggaran untuk menambah jumlah fasilitas 

dan tenaga kesehatan.  

4. KPK perlu intensif mengawal penggunaan anggaran PEN (Pemulihan 

Ekonomi Nasional), termasuk yang diperuntukkan untuk Bansos dalam 

rangka memelihara good governance dalam situasi kahar. KPK perlu 
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menaikkan kepercayaan publik, pasca UU KPK yang dilakukan tahun 2019, 

dengan mengotimalkan fungsi preventif dan penindakan dalam rangka 

memastikan seluruh belanja anggaran pandemi tepat guna dan sasaran.  

 

BIDANG KESRA 

1. Pemerintah perlu merumuskan strategi pemulihan kehidupan warga sebagai 

prioritas lebih tinggi daripada insentif kepada industri besar yang dapat 

meningkatkan kesenjangan di masa depan.  Strategi pemulihan dilakukan 

berbasis desa sebagai lokus pembangunan dan pemulihan kesejahteraan 

rakyat. Dengan perangkat sosial yang telah dikembangkan selama satu 

dekade terakhir, Pemerintah perlu memperkuat strategi yang berakar pada 

kearifan tradisi sosial gotong-royong. Tradisi sosial seperti konsep Saling 

Jaga, Warga Bantu Warga, Jaga Tetangga, dan lain-lain perlu dikembangkan 

sebagai modal sosial untuk mempercepat pemulihan.  

2. Pada tingkat mikro, pemulihan kehidupan warga berjangkar pada keluarga 

dengan memastikan terpeliharanya akses atas layanan kesehatan dan 

pendidikan yang berkualitas. Program pendidikan keluarga tangguh perlu 

diakselerasi, terutama untuk mencegah kehancuran keluarga akibat 

praktek-praktek membahayakan seperti KDRT, perkawinan anak, 

perkawinan tidak tercatat, serta perceraian.  

3. Pada tingkat makro, diperlukan strategi pembangunan lingkungan 

pendukung, di antaranya penguatan program perlindungan sosial, 

penguatan jangkauan teknologi informasi, pendekatan ekonomi yang 

berperspektif kerakyatan, serta penguatan regulasi-regulasi yang 

menunjang kemaslahatan dan perlindungan rakyat kecil seperti RUU 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), pengesahan RUU Penghapusan 

Kekerasan Seksual, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, dan 

lain-lain. 
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BIDANG PENDIDIKAN 

1. Pemerintah perlu memastikan hak-hak anak didik atas pendidikan yang 

berkualitas terpelihara di era pandemi  dengan menyediakan fasilitas 

pendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) di seluruh Indonesia. Pembelajaran 

virtual perlu diadaptasi sebagai kombinasi pembelajaran tatap muka dalam 

skenario pendidikan di masa depan.  

2. Digitalisasi sistem pendidikan tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari 

Revolusi Industri 4.0.  Era digital memberi kemudahan akses kepada 

knowledge dan skill. Namun, tanpa diimbangi dengan pendidikan karakter, 

pendidikan akan kehilangan rohnya untuk mencetak pribadi yang religius, 

nasionalis, jujur, patriotis, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peka, dan 

dan bertanggungjawab. Pendidikan sebagai proses transfer pengetahuan 

dan ketrampulan harus berjalan seiring dengan penanaman karakter. 

Karena itu, peran guru, pendidik, kyai, ustadz, dan sebutan lain tetap utama 

dalam proses pendidikan yang tidak bisa digantikan oleh komputer dan 

gawai. Mengejar peringkat PISA perlu, tetapi hakikat pendidikan adalah 

menyiapkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya dalam semua aspek yang dibutuhkan untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

3. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan 

bidang pendidikan, baik pemerintah maupun masyarakat, tidak menyeret 

pendidikan ke rezim bisnis yang berorientasi komersial. Pemerintah tidak 

boleh memberi payung hukum apa pun yang dapat mendorong 

penyelenggaraan pendidikan sebagai usaha mencari keuntungan finansial. 

Pendidikan adalah investasi sumberdaya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia.  

4. Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 
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berkeadilan serta tidak diskriminatif. Karenanya pemerintah hendaknya 

tidak mendiskriminasi satuan pendidikan inisiatif masyarakat dengan 

peserta didik minim. Sebaliknya pemerintah harus mengafirmasi satuan 

pendidikan tersebut, yang umumnya berada di daerah 3 T dengan dukungan 

yang diperlukan, termasuk dukungan dana. Pemerintah seharusnya 

membina dan memberdayakan satuan pendidikan tersebut, bukan malah 

mematikan dengan mewajibkan satuan pendidikan bergabung dengan 

satuan pendidikan yang lain, yang bukan tidak mungkin jaraknya sulit 

dijangkau peserta didik. Pada gilirannya peserta didik putus sekolah dan 

tidak memperoleh haknya dalam pendidikan sebagaimana amanat UUD 

1945.  

5. Pemerintah hendaknya mewujudkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan, 

warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Permendikbud 

Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang 

Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa menjabarkannya dalam aturan, pemerintah menyelenggarakan 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan 

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.  

6. Untuk mengatasi keterpurukan mutu pendidikan yang pada gilirannya dapat 

mengakibatkan indeks pembangunan manusia (human development 

index/HDI) terpuruk, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk 

mengatasinya dimulai dari penetapan standar nasional pendidikan yang 

diberlakukan sesuai kondisi daerah. Penetapan itu harus melibatkan unsur 

masyarakat sebagaimana dijamin UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 8, yang menyatakan masyarakat berhak berperan 
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serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan. Dan sesuai dengan penjelasan UU tersebut Pasal 35, standar 

nasional pendidikan disusun oleh badan mandiri dan profesional. 

 

BIDANG EKONOMI 

1. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak pandemi terhadap kerusakan 

struktur ekonomi dengan mempercepat financial inclusion dalam rangka 

meredakan jurang ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Fungsi 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus mendukung akses bagi 

semua lapis masyarakat, terutama UMKM, terhadap sumber permodalan 

yang terjangkau. Bunga dari kredit modal kerja harus ramah bagi UMKM. 

Pemerintah juga perlu membantu dan memfasilitasi digitalisasi UMKM 

melalui akses teknologi dan pengetahuan yang memadai.  

2. Kemiskinan dan pengangguran yang membengkak akibat pandemi harus 

ditangani dengan pengerahan seluruh sumber daya, baik melalui kebijakan, 

anggaran, maupun gerakan. Pemerintah perlu seksama melindungi 

kepentingan domestik dan usaha kecil dalam menyusun regulasi 

transaksi/perdagangan daring (e-commerce).  

3. Insentif ekonomi yang dibuat pemerintah harus fokus membantu kelompok 

rentan (menengah ke bawah) dan industri kecil, bukan bias kaum kaya dan 

industri besar. Program yang dirancang harus dibersihkan dari praktik 

perburuan rente agar kepercayaan rakyat pulih terhadap pemerintah.  

4. Pemerintah perlu segera menyusun kerangka penguatan sektor basis 

(pertanian dalam pengertian luas) dan perdagangan yang banyak dihuni oleh 

pelaku UMKM dalam rangka mengungkit pemulihan ekonomi, terutama di 

lapis bawah dari struktur piramida ekonomi nasional.  

5. Pandemi telah meningkatkan jumlah utang pemerintah karena harus jor-

joran menyediakan anggaran untuk menghalau krisis kesehatan. Tambahan 

utang, yang telah melampaui pertumbuhan PDB nasional, menimbulkan 



MATERI MUNAS ALIM ULAMA DAN KONBES NU 2021 
 

156 
 

kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar utang 

dan bunganya. Utang pemerintah tercatat naik dari Rp 4.778 triliun pada 

2019 menjadi Rp 6.074 triliun pada 2020. Pemerintah perlu seksama 

mengendalikan utang agar tidak terperangkap dalam jerat utang (debt trap) 

di masa depan. Pemerintah perlu mengupayakan alternatif pembiayaan 

selain utang melalui reformasi sistem perpajakan.  
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